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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan karuniaNYA sehingga Deputi Bidang Perkoperasian 
mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam 
menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian dan 
pada akhirnya tersusun Laporan Kinerja Tahun 2023 ini. Laporan 
kinerja ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian visi dan misi terhadap 
penggunaan anggaran tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan mewajibkan 
setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 
fungsinya serta pengelolaan sumber daya yang ada berdasar perencanaan strategis yang 
telah disusun. 

Hasil pencapaian tugas dan fungsi Deputi Bidang Perkoperasian tahun 2023, 
seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana 
dengan baik dan program/kegiatan prioritas secara umum dapat mencapai target yang 
telah ditentukan. Capain tersebut, tidak hanya mendukung peran Kementerian Koperasi 
dan UKM, namun sekaligus upaya pencapaian target-target nasional sebagaimana 
RPJMN 2020-2024. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa masih perlu 
penyempurnaan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan untuk perbaikan 
ke depannya.  

Akhir kata, terima kasih atas dukungan seluruh pihak terkait dalam pencapaian 
kinerja sehingga dapat terjadi optimalisasi peran perkoperasian untuk mewujudkan 
Good Governance dan Clean Government.  

Koperasi untuk Indonesia Maju! 

 

Jakarta,    Januari 2024 
 
Deputi Bidang Perkoperasian 
 
 
 
 
Ahmad Zabadi 

 

Draft:      
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Ikhtisar Eksekutif 
Laporan Kinerja Deputi Bidang Perkoperasian merupakan perwujudan 

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran program tahun 2023. 

Laporan ini menggambarkan capaian kinerja tahun ketiga berdirinya Deputi 

Bidang Perkoperasian dengan pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian 

Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024. 

Deputi Bidang Perkoperasian memiliki 4 (empat) sasaran program dengan 

9 (sembilan) indikator kinerja program dengan capaian sebagai berikut: 

- Persentase Koperasi berkualitas target 7,5% capaian 8,63% atau 115,07% 

dari target yang ditentukan 

- Pertumbuhan volume usaha koperaasi target 5% capaian 0,82% atau 16,47% 

dari target yang ditentukan 

- Jumlah Koperasi modern target 150 unit Koperasi capaian 150 unit Koperasi 

atau 100% dari target yang ditentukan 

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik perkoperasian target 

80% capaian 87,23% atau  109,04% dari target yang ditentukan 

- Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya 

target 70% capaian 75,39% atau 115,98% dari target yang ditentukan 

- Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi target 75% capaian 

88,67% atau 118,22% dari target yang ditentukan 

- Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian Berdasarkan 

PMPRB target Nilai 34 capaian 34,2 atau tercapai 100,59% 

- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang 

Perkoperasian target nilai 85 capaian nilai 88,59 atau 104,22% dari target 

yang ditentukan.  

- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang Perkoperasian target 

nilai 85 capaian nilai 87,55 atau 103% dari target yang ditentukan. 

Secara keseluruhan target kinerja telah tercapai dengan rerata capaian 

117,88%. Hal ini tentunya berkat komitmen dan kerja bersama di jajaran Deputi 

Bidang Perkoperasian.  

Demi mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi, pada tahun 2023 

telah dilakukan berbagai perbaikan berdasarkan rekomendasi baik evaluasi 

mandiri maupun dari inspektorat ataupun Kementerian PAN dan RB melalui 

berbagai penyempurnaan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, kualitas 
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kebijakan, dan penerapan good governance dengan melaksanakan 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektif dan efisien, yaitu: 

a. Menyempurnakan proses bisnis dan cascading indikator kinerja dari level 

Menteri sampai dengan individu serta mekanisme pemantauannya. 

b. Meningkatkan sinergitas, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam 

mensinkronkan berbagai program perkoperasian dengan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) Pembina Koperasi melalui sosialisasi dan 

bimbingan teknis yang lebih intensif dan penyelenggaraan Dana 

Dekonsentrasi. 

c. Meningkatkan disiplin kerja pegawai dengan penyusunan konsep sistem 

reward and punishment dari kehadiran pegawai dan penilaian atasan melalui 

e-kinerja. 

d. Pemantauan capaian kinerja pegawai oleh atasan langsung setiap 

bulanannya. 

e. Mengoptimalkan fungsi pengendalian program dan kegiatan untuk 

memastikan pencapaian sesuai target. 

f. Memperbaiki Laporan Kinerja sesuai rekomendasi hasil evaluasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Kementerian 

Koperasi dan UKM tahun 2022. 
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PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai 

good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap 

sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan 

(organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi 

birokrasi dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif 

dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan hidup 

berbangsa dan bernegara. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu serangkaian upaya terpadu dari seluruh 

unit kerja khususnya dalam hal pendayagunaan aparatur negara. Komitmen untuk 

melakukan perubahan pola pikir dan kultur aparatur negara untuk menciptakan sistem 

produktivitas dan kinerja yang optimal. Untuk itu, diperlukan sistem perencanaan dan 

evaluasi yang tepat dan akurat, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen 

kepegawaian yang handal dan profesional, pembinaan hukum, pengelolaan kehumasan 

yang optimal, serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Oleh 

karena itu, Deputi Bidang Perkoperasian proaktif menyempurnakan sistem dan iklim 

kerja organisasi agar lebih produktif dan akuntabel serta menerapkan prinsip 

pengelolaan organisasi pemerintahan yang berorientasi pada manajemen kinerja dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perkoperasian. Hal ini secara tertulis 

dibuktikan salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan 

dokumen berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang 

Perkoperasian yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. 

B. Maksud dan Tujuan 

Laporan ini disususn sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana, serta anggaran (DIPA). Untuk itu, di dalam Laporan Kinerja akan diuraikan 

mengenai sejarah suatu instansi dari awal sampai dengan habis berlakunya tahun 

anggaran.  
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C. Profil Organisasi 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputi Deputi Bidang Perkoperasian merupakan Deputi di bawah Kementerian 
Koperasi dan UKM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 
2020 tentang Kementerian Koperasi dan UKM, mempunyai tugas menyelenggarakan 
perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang perkoperasian. Deputi Bidang Perkoperasian di bawah Kementerian Koperasi 
dan UKM, Deputi Bidang Perkoperasian mempunyai fungsi, yaitu: 

 Perumusan kebijakan di bidang peningkatan potensi usaha koperasi, pembaharuan 
koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pembiayaan perkoperasian, 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, serta pengendalian dan 
pengawasan koperasi;  

 koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan potensi 
usaha koperasi, pembaharuan koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, 
pembiayaan perkoperasian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, 
serta pengendalian dan pengawasan koperasi;  

 pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan potensi usaha 
koperasi, pembaharuan koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, 

- Perumusan kebijakan 
- Koordinasi kebijakan 
- Sinkronisasi kebijakan  
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
- pelaksanaan administrasi 
- penugasan lain yang diberikan oleh Menteri 

Tugas dan Fungsi   

- Pembaruan dan Kemitraan 
Perkoperasian,  

- Akses pembiayaan dan 
Pelindungan Koperasi  

- Pengawasan Koperasi 
- Pengembangan SDM 

Perkoperasian  
- Pengelolaan Jabatan Fungsional 
- Penguatan Kelembagaan dan 

Tata Koperasi 
 

Lingkup Tugas 

 
KOPERASI 

130.119 Koperasi 

Obyek 

Sumber:  Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 tahun 2022 tentang  Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Koperasi dan UKM dan ODS Kementerian Koperasi dan UKM Per 31 Desember 2023 
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pembiayaan perkoperasian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, 
serta pengendalian dan pengawasan koperasi;  

 penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang izin usaha simpan 
pinjam koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan 
koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam, pendidikan dan latihan 
perkoperasian, serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi;  

 pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang izin usaha simpan pinjam 
koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi 
simpan pinjam/usaha simpan pinjam, pendidikan dan latihan perkoperasian, serta 
pemberdayaan dan perlindungan koperasi;  

 pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Perkoperasian; dan  

 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.  

 

 

STRUKTUR  

ORGANISASI 
 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Perkoperasian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asdep Pembaharuan dan 
Kemitraan Perkoperasian 

Asdep Pembiayaan dan 

Penjaminan Perkoperasian 

Asdep Pengembangan 
SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional 

Deputi Bidang Perkoperasian 

Sekretaris  

Deputi Bidang Perkoperasian 

Asdep 

Pengawasan 

Koperasi  

Asdep Kelembagaan dan 

Tata Kelola Koperasi 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM, struktur Deputi 

Bidang Perkoperasian mengalami penambahan dari semula terdiri dari 5 (lima) Eselon 

II menjadi 6 (enam) Eselon II, hal ini mempertimbangkan bahwa keefektifan 

penyelenggaraan urusan penguatan kelembagaan dan tata kelola Koperasi yang tidak 

efektif apabila menjadi satu dengan penyelenggaraan pengawasan Koperasi mengingat 

ruang lingkup keduanya luas dan keduanya memerlukan fokus dan perhatian lebih 

intens yang tidak memungkinkan dilakukan oleh Pejabat Administrasi atau setingkat  

Eselon III.   

Deputi Bidang Perkoperasian mempunyaik telah melakukan mempunyai kekuatan 

pegawai yang terdiri dari Pejabat telah menempatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dalam hal ini Fungsional Pengawas Koperasi hanya ditempatkan di Asdep Pengawasan 

Koperasi dan Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional agar 

mempermudah memperoleh angka kredit berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya. 

Perubahan lainnya sesuai rekomendasi tahun 2022 adalah penempatan fungsional 

umum atau pelaksana sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan atau nomenklatur unit 

kerjanya, pegawai yang aktif bekerja di unit lain sudah dilakukan pemindahan legalitas 

dan penambahan unit kerja Eselon II di Deputi Bidang Perkoperasian yang 

ditindaklanjuti dengan dikukuhkannya Asdep Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi 

melalui. 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Deputi Bidang Perkoperasian tahun 2023 

sebanyak 151 orang berkurang 7 orang pension dari tahun 2022.  

Tabel 1.1. Sebaran PNS Deputi Bidang Perkoperasian Berdasarkan Jabatannya Tahun 

2023 

Jabatan Deputi Sesdep Asdep 1 
Asdep 

2 
Asdep 

3 
Asdep 

4 
Asdep 

5 

Eselon I 1             

Eselon II   1 1 1 1 1 1 

Eselon III   2 2 2 2 2 2 

Eselon IV   3           

Pengawas Koperasi Ahli 
Utama 

        3 1   

Arsiparis Ahli  Madya   1           

Analisis Kebijakan Ahli 
Madya 

    1 2     2 

Pengawas Koperasi Ahli 
Madya 

        9 4   

Pengembang Teknologi 
Pembelajaran Ahli 
Madya 

          1   
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Jabatan Deputi Sesdep Asdep 1 
Asdep 

2 
Asdep 

3 
Asdep 

4 
Asdep 

5 

Analis Anggaran Ahli 
Muda 

  1           

Arsiparis Ahli Muda   1           

Analis Pengelolaan 
Keuangan APBN Ahli 
Muda 

  2           

Analis Kebijakan Ahli 
Muda 

    7 3 1   2 

Pengawas Koperasi Ahli 
Muda 

      1 10 7 3 

Pengawas Koperasi Ahli 
Pertama 

          11   

Pengembangan 
Teknologi Pembelajaran 
Ahli Muda 

          1   

Perencana Ahli Pertama       1       

Arsiparis Pertama   1           

Pranata Komputer Ahli 
Pertama 

  3           

Analis Kepegawaian Ahli 
Pertama 

  1           

Pengawas Koperasi Ahli 
Pertama 

        1   5 

Arsiparis Terampil   2           

Analis Manajemen 
Resiko 

  2           

Analis Rencana Program 
dan Kegiatan 

  1           

Analis Monitoring, 
Evaluasi, dan Pelaporan 

  1           

Analis Layanan Umum   1   1       

Pengadministrasian 
Kepegawaian 

  2           

Analis Perbendaharaan   1           

Analis Penagihan   1           

Verifikator Keuangan   1           

Pengadministrasian 
Perkantoran 

  1           

Penyusunan Norma, 
Standar, Prosedur, dan 
Keuangan 

    2 1 1     

Analis Koperasi     2 2   1 1 

Penyuluh Koperasi           1   

Penyusun Bahan 
Bimbingan Teknis 

    2 1 1 1   

Pranata Koperasi     1         
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Jabatan Deputi Sesdep Asdep 1 
Asdep 

2 
Asdep 

3 
Asdep 

4 
Asdep 

5 

Penyusun Program 
Kreativitas dan Inovasi 

    1         

Pengelola Data 
Kreativitas dan Inovasi 

    1         

Pengelola Kegiatan dan 
Anggaran 

    1 1   3 1 

Analis Strategi 
Pembiayaan 

      2       

Analis Diklat           1   

Analis Pengembang 
Jabatan 

          1   

Jumlah  1 29 21 18 29 36 17 

Sumber: Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

Keterangan: 

- Sesdep : Sekretaris Deputi 

- Asdep 1 : Asdep Pembaruan dan Kemitraan Perkoperasian 

- Asdep 2 : Asdep Pembiayaan dan Pelindungan Koperasi 

- Asdep 3 : Asdep Pengawasan Koperasi 

- Asdep 4 : Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional 

- Asdep 5 : Asdep Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa komposisi terbesar pegawai berada pada 

Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional sebanyak 36 

orang (23.84%) karena sebagian besar PNS di unit tersebut adalah eks PNS Deputi 

Bidang Pengawasan yang mengalami penyetaraan menjadi Pejabat Fungsional 

Pengawas Kopeasi (JFPK). Kemudian dukungan jumlah PNS terbanyak kedua adalah 

Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional sebanyak 44 

orang (28%) dan jumlah PNS terkecil terkecil adalah Asdep Pembiayaan dan 

Penjaminan Perkoperasian sebanyak 15 orang (9%). Apabila melihat jumlah tersebut 

seharusnya Asdep Pengawasan Koperasi lebih optimal dalam mencapai target kinerja. 

Dukungan sumber daya tersebut juga dilengkapi dengan tingkat pebdidikan yang 

memadai, yakni jenjang tertinggi (Strata 3/S3) berada pada Asdep Pengawasan 

Koperasi, begitu juga dengan jumlah pegawai Srata 2/S2 sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 1.2. Sebaran PNS Deputi Bidang Perkoperasian Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tahun 2023 

Tingkat 
Pendidikan 

Deputi Sesdep Asdep 1 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 5 

S3 - - - - 1 - - 

S2 1 6 6 2 10 6 3 
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Tingkat 
Pendidikan 

Deputi Sesdep Asdep 1 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 5 

S1 - 17 12 14 17 29 13 

D3 - 3 2 1 1 1 - 

SMA - 3 1 1 - - 1 

Jumlah 1 29 21 18 29 36 17 

Sumber: Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

Komposisi tingkat pendidikan PNS Deputi Bidang Perkoperasian tahun 2023 sebagai 

berikut: 

Gambar 1.2 Kompisisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Sumber: Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

terbanyak adalah S1/Sarjana (68%), diikuti dengan S2 (22%), Diploma 3 (5%), SMA 

(4%) dan S3 (1%). Hal ini menunjukkan bahwa ditinjau dari tingkat Pendidikan, PNS 

Deputi Bidang Perkoperasian cukup berkemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya 

dengan baik. 

Upaya efektivitas pegawai yang dilakukan Deputi Bidang Perkoperasian, yaitu: 

1. Penyusunan SKP di awal tahun dan pengisian SKP on-line yang di-review setiap 

bulannya semenjak tahun 2019; 

2. Penyusunan perjanjian kinerja cascading s.d. Staf, agar para pegawai berkomitmen 

untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan; 

3. Review permasalahan pegawai dan pekerjaan (kinerja) melalui rapat staf setiap 

tahunnya. 

4. Memotivasi pegawai untuk menerapkan disiplin melalui sosialisasi terkait Kinerja 

dan Disiplin Pegawai dengan mengundang Pejabat dari Kementerian PAN dan RB 

dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pembicara. 

S3 
1% S2 

22% 

S1 
68% 

D3 
5% 

SMA 
4% 
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Upaya lainnya adalah berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin PNS, berupaya menerapkan disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja 

tanpa alasan, yaitu: 

1. Teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara 

kumulatif selama 3 (tiga) hari keda dalam 1 (satu) tahun;  

2. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara 

kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 

tahun; dan  

3. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa 

alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari 

kerja dalam 1 (satu) tahun. 

Hasilnya pada tahun 2023 tidak ada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan. 

Selain SDM berupa PNS, terdapat tenaga Non PNS sebanyak 40 orang dengan 

sebaran sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Pegawai Non PNS di Deputi Bidang Perkoperasian Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Tahun 2023 

TK 
Pendidikan 

SESDEP ASDEP 1 ASDEP 2 ASDEP 3 ASDEP 4 ASDEP 5 

S2 0 1 0 0 0 0 

S1 11 5 4 1 5 4 

D3 1 0 1 0 1 0 

SLTA 5 0 0 1 0 1 

Jumlah 17 6 5 2 6 5 

Sumber: Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

Keterangan: 

- Sesdep : Sekretaris Deputi 

- Asdep 1 : Asdep Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian 

- Asdep 2 : Asdep Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian 

- Asdep 3 : Asdep Pengawasan Koperasi 

- Asdep 4 : Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional 

- Asdep 5 : Asdep Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pegawai non PNS terbanyak di 

Sekretariat Deputi dan terkecil di Asdep Pengawasan Koperasi, dan apabila 

dijumlahkan, maka kompisisi dukungan sumber daya manusia di setiap unit 

berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.4 Sebaran Pegawai di Deputi Bidang Perkopersian Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Tahun 2023 

Tingkat 
Pendidikan 

Sesdep Asdep 1 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 5 

S3 0 0 0 1 0 0 

S2 6 7 2 10 6 3 

S1 28 17 18 18 34 17 

D3 4 2 2 1 2 0 

SMA 8 1 1 2 0 2 

Jumlah 46 27 23 32 42 22 

Sumber: Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

Dari gambaran di atas, apabila ditinjau dari tingkat pendidikan maka komposisi tingkat 

pendidikan tertinggi adalah Asdep Pengawasan Koperasi dan terendah adalah Asdep 

Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi. Sebaran jumlah SDM di Deputi Bidang 

Perkoperasian tidak merata. Asdep Kelembagaan dan Tata Kelola merupakan 

nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini 

tentunya membutuhkan analisis beban kerja dan redistribusi SDM. Hal ini merupakan 

tantangan tersendiri dalam mencapai sasaran kinerja.  

Capaian 

Terbangunnya sistem data based pegawai Deputi Bidang Perkoperasian yang dapat 

diakses melalui https://msha.ke/layananumum. 

Tindak lanjut tahun sebelumnya 

1. Terbentuknya struktur atau nomenklatur baru di Deputi Bidang Perkoperasian, yakni 

Asdep Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi. 

2. Penyesuaian penempatan JFU sesuai nama jabatannya. 

Permasalahan/kendala 

1. Komposisi pegawai yang tidak merata di setiap unit kerja. 

2. Distribusi pekerjaan yang tidak merata. 

Faktor pendukung 

1. Kerja sama yang baik sehingga program/kegiatan dapat berjalan dengan baik. 

2. Komitmen menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. 

Solusi dan tindak lanjut yang diperlukan 

1. Keberlanjutan telaah kebutuhan pegawai sesuai beban kerja masing-masing unit 

Eselon II untuk penempatan jumlah pegawai di unit tersebut. 

2. Pegawai yang aktif bekerja di unit lain, agar legalitas kepindahannya segera 

diselesaikan. 
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Disamping itu, Deputi Bidang Perkoperasian juga menyelenggarakan pengelolaan 

Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (JFPK) yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi 

Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional. Adapun jumlah Pejabat 

Fungsional Pengawas Koperasi (PFPK) seluruh Indonesia sebanyak 1.171 orang 

dengan rincian 64 orang PFPK Pusat dan 1.107 Daerah. Adapun pengelolaan kegiatan 

JFPK tahun 2023 sebagai berikut: 

Tabel 1.5 Data Pengelolaan JFPK Tahun 2023 

Data JFPK 
Jumlah 

Pusat Daerah 

Usulan Perpindahan 0 50 

Jumlah rekomendasi tahun 2023 0 36 

Jumlah pelantikan tahun 2023 0 2 

Jumlah yg mengundurkan diri 0 0 
Jmh Pengajuan Angka Kredit (AK) Januari-Juni 2023 231 

Jmh Penetapan AK Januari-Juni 2023 231 
Sumber: Data diolah, Deputi Bidang Perkoperasian 2023 

Note: Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi bahwa mulai bulan Juli 2023 penilaian angka kredit menggunakan hasil 

konversi penilaian predikat kinerja pegawai dan untuk dokumen penilaian dan 

penetapan angka kredit di ttd oleh Pejabat Penilai Kinerja masing-masing intansi 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hanya 7 usulan perpindahan dari daerah 

yang mendapatkan rekomendasi karena persyaratannya tidak terpenuhi. Hal lainnya 

yang dilakukan dalam rangka pengelolaan JFPK adalah: 

1. Draft Penyusunan Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

2. Draft Penyusunan Pedoman Penilaian Angka Kredit (amanat Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/ Peraturan Menteri PAN & 

RB nomor 43 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi); 

3. Draft Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (amanat Peraturan 

Menteri PAN & RB nomor 43 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas 

Koperasi; 

4. Penyusunan draft Naskah Akademik perubahan Peraturan Menteri PAN & RB 

nomor 43 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi. 

D. Kondisi Eksisting 

Secara umum, perkembangan koperasi nasional menunjukan kinerja yang 

positif. Reformasi total koperasi telah berhasil meningkatkan kontribusi PDB Koperasi 
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terhadap PDB Nasional dari 3,99% pada tahun 2016 meningkat menjadi 6,07% pada 

tahun 2022. Peningkatan kontribusi PDB Koperasi tersebut telah memberikan dampak 

terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan 

pembangunan perekonomian nasional yang dapat dilihat melalui peningkatan volume 

usaha koperasi pada tahun 2016 sebesar Rp 67,50 triliun, naik 193,13% pada tahun 

2022 menjadi Rp.197,86 triliun. Peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah 

anggota, sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK), modal, dan aset. 

Gambar 1.2 Keragaan Koperasi di Indonesia Per 31 Desember 2023 

 

Adapun Data Perkembangan Koperasi di  Koperasi Indonesia sebagai berikut: 

Tabel 1.6 Data Perkembangan Koperasi di Indonesia Tahun 2016 s.d. 2023 

No. Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Jumlah 

Koperasi Aktif 
(Unit) 

151.170 152.174 126.343 123.048 127.124 
127.846 130.354 
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No. Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2 
Jumlah 

Anggota 
(Orang) 

11.842.415 18.228.682 20.049.995 22.463.738 25.098.807 
27.100.372 29.448.965 

3 Jumlah 
Sertifikasi NIK 7.185 20.136 30.188 35.761 38.865 41.231 43.811 

4 
Jumlah Modal 
Sendiri (Rp. 

Triliun) 
26,25 66,93 74,90 70,92 79,90 

91,61 10.877,77 

5 
Jumlah Modal 

Luar (Rp. 
Triliun 

28,23 61,76 66,22 81,19 90,48 
106,36 13.683,85 

6 Jumlah Aset 
(Rp. Triliun) 54,48 128,70 141,13 152,113 221,50 250,98 281,57 

7 
Jumlah 
Volume Usaha 

(Rp. Triliun) 
67,50 137,26 145,86 154,178 174,03 192,35 197,86 

8 Jumlah PDB 

Koperasi (%) 
3,99 4,48 5,10 5,54 6,20 6,20 6,07 

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 31 Desember 2022 

Permasalahan Koperasi  antara lain:  

1) Adanya motivasi salah dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan 

bantuan semata;  

2) Masih adanya salah paham dalam kepengurusan koperasi, yaitu menggunakan 

badan hukum koperasi untuk kepentingan pribadi;  

3) Masih adanya pola yang salah dalam mengurus koperasi mengakibatkan usaha 

koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami defisit; dan  

4) Keterbatasan kompetensi dan komitmen dari para pembina koperasi, baik Dinas 

yang membidangi Koperasi dan UMKM di Daerah 

5) Pada umumnya, sistem produksi dan pemasaran Koperasi masih bersifat 

konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan 

pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang 

tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya 

perkembangan teknologi yang pesat. 

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 

 

Kata Pengantar 

Ikhtisar Eksekutif 

Daftar Isi 

Daftar Tabel/Gambar/Grafik 
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Bab I Pendahuluan 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Tahun 2023 

B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 

C. Akuntabilitas Keuangan 

Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deputi Bidang Perkoperasian | 14 
 

 

PERENCANAAN KINERJA 

A. Rencana Strategis Deputi Bidang Perkoperasian 
2021-2024 

 

Deputi Bidang Perkoperasian menjalankan Program/Kegiatan dalam rangka 

mewujudkan visi Indonesia: 

 

 

 

Misi: 

 

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024 

 

Dari visi dan misi tersebut, maka arah kebijakan Deputi Bidang Perkoperasian dalam 5 

(lima) tahun ke depan adalah dalam rangka mendukung arahan Presiden tersebut, 

yaitu: 

 

 

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” 
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Visi Kementerian Koperasi dan UKM 

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

berlandaskan Gotong Royong Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan 

Dalam Mendukung Perekonomian Nasional” 
 

Misi Kementerian Koperasi dan UKM 

“Membentuk Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui 

Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian 

Nasional” 
 

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM 

1. Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern;  

2. Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di 

Pasar Domestik dan Global; dan  

3. Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja 

Tinggi. 

 

Visi Deputi Bidang Perkoperasian 

Mewujudkan Koperasi yang mampu berperan untuk mewujudkan Indonesia Maju 
yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong Melalui 

Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian 
Nasional 

 

Misi Deputi Bidang Perkoperasian 

Membentuk Koperasi yang berperan dalam Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, 

dan Berdaya Saing Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam 

Mendukung Perekonomian Nasional 

 

Tujuan Deputi Bidang Perkoperasian 

1. Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern; 
2. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja 

Tinggi 

Sumber: Permenkop dan UKM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Permenkop dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Koperasi dan 
UKM 2021-2024 
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B. Sasaran Strategis Deputi Bidang Perkoperasian 
Tahun 2021-2024 

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2021-2024 

 

 

 

 

 

 

No Tujuan Sasaran Program Indikator Kinerja Target 

1 Mewujudkan 
Koperasi modern dan 
berkualitas 

Terwujudnya Koperasi 
yang Berkualitas dan 
Modern 

1 Persentase Koperasi 
Berkualitas 

7,5% 

2 Pertumbuhan Volume 
Usaha Koperasi 

18% 

3 Koperasi Modern 150 

Unit 

Terwujudnya Kebijakan 
Perkoperasian yang 
Berkualitas sesuai Tugas 
dan Fungsi Deputi 
Bidang Perkoperasian 

 

1 Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Layanan Publik 
Perkoperasian 

80 

Nilai 

  Terwujudnya 
Pemberdayaan Koperasi 
yang Efektif 

1 Persentase SDM 
Koperasi yang 
Meningkat Kapasitas 
dan Kompetensinya 

65% 

2 Tingkat Penerapan 
Implementasi Model 
Bisnis Koperasi 

75% 

2 Mewujudkan Deputi 
Bidang 
Perkoperasian yang 
Profesional dan 
Berkinerja Tinggi 

Meningkatnya Tata 
Kelola Birokrasi Deputi 
Bidang Perkoperasian 
yang Berintegritas dan 
Berkinerja Tinggi 

1 Indeks Reformasi 
Birokrasi Deputi Bidang 
Perkoperasian 
Berdasarkan PMPRB 

34 

Nilai 

2 Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran 
(IKPA) Deputi Bidang 
Perkoperasian 

85 

Nilai 

3 Nilai Evaluasi Kinerja 
Anggaran (EKA) Deputi 
Bidang Perkoperasian 

85 

Nilai 
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C. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perkoperasian 
Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS1 Terwujudnya koperasi yang berkualitas 
dan modern 
 

1.1. Persentase Koperasi berkualitas 

1.2. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi 

SS2 Terwujudnya kebijakan Perkoperasian 
yang berkualitas 

 
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan 
publik  “80” 

150 Unit Koperasi 1.3. Jumlah Koperasi Modern 

SS3 Terwujudnya pemberdayaan Koperasi yang 
efektif 

1.1. Meningkatnya SDM Koperasi yang 
meningkat kapasitas dan kompetensinya 

1.2. Tingkat Penerapan Implementasi Model 
Bisnis Koperasi 

SS4 Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang 
Perkoperasian yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi 

1.1. Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang 
Perkoperasian Berdasarkan PMPRB  “34” 

“75%” 

“65%” 

5% 

7,5% 
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Sumber: Permenkop dan UKM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkop dan UKM 
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2021-2024 dan Renstra Deputi 
Bidang Perkoperasian Tahun 2021-2024 

D. Program dan Anggaran Deputi Bidang Perkoperasian 

Tahun 2023 

Tabel 2.2 Program dan Anggaran Deputi Bidang Perkoperaian Tahun 2023 

KODE KEGIATAN JUMLAH SATUAN ANGGARAN (RP.) 

1 2 3 4 5 

044.01.02 Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi     73.797.836.000 

2746 Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian         725  Koperasi 6.917.388.000 

4442 Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian         808  Koperasi 13.257.808.000 

 4458 Pengawasan Koperasi     3,600  Koperasi 14.456.689.000 

 5615 
Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan 

Fungsional  
    28.200.000.000 

 6967 Kelembagaan dan Tatakelola Koperasi     9.197.639.000 

044.01.01 Program Dukungan Manajemen      6.762.206.000 

4946 
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Bidang 

Perkoperasian 
    6.762.206.000 

Sub Total Deputi Bidang Perkoperasian   78.791.730.000 

044.01.02 Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi (Dekopin)       

EB. 4948 Pengembangan dan Penguatan Kontribusi Koperasi      1.768.312.000 

Sub Total Dekopin   1.768.312.000 

Total Perkoperasian   80.560.042.000 

 

 

 

 

1.2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan 
anggaran (IKPA)  

“85” 

1.3. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) 
Deputi Bidang Perkoperasian anggaran  “85” 
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Gambar 2. Kunjungan ke Lokasi Piloting Program Solusi (Solar untuk Koperasi) Nelayan,  

Nusa Tenggara Barat, 31 Maret 2023 
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AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 

2023 

Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan 

UKM merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2023 yang 

memuat realisasi kinerja dan capaian atas target kinerja yang diperjanjikan Tahun 2023. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara 

target sasaran yang ditetapkan dalam target kinerja dengan realisasinya. 

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 

2023 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Tahun 2023 Target Akhir 
Renstra 

2021 2022 Target Capaian Target Capaian 
1 Terwujudnya 

koperasi yang 

modern dan 

berkualitas 

1. Persentase 
Koperasi 
berkualitas 

Persen 109,8% 112,27
% 

8,63*) 7,5 115,07% 10 86,3% 

2. Pertumbuhan 
volume 
usaha 
Koperasi 

Persen 34,14% 85,10% 0,82 5 16,47% 20 4,12% 

3. Jumlah 
Koperasi 
Modern 

Unit 
Kopera

si 

100% 100% 150 150 100% 500 80% 

2 Terwujudnya 

Kebijakan 

Perkoperasian 

yang Berkualitas 

sesuai Tugas 

dan Fungsi 

Deputi Bidang 

Perkoperasian 

4. Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
Layanan 
Publik 
Perkoperasia
n 

Persen 100% 106,06
% 

87,23 80 109,04% 80 109,04% 

3 Terwujudnya 

Pemberdayaan 

Koperasi yang 

Efektif 

5. Persentase 
SDM 
Koperasi 
yang 
Meningkat 
Kapasitas 
dan 
Kompetensin
ya 

Persen 100% 131,88
% 

75,39 65 115,98% 75 100,52% 

6. Tingkat 
Penerapan 
Implementasi 
Model Bisnis 

Persen 133,33
% 

133,33
% 

88,69 75 118,22% 75 118,22% 
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No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Tahun 2023 Target Akhir 
Renstra 

2021 2022 Target Capaian Target Capaian 

Koperasi 

4 Meningkatnya 

Tata Kelola 

Birokrasi Deputi 

Bidang 

Perkoperasian 

yang 

Berintegritas dan 

Berkinerja Tinggi 

7. Hasil 
penilaian 
mandiri 
akuntabilitas 
kinerja 
Deputi 
Bidang 
Perkoperasia
n 

Nilai 100% 100% 34 34 100 Nilai A 100% 

8. Nilai indikator 
kinerja 
pelaksanaan 
anggaran 
(IKPA) 

Nilai 96,5% 103,9% 88,59 85 104,22% 90 98,43% 

9. Nilai Evaluasi 
Kinerja 
Anggaran 
(EKA) Deputi 
Bidang 
Perkoperasia
n  

Nilai 110,78
% 

110,78
% 

87,55 85 103% 90 97,28% 

Sumber: Renstra Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2021-2024 

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Deputi Bidang 

Perkoperasian Tahun 2023 

Berdasarkan tabel tersebut, walaupun terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak 

mencapai target, namun beberapa indikator tercapai melebihi target yang ditentukan.  

Secara rinci capaian kinerja Deputi Bidang Perkoperasian sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tren Capaian Koperasi Berkualitas  
Tahun 2020 s.d. 2023 

 

 

Target Capaian 
% 

Capaian 

7,5% 8,63%
*)
 115,07% 

Tren Koperasi berkualitas dari 
selama 4 (empat) tahun terakhir 
menurun pada tahun 2021 dan 
merangkak naik pada tahun 2022, 
namun pada tahun tahun 2023 
terjadi sedikit kenaikan persentase 
Koperasi berkualitas sebesar 
2,49% dari tahun 2022. 

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

23,06 

5,49 
8,42 

8,63 

1 2 3 4

Koperasi berkualitas

1 Indikator Kinerja 1: Persentase Koperasi berkualitas 
  

SASARAN STRATEGIS (Program) 1 
Terwujudnya koperasi Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern 

        2020                   2021                     2022                   2023 
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Koperasi berkualitas merupakan amanat Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 

5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkop dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2021-2024 yang diturunkan 

ke dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Perkoperasian tahun 2021-2024. 

Koperasi berkualitas diukur dengan membandingkan jumlah koperasi bersertifikat sehat 

dan cukup sehat dibagi dengan jumlah Koperasi Simpan Pinjam aktif yang dikalikan 

100. Peringkat Kesehatan dalam hal ini Sehat dan Cukup Sehat merupakan peringkat 

berdasarkan Permenkop dan UKM No 9 tahun 2020 tentang pengawasan Koperasi 

yang mana terdapat 4 (empat) unsur yang mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi, 

yakni: tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan yang selanjutnya akan 

diperoleh tingkat kesehatan Koperasi yang dibedakan dalam peringkat: Sehat, Cukup 

Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus. 

Capaian 

Dari hasil pemeriksaan Koperasi tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi 

dan UKM (Pusat) dengan Dinas Yang Membidangi Koperasi Provinsi dan Kabupaten 

Kota diperoleh jumlah Koperasi yang diperiksa kesehatannya sebanyak 1.722 Koperasi 

dengan rincian: 

- Sehat sebanyak 689 Koperasi 

- Cukup Sehat sebanyak 939 Koperasi 

- Dalam Pengawasan sebanyak 91 Koperasi 

- Dalam Pengawasan Khusus sebanyak 9 Koperasi 

Data ODS per 15 Desember 2023 diperoleh bahwa jumlah KSP aktif sebanyak 18.795 

Unit Koperasi sehingga capaian Koperasi berkualitas tahun 2023 sebanyak 8,63% atau 

mencapai 115,07% dari target yang telah ditetapkan (data KSP aktif masih sementara). 

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maka capaian koperasi berkualitas 

Koperasi pada tahun 2023 meningkat sebesar 2,49% yakni dari 8,42% menjadi 8,63%, 

namun demikian jumlah ini masih bisa meningkat apabila data pemeriksaan kesehatan 

Koperasi yang dilakukan oleh daerah disampaikan ke pusat. 

Tabel 3.2 Capaian Koperasi Berkualitas Tahun 2020 s.d. 2023 

Tahun 
Σ KSP 
Aktif 

SEHAT 
CUKUP 
SEHAT 

Target 
Renstra 

Target 
PK 

% Kop 
Berkualitas 

% 
Capaian 

2020 17.737 1.254 2.836 - - 23,06 - 

2021 18.156 291 705 5% 5% 5,49 109,8 

2022 18.699 596 977 7,5% 7,5% 8,42 112,27 

2023 18.795*) 689 939 7,5% 7,5% 8,63**) 115,07 

Sumber: ODS Kementerian Koperasi dan UKM, 31 Desember 2023 (belum cleansing/verifikasi) 
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Dapat dilihat pada Tabel 3.1 bahwa capaian Koperasi berkualitas mengalami 

penurunan yang signifikan pada tahun 2021. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa 

selain karena pengaruh pandemi Covid-19, yang berpengaruh terhadap usaha 

Koperasi, kondisi tersebut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pemeriksaan 

Koperasi di daerah yang terbatas dan juga keterbatasan pengiriman data pemeriksaan 

kesehatan Koperasi pusat. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah Koperasi 

berkualitas selain karena bangkitnya pertumbuhan usaha setelah mengalami pandemi 

Covid-19 dan juga perbaikan fungsi koordinasi pengawasan Koperasi begitu juga tahun 

2023. Hal lain yang menjadi konsen dan menjadi salah satu penyebab adalah 

pelaporan hasil pemeriksaan kesehatan Koperasi yang tidak tersampaikan ke Pusat 

(Kementerian Koperasi dan UKM). Lebih lanjut, jumlah peringkat kesehatan Koperasi 

secara rinci tahun 2020 s.d. 2023 sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Peringkat Kesehatan Koperasi Indonesia Tahun 2020 s.d. 2023 

Tahun 
Σ KSP 

Aktif (unit) 
SEHAT CUKUP SEHAT 

DALAM 
PENGAWASAN 

DALAM 
PENGAWASAN 

KHUSUS 

Jmh % Jmh % Jmh % Jmh % 

2020 17.737 1.254 7,07 2.836 15,99 459 2,59 127 0,72 

2021 18.156 291 1,60 705 3,88 263 1,45 37 0,20 

2022 18.699 595 3,18 995 5,32 150 0,80 19 0,10 

2023 18.795*) 683 3,63 939 5,00 9 0,05 0 0 

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 (data KSP Aktif masih 

sementara/belum dipublikasin) 

Secara capaian, jumlah Koperasi Sehat dan Cukup Sehat mengalami penurunan 

drastis pada tahun 2021 dan mulai merambat naik dari tahun 2022. Penurunan tersebut 

karena jumlah Koperasi yang diperiksa kesehatannya menurun pada tahun 2021 

karena pembatasan bergerak akibat Covid-19. Namun kondisi tersebut berangsur 

membaik dari tahun 2022 hingga 2023. Sedangkan jumlah Koperasi Dalam 

Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus cenderung mengalami penurunan.   

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Muhammad Andri Perdana, 

mengatakan Koperasi yang berhasil dikelola dengan baik bisa memberi keuntungan 

besar bagi seluruh anggotanya dan masyarakat secara umum (Solopos,com Pos 

Bisnis, 23 Februari 2024). Hal ini memberi gambaran bahwa pengelolaan Koperasi 

dalam hal ini tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan tentunya harus 

baik dan mempunyai predikat yang baik dalam hal ini SEHAT dan CUKUP SEHAT. 

Selain hal-hal tersebut, pada tahun 2023 juga terdapat terdapat beberapa capaian 

lainnya dalam rangka pengawasan Koperasi, yaitu: 

1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian: 

- Tersusunnya draft Rancangan Undang Undang Perkoperasian 
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- Sosialisasi RUU Perkoperasian. 

2. Tindak lanjut penangangan Koperasi Bermasalah untuk menangani 8 (delapan) 

Koperasi, yakni: KSP Intidana, KSP SB, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Pracico 

Inti Utama, Koperasi Timur Pratama Indonesia, Koperasi Wahana Jasa Sentosa, 

KSP Indosurya, dan KSP Lima Garuda yang belum sesuai skema PKPU 

3. Identifikasi dan analisis terhadap Koperasi yang terindikasi dalam pinjaman online 

illegal 

4. Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi 

5. SE Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pernyataan Mandiri. 

Tahap I (1 September – 15 Oktober 2023) 

6. SE Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pernyataan Mandiri. 

Tahap II (28 November – 29 Desember 2023) 

7. Pembahasan RPOJK tentang Transformasi Koperasi sebagai KSJK (Kemudahan 

Persyaratan dan „Sweetener‟ Bagi Koperasi) 

8. Koordinasi Sosialisasi, Satgas dan Rencana Kerja Bersama OJK, termasuk FGD, 

Uji Publik dan Rencana Uji Petik 

9. Koordinasi PPATK untuk sosialisasi dan registrasi go AML 

10. Sosialisasi UU P2SK, Kriteria dan Instrumen, Permen Kop UKM Nomor 8 Tahun 

2023 dan SE Deputi No 7 Tahun 2023 

11. Sosialisasi dan Bimtek Self Declare kepada Dinas dan Gerakan Koperasi (langsung 

di beberapa daerah dan daring melalui zoom) 

12. Menyusun  Aplikasi Sistem ODS Self Declarea dengan Biro KTI 

13. Melakukan Uji Coba Self Declare dan Pelatihan Staf Narahubung 

14. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Self Declare Sep – 15 Ok 2025 

15. Memberikan Konsultasi kepada Dinas Koperasi dan gerakan Koperasi selama 7 hari 

per minggu mengenai pengisian self declare 

16. Memberikan Bimbingan Teknis kepada JFPK dan Dinas mengenai pelaksanaan 

validasi data hasil isian (langsung dan daring) 

17. Melakukan Uji Petik Lapangan Mengenai Isian Validasi 

18. Mengkoordinasian Pelaksanaan Validasi Daring dan Validasi Lapangan terhadap 

Isian Self Declare oleh JFPK dan Dinas. 

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya 

- Telah dilakukan bimtek pengawasan Koperasi maupun sosialisasi regulasi 

perkoperasian untuk meningkatkan pemahaman Koperasi dalam menerapkan 

akuntabilitas koperasi kepada Koperasi. 



Deputi Bidang Perkoperasian | 25 
 

- Telah dilakukan sosialisasi sistem pengawasan Koperasi dalam rangka 

mengoptimalkan penggunaan sistem pengawasan koperasi. 

Permasalahan/kendala 

- Penyampaian data hasil pemeriksaan kesehatan Koperasi dari daerah belum 

optimal sehingga data tingkat kesehatan Koperasi terbatas (belum semua Provinsi 

menyampaikan data pemeriksaan kesehatan Koperasi). 

- Dukungan APBD untuk pengawasan Koperasi belum optimal 

- Sistem mutasi daerah yang dinamis sehingga menyebabkan keterbatasan 

pemahaman Perkoperasian pada aparat pembina dan pengawas Koperasi daerah  

Faktor Pendukung  

- Pemahaman Koperasi tentang kinerja keuangan dan tata kelola koperasi. 

- Sosialisasi tentang Perkoperasian khususnya pemahaman tentang pengawasan 

Koperasi. 

- Dukungan Dinas Yang Membidangi Koperasi dan UKM dalam melaksanaan 

pemeriksaan kesehatan Koperasi 

- Meningkatnya pemahaman aparatur pengawasan koperasi (Dinas operasi dn JFPK) 

tentang pengawasan Koperasi 

Kegiatan pendukung 

- Pengawasan Koperasi 

- Penanganan Koperasi bermasalah 

- Optimalisasi sistem pengawasan Koperasi 

- Pembinaan tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan 

- Penilaian usaha simpan pinjam koperasi (close loop dan open loop) 

Anggaran 

Anggaran yang mendukung pencapaian Koperasi berkualitas adalah Pengawasan 

Koperasi dengan PAGU sebesar Rp.14.456.689.000,00 dengan realisasi sebesar 

Rp.14.167.416.607,00 (98%). 

Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024 

- Meningkatkan manajemen pengelolaan koperasi, 

- Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan koperasi baik bagi 

anggota maupun pengurusnya. 

- Pembinaan terhadap pengelolaan koperasi secara kontinyu khususnya kepada KSP 

yang Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus agar meningkat menjadi 

Cukup Sehat dan Sehat. 

- Sosialisasi penggunaan sistem pengawasan Koperasi 
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Gambar 3.2 Tren Capaian Persentase Pertumbuhan Volume 

Usaha Koperasi Tahun  2020 s.d 2023 

 

  

Target Capaian 
% 

Capaian 

5% 0,82% 16,4% 

Tren capaian persentase 
pertumbuhan volume usaha 
Koperasi fluktuatif dari tahun 
2020 hingga tahun 2023 

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

Keterangan: *) Data ODS belum cleansing/verifikasi 

Indikator kinerja ini merupakan amanat Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkop dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2021-2024 yang diturunkan 

ke dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Perkoperasian tahun 2021-2024. 

Persentase pertumbuhan volume usaha Koperasi dihitung berdasarkan volume usaha 

Koperasi tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Mempertimbangkan pengisian 

Online Data System (ODS) dan kepatuhan Koperasi dalam menyampaikan laporan 

rapat anggota, target volume usaha Koperasi sama dengan tahun 2022. 

Capaian 

Secara angka, pertumbuhan volume usaha Koperasi mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Hanya saja pertumbuhan tersebut belum sesuai harapan (target yang 

ditentukan). 

 

Gambar 3.3 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi  

  
Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

12,48% 

4,78% 
8,51% 

0,82% 

1 2 3 4

Capaian Pertumbuhan Volume Usaha

174.033,13 

182.352,36 

197.875,65 199.504,95 

1 2 3 4

Volume Usaha Koperasi (Rp. milyar)

2 Indikator Kinerja 2: Pertumbuhan volume usaha koperasi  

        2020                      2021                     2022                  2023 

               2020                                 2021                                 2022                         2023 
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun volume usaha Koperasi 

cenderung meningkat, hanya saja peningkatannya tidak sesuai target yang diharapkan 

(persentase pertumbuhan Koperasi tidak tercapai 100% dari target yang ditentukan). 

Namun demikian, apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi dunia dan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan dari tahun 2022, maka bertumbuhnya 

volume usaha Koperasi masih dianggap wajar selain dari pendaatan Koperasi yang 

belum maksimal dan juga penginputan atau penyampaikan data Koperasi yang belum 

optimal. Sebagaimana diketahui bahwa data Koperasi diinput ke dalam aplikasi online 

data system sesuai dengan kewenangan wilayah keanggotaan Koperasi. 

Tabel 3.4 Perbandingan Volume Usaha Koperasi dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun  

2020 s.d.3 

Tahun Volume Usaha 
Target 

Renstra 
(%) 

Pertumbuhan 
Ekonomi 
Dunia (%) 

Pertumbuhan 
Ekonomi 

Indonesia (%) 

Target 
PK (%) 

Pertumbuhan 
Volume 

Usaha (%) 

Capaian 
(%) 

Bank 
Dunia 

IMF 

2020 174.033.134.950.000 - -3,5 3,5 -2,07 - 12,48 - 

2021 182.352.358.990.000 14 6,2 6 3,69 14 4,78 34,14 

2022 197.875.647.880.000 16 3 3,2 5,3 10 8,51 85,10 

2023 199.504.949.660.000 18 2,6 2,7 5,05 5 0,28 16,47 

Sumber:  

- Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023  
- https://www.macrotrends.net/countries/WLD/world/gdp-growth-rate 
- International Monetary Fund; https//www.imf.org/en/Publications/WEO 
- Global Economic Prospects 
- Press release The world bank, January, 9, 2024 

Apabila dibandingkan dengan Koperasi dunia, maka dapat dilihat bahwa volume usaha 

Koperasi dengan jumlah anggota Koperasi Indonesia berbanding terbalik dengan 

kondisi di Indonesia. Jumlah volume usaha Koperasi dunia lebih banyak dengan jumlah 

anggota Koperasi yang relatif lebih sedikit.  

Tabel 3.5 Perbandingan Volume Usaha dan Jumlah Anggota Koperasi Indonesia 

dengan Dunia 

Tahun 

Volume Usaha 
Koperasi 300 

Top Dunia 
(USD billion) 

Volume Usaha 
Koperasi 300 Top 
Dunia (Rp.milyar, 
1USD=Rp.15.595) 

Jmh Anggota 
Koperasi Dunia 
(Rata-rata Top 

10) 

Volume Usaha 
Koperasi 

Indonesia (Rp. 
Milyar) 

Jmh 
Anggota 
Koperasi 
Indonesia 

2020 2,217.50  34,581,912.50  A/N 174,033 25,098,807  

2021 2,409.41  37,574,748.95  112,410.60 182,352 27,100,372  

2022 A/N A/N A/N 197,876 29,448,965  

2023 A/N A/N A/N 199,505  28,984,292  

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 dan World Cooperative Monitor 

2023 

https://www.macrotrends.net/countries/WLD/world/gdp-growth-rate
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Sebagaimana diketahui bahwa volume usaha Koperasi merupakan capaian yang 

banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan kebijakan dari Kementerian 

Koperasi dan UKM c.q. Deputi Bidang Perkoperasian hanya sebagai faktor pendorong. 

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan volume usaha Koperasi, 

yaitu: 

1. Partisipasi ekonomi anggota Koperasi 

2. Iklim usaha Koperasi 

3. Kondisi perekonomian masyarakat 

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia, maka 

pertumbuhan volume usaha Koperasi relatif lebih baik, walaupun pada tahun 2021 lebih 

rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia, namun masih lebih baik 

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya 

- Program/kegiatan pemerintah yang mendorong pemberdayaan dan pengembangan 

Koperasi diantara akses pembiayaan, akses pemasaran, pengawasan koperasi, dan 

peningkatan kapasitas SDM Perkoperasian. 

- Pemutakhiran dan validasi data ODS agar data pertumbuhan Koperasi sesuai 

dengan kondisi sebenarnya 

- Optimalisasi penginputan data Koperasi khususnya laporan keuangan koperasi 

Permasalahan/Kendala 

- Keperpihakan pemerintah daerah untuk mendukung pemberdayaan dan 

pengembangan Koperasi belum optimal ditinjau dari kebijakan yang dikeluarkan 

untuk pembangunan Koperasi 

- Dukungan APBD bagi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi belum optimal 

- Kesadaran daerah dalam penginputan online data system masih rendah sehingga 

data volume usaha Koperasi tidak tersampaikan ke pusat 

Faktor pendukung 

- Permodalan Koperasi yang kuat 

- Kualitas produk atau layanan 

- Kemudahan memperoleh produk atau layanan 

- Promosi yang baik 

Kegiatan Pendukung: 

Secara prinsip bahwa seluruh kegiatan di Deputi Bidang Perkoperasian akan 

mendukung pertumbuhan volume usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Namun dari hasil identifikasi kegiatan yang memberikan dukungan langsung terhadap 

pertumbuhan volume usaha Koperasi adalah: 

- Fasilitasi Akses  permodalan dan Penjaminan bagi Koperasi 
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- Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan 

- Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan 

- Perluasan Jaringan Usaha Koperasi 

- Dukungan Fasilitasi Factory Sharing 

- Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern 

- Akselerasi Pencapaian Koperasi Modern 

- Implementasi Tata Kelola Koperasi 

Anggaran 

Dukungan anggaran dengan kegiatan yang memberikan dampak bagi pertumbuhan 

volume usaha Koperasi sebesar Rp.29.372.835.000,00 dengan realisasi sebesar 

Rp.27.237.208.842,00 atau 92.73% 

Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024 

- Dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses pasar 

- Digitalisasi Koperasi 

- Akses pembiayaan yang memadai 

 

 

 

Gambar 3.4 Tren Capaian Jumlah Koperasi Modern Tahun 
2021 s.d. 2023 

  

Target Capaian 
% 

Capaian 

150 
Koperasi 

150 
Koperasi 

100% 

Tren capaian Koperasi modern dari 
tahun 2021 dan 2022 adalah sama 
tercapai 100%. 

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

Kegiatan ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang mengamanatkan indikator 

Pengembangan Koperasi Modern yang kemudian diturunkan kepada Peraturan Menteri 

Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Koperasi dan UKM 2021-2024 yang lebih lanjut diturunkan ke dalam Rencana Strategis 

Deputi Bidang Perkoperasian 2021-2024. Koperasi modern adalah Koperasi yang 

menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan menerapkan tata 

kelola Koperasi yang baik, memiliki daya saing, dan adaptif terhadap perubahan. 

Program ini dimulai tahun 2021 bersamaan dengan terbentuknya Deputi Bidang 

Perkoperasian. 

Terdapat 3 (tiga) pilar kriteria Koperasi modern, yaitu: 

100% 100% 100% 

1 2 3

Capaian Koperasi Modern

3 Indikator Kinerja 3: Jumlah Koperasi Modern  

              2021                         2022                         2023 
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1. Pilar Kelembagaan 

a. Daftar anggota berbasis elektronik 

b. Manajemen Koperasi yang professional 

c. Rapat anggota tahunan dilakukan secara online 

2. Pilar Usaha 

a. Orientasi usaha berbasis model bisnis (hulu-hilir, kemitraan terbuka dengan para 

pihak/inclusive closed loop) 

b. Telah memiliki offtaker/pasar 

c. Inklusif terhadap perkembangan usaha anggota (promosi ekonomi anggota); 

d. Telah memanfaatkan teknologi informasi/digital 

3. Pilar Keuangan 

a. Standar akuntasi yang transparan dan akuntabel 

b. Laporan keuangan online 

Tahun ini merupakan pelaksanaan tahun ketiga Program Pengembangan Koperasi 

modern yang sebagaimana roadmap maka target tahun 2023 sebesar 150 Koperasi 

Modern. Koperasi Modern merupakan Koperasi yang menjalankan kegiatan dan 

usahanya dengan cara-cara baru dan menerapkan tata kelola yang baik (good 

cooperative governance), memiliki daya saing, dan adaptif terhadap perubahan. 

Adapun ciri-ciri Koperasi Modern adalah: 

1. Dikelola dengan prinsip tata kelola koperasi yang baik dan memiliki rencana 

pengembangan kelembagaan 

2. Memiliki rencana pengembangan bisnis 

3. Terhubung dengan ekosistem rantai pasok dan pasar  

4. Terhubung dengan ekosistem pembiayaan 

5. Memanfaatkan teknologi dan menerapkan digitalisasi 

Mempertimbangkan jumlah target s.d. tahun 2024 sebanyak 500 Koperasi modern 

dengan tenggat waktu yang seharusnya 5 (lima) tahun dan hanya dilakukan dalam 

waktu 4 (empat) tahun, maka kriteria tersebut dipersempit paling tidak Koperasi telah 

memanfaatkan teknologi dan menerapkan digitalisasi dan terhubung dengan 

ekosistem pembiayaan. 

Capaian  

Capaian Koperasi modern tahun 2023 sebanyak 150 Koperasi modern atau tercapai 

100%. Capaian tersebut merupakan jumlah Koperasi modern yang telah diberikan 

intervensi yang terdiri dari 100 Koperasi Pangan dan 50 Koperasi Non pangan. 

Intervensi tersebut dilakukan melalui kegiatan perkoperasian maupun pendampingan 

yang dilakukan oleh 133 tenaga pendamping yang dilakukan secara offline dan 

sebanyak 28 Koperasi secara online.  
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Pengembangan Koperasi Modern dilakukan dengan dua pendekatan utama On 

Demand Masyarakat melalui Program Akselerator Koperasi Modern, di mana Deputi 

Bidang Perkoperasian melakukan Open Call bagi seluruh koperasi untuk mendaftarkan 

diri dalam program tersebut dan yang kedua adalah usulan dari Dinas Yang 

Membidangi Koperasi dan UKM. 

Dari open call diperoleh hasil 312 koperasi yang mendaftar sebagai peserta Program 

Koperasi Modern dengan dua pilihan sektor: pangan dan non pangan. Kemudian dari 

jumlah tersebut diseleksi menjadi 150, di mana 100 koperasi adalah sektor pangan dan 

50-nya non pangan.  

Secara capaian target, maka capaian Koperasi modern secara jumlah tercapai 100% 

sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Namun, apabila dibandingkan dengan 

intervensi, maka capaian tahun 2023 lebih baik karena jumlah pendamping 

Koperasinya lebih banyak sehingga lebih banyak yang mendampingi secara offline dan 

intervensi pelatihan juga lebih terarah. 

Gambar 3.5 Tingkat Kepuasan Koperasi terhadap Program Pendampingan Koperasi 

Modern 

 
Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas Koperasi merasa puas terhadap Program 

Pendampingan Koperasi Modern dan hanya 1% yang merasa tidak puas karena 

pendamping Koperasi tidak selalu hadir ke Koperasi dan yang lainnya karena 

pendamping Koperasi tidak memberikan akses permodalan. Namun demikian, dalam 

hal kesan disampaikan bahwa Koperasi tersebut mendapatkan pendampingan yang 

luar biasa dan pendampingan koperasi sangat membantu dalam pengembangan usaha 

koperasi. Selain itu, Koperasi juga menginginkan kelanjutan pendampingan. Untuk 

kebermanfaatan Koperasi diperoleh data  

 

 

Sangat Puas 

Sekali 

55% 

Sangat Puas 

33% 

Puas 

10% 

Kurang Puas 

1% 
Tidak Puas 
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Gambar 3.6 Tingkat Kebermanfaatan Program Koperasi Modern 

 

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

Berdasarkan data ICA bahwa pada 300 Koperasi Besar Dunia tipe Koperasi yang 

menduduki peringkat pertama adalah Koperasi Produsen. Hal ini tentunya 

menggambarkan bahwa Koperasi sektor riil layak menjadi fokus pembangunan 

Koperasi. 

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya 

- Telah dilakukan sosialisasi dan koordinasi dengan OPD Pembina Koperasi dan 

UMKM untuk pelaksanaan program Koperasi modern serta Nota Kesepahaman 

dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

- Bekerja sama dengan pemangku terkait untuk melakukan business matching atau 

menjembatani koperasi dengan off taker atau menjadi off taker 

- Melakukan pendampingan bagi Koperasi yang masih memerlukan pendampingan 

Faktor pendukung 

Pemberian dukungan program bagi koperasi yang dilakukan melalui pendampingan 

oleh Keasdepan terkait dalam bentuk bimbingan teknis dan pelatihan, 

penandatanganan PKS dengan Direktur Jenderal Hortikultura dan Dekan Fakultas 

Pertanian IPB mengena Pengembangan Korporatisasi Petani Hortikultura melalui 

Koperasi, kolaborasi pendampingan koperasi sektor perikanan dengan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, kolaborasi pendampingan koperasi sektor perkebunan dengan 

Kementerian ATR/BPN terkait pemanfaatan lahan TORA melalui Koperasi untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota/masyarakat, penempatan tenaga pendamping di 

Koperasi, dam kerja sama dengan Agriterra. Selain itu, dalam rangka perluasan 

program digitalisasi koperasi sedang dilakukan perombakan portal IDXCOOP. 

Kegiatan pendukung 

- Fasilitasi Akses  permodalan dan Penjaminan bagi Koperasi 

- Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan 

- Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan 

Sangat 

Bermanfaat 

Sekali 

60% 

Sangat 

Bermanfaat 
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Bermanfaat 
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- Perluasan Jaringan Usaha Koperasi 

- Dukungan Fasilitasi Factory Sharing 

- Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern 

- Akselerasi Pencapaian Koperasi Modern 

- Implementasi Tata Kelola Koperasi 

Anggaran 

Dukungan anggaran sebesar Rp.29.372.835.000,00 dengan realisasi 

Rp.27.237.208.842,00 atau 92,73% 

Permasalahan/kendala 

- Keterbatasan anggaran yang menyebabkan waktu pendampingan kurang lama dan 

hal ini menyebabkan pula bahwa tidak semua Koperasi mendapatkan 

pendampingan secara offline (mendapatkan pendampingan secara online) 

- Infrastruktur Koperasi terbatas sehingga pendampingan secara online (Long 

Distance Campus/LDC) tidak berjalan optimal 

- Komitmen Koperasi untuk melakukan perubahan sebagaimana arahan 

pendampingan 

Solusi dan Tindak Lanjut 

- Peningkatan kerjasama lintas sektor untuk bersama-sama menangani program ini 

- Menjembatani koperasi dengan off taker atau menjadi off taker 

- Tindak lanjut pendampingan pada tahun berikutnya/perlu anggaran lebih 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Tren Capaian Indeks Kepuasaan Masyarakat  
Tahun 2021 s.d. 2023 

 
 

Target Capaian 
% 

Capaian 

80% 84,85% 106,06% 

Tren capaian Indeks Kepuasan 
Masyarakat mengalami 
peningkatan dari tahun 
sebelumnya 

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

100,00 

106,06 109,04 
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% Capaian Kepuasan

  

SASARAN STRATEGIS 2 
Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan 

Fungsi Deputi Bidang Perkoperasian 
 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Perkoperasian 

                 2021                             2022                            2023 
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Indikator kinerja ini merupakan amanat Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2021-2024 

yang diturunkan ke dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Perkoperasian tahun 2021-

2024. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Perkoperasian 

merupakan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap kebijakan/program Deputi 

Bidang Perkoperasian dalam hal ini penyelenggaran program kegiatan layanan Nomor 

Induk Koperasi (NIK), pemeriksaan kesehatan Koperasi, dan kegiatan pendidikan dan 

pelatihan yang diukur berdasarkan umpan balik yang diisi oleh peserta melalui google 

formulir. Semakin tinggi tingkat kepuasan pengguna layanan semakin baik 

layanan/kebijakan yang diberikan. 

Tahapan yang dilakukan adalah: 

1. Menyusun instrumen survei berdasarkan unsur Standar Kepuasan Masyarakat 

(SKM) yang sesuai  

2. Menentukan besaran sampel yang akan menjadi responden survei  

3. Menyebarkan kuesioner kepada pengguna layanan publik Deputi Bidang 

Perkoperasian 

4. Mengolah data menggunakan rumus: 

a. Bobot nilai rata-rata tertimbang  

b. SKM = penjumlahan Total dari Nilai Persepsi per Unsur X Nilai penimbang dibagi 

dg Total unsur yang terisi 

c. SKM unit pelayanan x 25 

d. Mencocokkan hasil pengolahan data dengan nilai persepsi, nilai interval, nilai 

interval konversi, mutu  pelayanan dan kinerja unit pelayanan 

e. Untuk jumlah layanan lebih dari 1 (satu), IKM dihitung dari rata-rata IKM seluruh 

layanan 

Unsur-unsur SKM diambil berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Capaian 

Kegiatan layanan Perkoperasian identik dengan layanan core business urusan 

Perkoperasian dalam hal ini izin usaha simpan pinjam Koperasi dan penerbitan Nomor 

Induk Koperasi (NIK) yang mana layanan NIK dilakukan bersama-sama dengan Biro 

Komunikasi dan Teknologi Informasi. Namun demikian, apabila ditinjau secara 

terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka layanan berarti membantu 

menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang. Kegiatan melayani ini 

biasa dilakukan untuk menyambut, memuaskan, dan memberi kenyamanan terhadap 

seseorang yang kehadirannya dianggap penting dan bernilai. Dengan kata lain semua 

kegiatan dari Deputi Bidang Perkoperasian yang diperuntukan bagi masyarakat dalam 
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hal ini Koperasi, merupakan layanan termasuk program/kegiatan pelatihan dan 

peningkatan kapasitas bagi Koperasi. 

Unsur-unsur dalam form survei merupakan unsur standar kepuasan masyarakat 

berdasarkan. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun Indeks Kepuasan 

Masyarakat tahun 2023 sebesar 3,49 dengan persentase nilai kepuasan sebesar 

87,23% (kategori baik). Apabila dibandingkan capaian setiap tahunnya maka Indeks 

Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perkoperasian cenderung meningkat. 

Tabel 3.6 Capaian Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat 

Tahun Target Renstra Realisasi % % Capaian 

2021 80 80 100 

2022 80 84,85 106,06 

2023 80 87,23 109,04 

 Sumber: Diolah, Deputi Bidang Perkoperasian 2023 

Berdasarkan website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku 

Kementerian Pembina bahwa Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Informasi Publik 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar 3,66 (sangat baik), maka 

capaian Deputi Bidang Perkoperasian masih di bawah satu peringkat dari Kementerian 

tersebut. 

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya 

- Telah dilakukan evaluasi penyelenggaraan layanan masyarakat melalui survey 

kepuasan yang mana survey ini juga memberikan umpan balik dari penerima 

layanan terkait pengembangan ke depannya 

- Telah dilakukan pengarahan terhadap petugas atau pelaksana layanan untuk 

senantiasa memberikan pelayanan optimal  

- Telah dilakukan terobosan pembentukan kampus merdeka yang pembelajarn 

dengan metode e-learning dengan materi akuntansi, digitalisasi, dan expo.  

Faktor pendukung 

- Pemberian layanan sesuai kebutuhan Perkoperasian 

- Respon petugas pelaksana kegiatan terhadap peserta kegiatan yang baik. 

Kegiatan Pendukung 

Kegiatan yang mendukung adalah dukungan manajemen merupakan kegiatan untuk 

menyelenggarakan survey layanan izin usaha, akses pembiayaan, Pelatihan 

Penguatan Kelembagaan dan Tatakelola  Koperasi Modern, Pelatihan Akutansi, 
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Keuangan  dan Manajemen Risiko Koperasi, Pelatihan Pengembangan Kemitraan dan 

Pasar. 

Anggaran 

Dukungan anggaran bagi kegiatan dengan sebesar Rp.6.762.206.000,00 dengan 

realisasi sebesar Rp.6.733.890.421,00 (99,58%). 

Permasalahan/Kendala 

- Kurangnya respon umpan balik dari peserta kegiatan. 

- Pemberian layanan terkesan monoton dan tidak ada terobosan baru 

Solusi dan Tindak Lanjut 

- Koordinasi yang baik dengan unit pemberi layanan agar memberikan layanan 

secara optimal  

- Perlunya terobosan baru dalam pemberian layanan perkoperasian (digitalisasi) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Tren Persentase SDM Koperasi yang meningkat 
Kapasitas dan Kompetensinya Tahun 2021 s.d. 2023 

 

Target Capaian 
% 

Capaian 

65% 75,59% 119,98% 

Tren capaian Persentase SDM 
Koperasi yang meningkat 
Kapasitas dan Kompetensinya 
mengalami peningkatan 

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya diperoleh 

dengan membandingkan kompetensi SDM Koperasi yang diberi fasilitas peningkatan 

kapasitas sebelum dan sesudah pemberian fasilitas melalui survey dan diperoleh hasil 

sebanyak 85,72% SDM Koperasi meningkat kapasitas dan kompetensinya. 

Penghitungan tersebut dilakukan terhadap keasdepan yang memiliki tugas dan fungsi 

dalam peningkatan kapasitas yang mana memiliki 5 (lima) kegiatan peningkatan 

kapasitas dan kompetensi.  

100 
131,88 

115,98 

1 2 3

Kompetensi SDM Perkoperasian

  

SASARAN STRATEGIS 3 
Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif 

1 Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya 

               2021                              2022                           2023 
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Capaian 

Pengukuran peningkatan kapasitas baru dilakukan dari tahun 2021 atau semenjak 

Deputi Bidang Perkoperasian berdiri. Adapun capaian peningkatan SDM Koperasi yang 

meningkat kapasitas dan kompetensinya tahun 2023 sebesar 75,39% dari sebanyak 

6.175 orang SDM Perkoperasian yang diberikan peningkatan kapasitas dan 

kompetensi. Adapun peningkatan kapasitas tahun 2023 sebagai berikut: 

Tabel 3.7 SDM Koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya Tahun 2021 

s.d. 2023 

Tahun 

Ʃ SDM Perkoperasian (orang) 
Targ

et 
PK 

Target 
Renstra 

Realisasi 
% 

Capaian 
Ʃ 

Pelatihan/ 
Bimtek 

Meningkat 
Tidak 

Meningkat 

2021 3.090 1854 1236 60% 60% 60% 100 

2022 5.134 4400 734 60% 65% 85,72% 131,88 

2023 6.175 4655 1520 65% 70% 75,39% 115,98 

Sumber: Diolah, Deputi Bidang Perkoperasian 2023 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian persentase SDM Koperasi yang 

Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya tercapai dari tahun ke tahun 

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya 
Telah perbaikan dan penyempurnaan program peningkatan kapasitas melalui 

optimalisasi petugas layanan atau pelaksana kegiatan. Selain itu, telah dilakukan 

evaluasi program peningkatan kapasitas untuk melihat seberapa jauh manfaat dari 

pelatihan yang telah diberikan dan Telah dilakukan terobosan pembentukan kampus 

merdeka yang pembelajarn dengan metode e-learning dengan materi akuntansi, 

digitalisasi, dan expo. 

Faktor pendukung 

- Narasumber/pembicara yang kompeten 

- Materi sesuai dengan kebutuhan pengurus dan pengelola koperasi  

- Penjelasan pembicara atau narasumber yang mudah dipahami 

Kegiatan Pendukung 

Kegiatan layanan perkoperasian adalah Akses Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian, Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian, Pengawasan 

Koperasi, Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional, Perkuatan 

Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi. 

Anggaran 

PAGU sebesar Rp. 28.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 27.706.083.234,00 

(98.25%) 
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Permasalahan/Kendala 

- Peserta tidak mengisi survey peningkatan kapasitas  

- Keragaman tingkat pemahaman masing-masing peserta dalam menerima materi 

pelatihan atau bimtek 

Solusi dan Tindak Lanjut 

- Penilaian awal terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas 

- Koordinasi dengan Dinas Yang Membidangi Koperasi dan UMKM tentang 

kebutuhan peningkatan kapasitas Perkoperasian di daerah. 

 

 

 

Gambar 3.9 Capaian Tingkat Penerapan Implementasi Model 
Bisnis Koperasi Tahun 2021 s.d 2023 

 

 

Target Capaian 
% 

Capaian 

75% 100% 133,33% 

Tren capaian Koperasi modern 

dari tahun ke tahun sama 

sebesar 100% 

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

Tingkat Penerapan Model Bisnis merupakan tahapan implementasi rencana 

pengembangan bisnis oleh koperasi yang dibangun berdasarkan potensi yang telah 

dianalisa dari input, proses sampai pada output untuk meningkatkan nilai tambah bagi 

koperasi dan anggotanya.  

Pada tahun 2023 penerapan model bisnis Koperasi merupakan bagian dari proses 

pendampingan model bisnis kepada Koperasi modern berdasarkan hasil pemetaan 

proses bisnis koperasi dan menjadi dasar intervensi kegiatan sesuai kebutuhan 

pengembangan usaha koperasi. Setiap Koperasi diberikan model bisnis canvas untuk 

pengembangan usaha dari sisi: Value Proposition (merupakan nilai jual yang dimiliki 

produk/jasa sehingga konsumen memilih produk tersebut), Customer Segments, 

Customer Relationship, Channels, Key Activities, Key Resources, Cost Structures, 

Revenue Streams. 

Capaian 

Pada tahun 2023, bahwa dari 150 Koperasi yang direncanakan untuk penerapan model 

bisnis tercapai 133 Koperasi yang diberikan model bisnis pengembangan usaha  oleh 

133,33 133,33 

118,22 

1 2 3

% Capaian Penerapan Model Bisnis

                2021                              2022                          2023 

Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi 2 
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133 Pendamping Koperasi Modern dan telah diterapkan di Koperasi melalui 

pemantauan dan pendampingan 133 pendamping Koperasi tersebut, sehingga 

realisasinya adalah 133 Koperasi dibandingkan 150 Koperasi sehingga capaiannya 

88,67%. 

Tabel 3.8 Capaian Penerapan Model Bisnis Koperasi Tahun 2021 s.d. 2023 

Tahun Target Renstra Capaian % Capaian 

2021 75% 100% 133,33 

2022 75% 100% 133,33 

2023 75% 88,67% 118,22 

Sumber: Diolah, Deputi Bidang Perkoperasian 2023 

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya 
Bahwa berdasarkan kebutuhan sebelumnya Koperasi banyak memerlukan 

pengembangan usaha, maka pada tahun 2023, peserta program Koperasi modern telah 

diberikan model bisnis pengembangan usaha melalui pendamping Koperasi Modern 

untuk diterapkan pada Koperasi. 

Faktor pendukung 

- Pemahaman Pengurus, Pengawas, dan Pengelola Koperasi mengenai  pentingnya 

menerapkan/ melaksanakan model bisnis yang telah ditetapkan 

- Dukungan pemangku kepentingan terhadap Koperasi untuk menerapkan model 

bisnisnya 

Kegiatan Pendukung 

Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan. 

Anggaran 

PAGU sebesar Rp. 13.257.808,00 dengan realisasi sebesar Rp.13.144.935.221,00 

(99,15%). 

Permasalahan/Kendala 

- Komitmen Koperasi yang didukung oleh anggotanya untuk melaksanakan model 

bisnis yang telah ditetapkan 

- Konsistensi penerapan model bisnis 

Solusi dan Tindak Lanjut 

- Replikasi model tersebut kepada Koperasi lainnya 

- Peningkatan kerja sama dan dukungan berbagai pihak bagi pengembangan model 

Koperasi 

- Dukungan sumber pembiayaan secara berkesinambungan, seperti dari LPDB-

KUMKM dan kredit Perbankan dalam KUR Petani untuk mengembangkan bisnis 

hortikultura lebih luas lagi. 
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Gambar 3.10 Tren Capaian Indeks Reformasi Birokrasi 
Tahun 2021 s.d. 2023 

 

 

Target Capaian 
% 

Capaian 

34 34.2 100,59 

Tren capaian Indeks 

Reformasi Birokrasi Deputi 

Bidang Perkoperasian 

cenderung meningkat 

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian berdasarkan PMPRB 

merupakan gambaran sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah 

dilaksanakan oleh Deputi Bidang Perkoperasian, yang bertujuan pada pemerintahan 

yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang 

berkualitas berdasarkan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi 

birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self-assessment) oleh Deputi Bidang 

Perkoperasian.  

Tabel 3.9 Nilai Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

No. Kategori Nilai/Angka Predikat Interpretasi 

1 AA > 90-100 Istimewa 

Memenuhi kriterial sebagai organisasi berbasis kinerja 

yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi 

Birokrasu 

2 A >80-90 
Sangat 

Baik 

Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun 

belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran 

Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di 

tingkat unit kerja. 

3 BB >70-80 Baik 

Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar 

sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran 

pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja. 

4 B >60-70 
Cukup 

Baik 

Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara 

substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja 

organisasi. 

25,42 

34,37 

34,2 

1 2 3

Nilai RB

            2021                             2022                            2023 

  

SASARAN STRATEGIS 3 
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang 

Berintegritas dan Berkinerja Tinggi 
1 Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian Berdasarkan PMPRB 
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No. Kategori Nilai/Angka Predikat Interpretasi 

5 CC >50-60 Cukup 

Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di 

tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di 

seluruh unit kerja. 

6 C >30-50 Buruk 
Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat 

instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja. 

7. D 0-30 
Sangat 

Buruk 

Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi 

dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud. 

Sumber: Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Capaian 

Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian Berdasarkan PMPRB 

merupakan penyelenggaraan tata kelola birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang 

dinilai berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Asesor Deputi Bidang 

Perkoperasian terhadap komponen-komponen yang dinilai dalam hal ini komponen 

pengungkit dan reform. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan 

UKM tahun 2022 sebesar 34,2 dengan target Deputi Bidang Perkoperasian Nilai 34. 

Nilai capaian tersebut apabila dibandingkan dengan nilai Reformasi dari Kementerian 

PAN dan RB sebagai berikut: 

Tabel 3.10 Nilai Pelaksanaan Reformasi Deputi Bidang Perkoperasian Berdasarkan 
PMPRB Tahun 2021 s.d. 2023 

 

Realisasi 
2021 

Realisasi 
2022 

2023 

Target Realisasi Capaian 

Nilai RB 25,42 34,37 34 34,2 100,59 
Sumber: Data diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2022 

Tabel 3.11 Unsur Nilai Pelaksanaan Reformasi Deputi Bidang Perkoperasian 
Berdasarkan PMPRB Tahun 2023 

No Unsur Penilaian Bobot Nilai 

I Pemenuhan 14.6 13.28 

1 Manajemen Perubahan 2 1,85 

2 Deregulasi Kebijakan 1 0,5 

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 2 2 

4 Penataan Tatalaksana 1 0,79 

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 1,4 1,37 

6 Penguatan Akuntabilitas 2,5 2,45 

7 Penguatan Pengawasan 2,2 2,06 

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2,5 2,26 

II Reform 21,7 20,92 
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No Unsur Penilaian Bobot Nilai 

1 Manajemen Perubahan 3 3 

2 Deregulasi Kebijakan 2 2 

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 1,5 1,5 

4 Penataan Tatalaksana 3,75 3,75 

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 2 2 

6 Penguatan Akuntabilitas 3,75 3,38 

7 Penguatan Pengawasan 1,95 1,95 

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3,75 3,34 

  Jumlah 36,3 34,2 

Sumber: Diolah, Deputi Bidang Perkoperasian 2023 

 

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya 

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Deputi Bidang Perkoperasian 

menyelenggarakan pertemuan staf untuk merubah pemikiran (mind set) aparat sipil 

dalam bekerja sehingga diperoleh tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efektif dan 

efisien, bersih dari KKN dan berorientasi pada pelayanan prima. 

Faktor pendukung  

- Koordinasi dan kerja sama yang baik di Deputi Bidang Perkoperasian. 

- Komitmen dari sebagian besar ASN Deputi Bidang Perkoperasian untuk 

melaksanakan reformasi birokrasi. 

Kegiatan dukungan 

Dalam upaya pencapaian indikator ini pada tahun 2023, telah didukung melalui 

kegiatan dukungan manajemen di Deputi Bidang Perkoperasian.  

Anggaran 

PAGU anggaran sebesar Rp. 6.762.206.000,00 dengan realisasi sebesar 

Rp.6.733.890.421,00 (99,58%). 

Permasalahan/Kendala 

- Komitmen penyelenggaran reformasi birokrasi belum optimal 

- Pola pikir implementasi reformasi birokrasi belum sepenuhnya berubah. 

Solusi dan Tindak Lanjut 

Perlunya sosialisasi penyelenggaraan RB secara berkala di lingkungan Deputi Bidang 

Perkoperasian agar implementasi RB di Deputi Bidang Perkoperasian optimal dan 

komitmen ASN terjaga. 
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1.  

 

Gambar 3.11 Persentase Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2021 s.d 2023 

 

 

Target Capaian 
% 

Capaian 

Nilai 
85 

Nilai 
89,98 

105,86 

Tren persen capaian nilai 

IKPA Deputi Bidang 

Perkoperasian meningkat 

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

Nilai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan pengukuran 

kinerja pelaksanaan anggaran Deputi Bidang Perkoperasian yang diambil dari Aplikasi 

Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).  

Capaian 

Nilai IKPA Deputi Bidang Perkoperasian sebesar 88,59 atau tercapai 104,22% dari 

target sebesar nilai 85. 

Tabel 3.12 Nilai IKPA Deputi Bidang Perkoperasian Tahun 2020 s.d 2023 

Tahun Target Capaian IKPA % Capaian 

2020 - 92,32 102,6 

2021 90 86,84 96,5 

2022 85 89,98 105,86 

2023 85 88,59 104,22 
Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

Keterangan:  

Capaian IKPA tahun 2020 karena Deputi Bidang Perkoperasian belum terbentuk, maka merupakan rata-

rata capaian Deputi Bidang Kelembagaan dan Deputi Bidang Pengawasan mengingat Deputi Bidang 

Perkoperasian terbentuk dari gabungan kedua deputi tersebut. 

Apabila dilihat dari tabel tersebut, maka persentase capaian nilai IKPA Deputi Bidang 

Perkoperasian meningkat, selain disebabkan karena capaian IKPA meningkat juga 

disebabkan karena target yang pada tahun ini capaiannya hanya nilai 85. Hal ini 

mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya. 

 

102,6 

96,5 

105,86 

104,22 

1 2 3 4

% Capaian IKPA

       2020                         2021                      2022                  2023 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perkoperasian 2 
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Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya 
- Telah dilakukan optimalisasi perencanaan kegiatan dan anggaran dengan 

memperhatikan faktor resiko untuk meminimalisir revisi kegiatan dan anggaran.  

- Telah pendistribusian pekerjaan dalam hal ini kegiatan terkait pengembangan 

Koperasi modern kepada PMO untuk membantu pelaksanaan kegiatan di 

keasdepan  

Faktor Pendukung 

- Koordinasi dan kerja sama yang baik di Deputi Bidang Perkoperasian 

- Komitmen dari segenap ASN Deputi Bidang Perkoperasian untuk mencapai target 

kinerja anggaran yang telah ditetapkan yang optimal.  

- Realisasi anggaran konsisten dan selaras dengan capaian kegiatan dan terinput 

dengan baik 

Kegiatan dukungan 

Dalam upaya pencapaian indikator ini pada tahun 2023, telah didukung melalui 

kegiatan dukungan manajemen di Deputi Bidang Perkoperasian.  

Anggaran 

PAGU anggaran sebesar Rp. 6.762.206.000,00 dengan realisasi sebesar 

Rp.6.733.890.421,00 (99,58%). 

Permasalahan/Kendala 

- Tidak konsistennya antara POK dengan capaian kegiatan 

- Revisi anggaran dan kegiatan 

- Kegiatan besar (kontraktual) dilaksanakan di akhir  sehingga realisasi menumpuk di 

akhir tahun  

Solusi dan Tindak Lanjut 

- Koordinasi penyusunan POK dan komitmen pencapaian target   

- Sosialisasi mengenai konsistensi penyerapan dan capaian target terhadap nilai 

IKPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deputi Bidang Perkoperasian | 45 
 

1.  

 

Gambar 3.12 Persentase Capaian Nilai Evaluasi Kinerja 
Anggaran (EKA) Deputi Bidang Perkoperasian  

Tahun 2021 s.d. 2023 

 

Target 
Capaian 

EKA 
% 

Capaian 

Nila 
85 

Nilai 
87,55 

103 

Tren capaian nilai EKA Deputi 

cenderung turun dan tren 

capaian EKA Satuan Kerja di 

Kementerian Koperasi dan 

UKM yang cenderung 

menurun 

 

 

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang Perkoperasian merupakan nilai 

kinerja anggaran Deputi Bidang Perkoperasian yang diperoleh dari aplikasi SMART 

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.  

Capaian 

Hasil penilaian SMART Deputi Bidang Perkoperasian tahun 2023 sebesar 87,55 atau 

tercapai 103% dari target nilai 85. Perbandingan capaian Nilai EKA Deputi Bidang 

Perkoperasian dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 3.13 Nilai EKA Deputi Bidang Perkoperasian Tahun  2021 s.d. 2023 

Tahun 
Target 

PK 
Target 

Renstra 
Capaian EKA % Capaian 

2021 85 90 94,16 110,78 

2022 85 90 94,16 110,78 

2023 85 90 87,55 103 
Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian EKA Deputi Bidang 

Perkoperasian mengalami penurunan, namun penurunan ini merupakan tren dari 

capaian EKA Satuan Kerja di Kementerian Koperasi dan UKM yang cenderung 

menurun. Hal ini penyempurnaan sistem yang mana saat ini aplikasi Om Span 

terintegrasi dengan aplikasi SMART dan aplikasi SAKTI. 

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya 

Pada tahun 2023 telah diupayakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Petunjuk 

Operasional Kegiatan (POK) yang telah ditetapkan, walaupun tidak sepenuhnya 

117,7 
113,2 

103,00 

1 2 3

% Capaian EKA

             2021                           2022                         2023 

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang Perkoperasian 3 
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dilakukan karena adanya pencadangan dan pemblokiran anggaran. sehingga POK 

yang telah ditetyang baik dan konsisten sebagai acuan. Peningkatan atau optimalisasi 

kinerja pegawai juga terus ditingkatkan melalui penilaian ekinerja dan diskusi atau rapat 

terkait kendala atau hambatan kegiatan. 

Faktor Pendukung 

- Timeline kegiatan 

- Optimalisasi kinerja untuk mencapai target output yang telah ditetapkan 

- Pemantauan dan dorongan untuk mencapai capaian output 

Kegiatan Pendukung 

Dalam upaya pencapaian indikator ini pada tahun 2023, telah didukung melalui 

kegiatan dukungan manajemen di Deputi Bidang Perkoperasian. 

Anggaran 

PAGU sebesar sebesar Rp. 6.762.206.000,00 dengan realisasi sebesar 

Rp.6.733.890.421,00 (99,58%). 

Permasalahan/Kendala 

- Penginputan capaian output seringkali diperbaiki karena unit kerja terlambat 

menyampaikan capaian output 

- Pencadangan anggaran atau pemblokiran anggaran yang mengakibatkan 

pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir anggaran 

Solusi dan Tindak Lanjut 

- Pelaksanaan Petunjuk Operasional Kegiatan yang baik dan konsisten sebagai 

acuan pelaksanaan kegiatan sehingga output tercapai sesuai perencanaan yang 

telah ditentukan.  

- Meningkatkan optimalisasi sumber daya agar pelaksanan kegiatan berjalan sesuai 

dengan target yang diharapkan 

Evaluasi Pendamping Koperasi Modern 
Pada tahun 2023 telah dilakukan pendampingan Koperasi Modern sebanyak 113 

Koperasi yang dilakukan oleh 113 orang pendamping Koperasi Modern. Dari hasil 

pendampingan Koperasi modern telah dilakukan survey kepuasan tenaga pendamping 

Koperasi modern untuk mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Koperasi Modern 

dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 3.13 Kepuasan Koperasi terhadap Output Pendampingan 

 

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, 2023 

Tindak lanjut tahun sebelumnya 

- Penambahan tenaga pendamping Koperasi modern 

- Selektivitas tenaga pendamping ditingkatkan melalui seleksi yang ketat 

- Penyelenggaraan couching tentang Koperasi modern bagi pendamping Koperasi 

Modern 

Faktor pendukung  

- Persyaratan administrasi pendamping yang lebih selektif sesui kebutuhan tema 

pendampingan 

- Penerimaan pendamping Koperasi modern besifat terbuka dan melalui proses 

seleksi 

Faktor penghambat 

- Waktu pendampingan untuk semua Koperasi sama, seharusnya disesuaikan 

dengan materi dan kebutuhan pendampingan 

- Keterbatasan anggaran yang menyebabkan mayoritas metode pendampingan 

dilakukan secara online sehingga tidak semua Koperasi menerima pendampingan 

secara optimal 

Solusi dan Tindak Lanjut 

- Materi seleksi diperdalam  

- Sebelum penerimaan setiap pendamping agar menyampaikan rencana 

pendampingan dan goal pendampingan sesuai keahlian masing-masing 

pendamping, selain itu pendamping juga harus bisa memetakan faktor resiko 

beserta rencana antisipasi dari bidang yang hendak disampaikan 

- Penjelasan atau couching yang baik dengan waktu yang memadai sebelum 

pendamping melakukan pendampingan 

- Laporan pelaksanaan pendampingan secara mingguan kepada PMO 

 

Sangat Puas 

Sekali 

50% Sangat Puas  

34% 

Puas 

11% 

Kurang 

Puas 

2% 

Tidak Puas 

3% 
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C. Akuntabilitas Keuangan 

Capaian realisasi anggaran Deputi Bidang Perkoperasian tahun 2023 sebagai berikut: 

Tabel 3.14 Capaian Realisasi Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022 
dan  2023 
 

UNIT ES II 

2022 2023 

REALISASI   
(Rp.000) 

% 
PAGU 
AWAL 

(Rp.000) 

PAGU REVISI 
AKHIR 

(Rp.000) 

REALISASI 
(Rp.000) 

% 

Pembaharuan 
dan Kemitraan 
Perkoperasian 

9.453.737,053 98.29 21.894.453 13.257.808 13.144.935,221 99,15 

Pembiayaan dan 
Pelindungan 
Koperasi 

6.206.829,403 99,34 5.850.000 6.917.388 6.912.144,380 99,92 

Pengawasan 
Koperasi 

9.667.123,542 97,68 17.225.000 14.456.689 14.167.416,607 98,00 

Pengembangan 
SDM 
Perkoperasian 
dan Jabatan 
Fungsional 

30.652.505,212 94,60 33.700.000 28.200.000 27,706,083.234 98,25 

Kelembagaan 
dan Tata Kelola 
Koperasi 

-  -  - 9.197.639 7.180.129,241 78,06 

Sekretariat 
Deputi 

8.605.854,859 99,85 6.883.340 6.762.206 6.733.890,421 99,58 

DEKOPIN - - 4.268.312 1.768.312 1.725.152 97,56 

JUMLAH 64.586.050,069 96,71 89.821.105 80.560.042 77.569.751 96,29 

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, 2023 
 
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa relisasi anggaran tahun 2023 mengalami 

penurunan dari realisasi anggarant tahun 2022 sebesar 0,43%. Hal ini disebabkan 

karena terjadi pada tahun 2023 tidak semua anggaran dapat direalisasikan sehubungan 

peruntukan anggaran untuk pembahasan RUU Perkoperasian yang masih menunggu 

penjadwalan pembahasan di DPR. Dengan kata lain, walaupun realisasi anggaran 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun realisasi anggaran Deputi Bidang 

Perkoperasian sebanding dengan  capaian output. 

Tabel 3.15 Dukungan Anggaran terhadap Indikator Kinerja Tahun 2023 

Sasaran/ Indikator Target Realisasi Capaian 
Anggaran 
(Rp.000) 

Realisasi 
(Rp.000) 

Penye
rapan 

Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern 

Persentase Koperasi 
Berkualitas 

7,50% 8,63% 115,07% 14.456.689 14.167.416,607 98,00 

Pertumbuhan Volume 5% 0,82% 16,47% 13.257.808 13.144.935,221 99,15 
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Sasaran/ Indikator Target Realisasi Capaian 
Anggaran 
(Rp.000) 

Realisasi 
(Rp.000) 

Penye
rapan 

Usaha Koperasi 6.917.388 6.912.144,380 99,92 

9.197.639 7.180.129,241 78,06 

Jumlah Koperasi Modern 
150 Unit 
Koperasi 

150 Unit 
Koperasi 

100% 

13.257.808 13.144.935,221 99,15 

6.917.388 6.912.144,380 99,92 

9.197.639 7.180.129,241 78,06 

Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan Fungsi Deputi Bidang 
Perkoperasian 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Layanan Publik 
Perkoperasian 

80% 87,23% 109.04% 6.762.206 6.733.890,421 99,58 

Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif 

Persentase SDM 
Koperasi yang Meningkat 
Kapasitas dan 
Kompetensinya 

65% 75,39% 115,98% 28.200.000 27.706.083,234 98,25 

Tingkat Penerapan 
Implementasi Model 
Bisnis Koperasi 

75% 86,67% 118,22% 13.257.808 13.144.935,221 99,15 

Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi 

Indeks Reformasi 
Birokrasi Deputi Bidang 
Perkoperasian 
Berdasarkan PMPRB 

34 34,2 

100,59% 

     
6.762.206,00  

     
6.733.890,421  

99,58 

Nilai Nilai  

Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran 
(IKPA) Deputi Bidang 
Perkoperasian 

85 88,59 
104.22% 

Nilai Nilai 

Nilai Evaluasi Kinerja 
Anggaran (EKA) Deputi 
Bidang Perkoperasian 

80 
87,55 103% 

Nilai 

Sumber: Data diolah Deputi Bidang Perkoperasian, tahun 2023 

Secara capaian indikator, pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) indikator yang tidak 

tercapai, yakni pertumbuhan volume usaha Koperasi, hal ini karena proses 

pemutakhiran dan validasi data ODS, yang menyebabkan data volume usaha Koperasi 

menurun. 

Pada dasarnya, Deputi Bidang Perkoperasian telah melakukan efektivitas dalam 

pengelolaan anggaran untuk mencapai target yang ditelah ditetapkan dalam POK 

karena telah sesuai peruntukan anggaran seoptial mungkin untuk membiayai kegiatan 

bidang Perkoperasian pada tahun 2023. 

Melalui nilai IKPA Deputi Bidang Perkoperasian sebesar 88,59, dapat dikatakan bahwa 

kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Deputi Bidang Perkoperasian telah sesuai dari 
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sisi perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, 

dan kepatuhan terhadap regulasi. 

Sedangkan melalui nilai EKA Deputi Bidang Perkoperasian sebesar 85,77 menunjukkan 

ketercapaian tujuan kegiatan yang mana efektivitas pengelolaan anggaran dapat diukur 

melalui Capaian Rincian Output (CRO) Deputi Bidang Perkoperasian telah tercapai. 

Dapat dipastikan bahwa anggaran Perkoperasian telah dialokasikan untuk setiap sektor 

dan program dan memiliki dampak positif yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat ditinjau dari bertambahnya kontribusi Koperasi terhadap perekonomian dan 

bertumbuhnya volume usaha Koperasi. 

Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya 

- Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang lebih tersistem diawalh 

tahun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan agar capaian/realisasi sesuai 

perencanaan yang telah ditentukan 

- Optimalisasi sumber daya Deputi Bidang Perkoperasian agar pelaksanan kegiatan 

sesuai dengan target yang diharapkan 

Faktor Pendukung 

- Komitmen dan kerja sama antar pegawai di Deputi Bidang Perkoperasian 

- Pemantauan secara berkala melalui coffee morning 

Kegiatan Pendukung 

Dalam upaya pencapaian akuntabilitas anggaran tahun 2023, telah didukung melalui 

kegiatan dukungan manajemen di Deputi Bidang Perkoperasian. 

Anggaran 

PAGU anggaran dukungan manajemen sebesar sebesar Rp. 6.762.206.000,00 dengan 

realisasi sebesar Rp.6.733.890.421,00 (99,58%). 

Permasalahan/Kendala 

- Pencadangan anggaran atau pemblokiran anggaran yang mengakibatkan 

pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir anggaran 

Solusi dan Tindak Lanjut 

- Koordinasi penyusunan POK dan komitmen pencapaian target  untuk tahun 

selanjutnya 

- Sosialisasi mengenai konsistensi penyerapan dan capaian target terhadap nilai 

IKPA 
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Gambar 4. Grand Opening Pengembangan Unit Usaha Ritel Koperasi Karyawan PT Adis 

Dimension Footwear, Serang 10 Mei 2023 
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PENUTUP 
 

Dari gambaran dan informasi capaian kinerja yang telah disampaikan, 

dapat disimpulkan bahwa secara umum kegiatan tahun 2023 dapat 

berjalan dengan baik, berhasil dilakukan optimalisasi dan upaya perbaikan 

untuk mencapai target berhasil. Semua indikator kinerja tercapai namun 

dengan penyesuaian target dari penetapan targe Renstra. 

 

Capaian target kinerja memberikan gambaran keberhasilan dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya atas komitmen semua unit di 

Deputi Bidang Perkoperasian dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait 

untuk menunjang percepatan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. 

 

Ke depan, Deputi Bidang Perkoperasian akan terus melakukan 

penyempurnaan dan perbaikan mekanisme dan prosedur kerja untuk  

memastikan pelaksanaan program/kegiatan dapat mencapai tujuan dan 

sasaran perkoperasian dan melaksanakan reformasi birokrasi yang lebih 

baik lagi. 
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Daftar 400 Koperasi Modern

Daftar 134 Tenaga Pendamping 2023

Daftar Link Kertas Kerja Pemantauan Program

Daftar Program Khusus
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Unit kerja/Satuan Kerja : Deputi Bidang Perkoperasian

Bulan                                     : Desember  2023

%  Realisasi (Rp) % %  Realisasi (Rp.) %

1 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14

044.01.02 Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi 73,797,836,000   10,817,949,068   14.66 70,835,860,683     95.99

Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian 725     Koperasi 6,917,388,000     -           Koperasi 0.00 410,699,605        5.94 725 Koperasi 100.00 6,912,144,380       99.92

Pelayanan Publik Kepada Koperasi 25        Koperasi 467,000,000         -           Koperasi 0.00 7,007,000             1.50 25 Koperasi 100.00 466,864,904           99.97

Perizinan Berusaha Bagi KSP 25       Koperasi 467,000,000        -          Koperasi 0.00 7,007,000             1.50 25 Koperasi 100.00 466,864,904           99.97

Pelayanan Publik Terkait Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Usaha Simpan Pinjam
25        Koperasi 467,000,000         -           Koperasi

0.00
7,007,000             1.50 25 Koperasi 100.00 466,864,904           99.97

Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi 700     Koperasi 6,450,388,000     -           Koperasi 0.00 403,692,605        6.26 700 Koperasi 100.00 6,445,279,476       99.92

Fasilitasi Akses  permodalan dan Penjaminan bagi 

koperasi 
300     Koperasi 2,368,148,000     -          Koperasi

0.00
319,732,731       13.50 300 Koperasi 100.00 2,363,392,836       99.80

 051
Pengembangan  pembiayaan, modal penyertaan, dan 

obligasi untuk penguatan modal koperasi pangan
100     Koperasi 576,000,000         -           Koperasi

0.00
26,247,130           4.56 100 Koperasi 100.00 575,404,947           99.90

Pengembangan Akses dan Skema Pembiayaan Koperasi 

Pangan, berbasis penjaminan
200     Koperasi 1,792,148,000     -          Koperasi

0.00
293,485,601        16.38 200 Koperasi 100.00 1,787,987,889       99.77

Pengembangan lembaga APEX Koperasi 1         Model 494,600,000        -          Model 0.00 31,690,534          6.41 1 Model 100.00 494,551,534          99.99

051
Penyusunan Model kerjasama antar koperasi untuk 

perkuatan usaha koperasi berbasis fasilitasi teknis dan 
1          Model 494,600,000         -           Model

0.00
31,690,534           6.41 1 Model 100.00 494,551,534           99.99

003 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah 100     Koperasi 588,000,000        -          Koperasi 0.00 52,269,340          8.89 100 Koperasi 100.00 587,695,106          99.95

051 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah 100     Koperasi 588,000,000         -           Koperasi 0.00 52,269,340           8.89 100 Koperasi 100.00 587,695,106           99.95

004 Sosialisasi Akses Pemodalan bagi Koperasi 300     Koperasi 2,999,640,000     -          Koperasi -                        0.00 300 Koperasi 100.00 2,999,640,000       100.00

051 Sosialisasi Akses Pemodalan bagi Koperasi 300     Koperasi 2,999,640,000     -           Koperasi 0.00 -                         0.00 300 Koperasi 100.00 2,999,640,000       100.00

052
Koordinasi dan Dukungan Sosialisasi Akses Pemodalan 

bagi Koperasi
-           Laporan -                          -           -                       -           -                              -            -           -                       -            -                                -             

 

Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian 808     Koperasi 13,257,808,000   43        Koperasi 5.32 1,457,127,140     10.99 808      Koperasi 100.00 13,144,935,221     99.15

BDF Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi 2          Koperasi 250,000,000         2          Koperasi 100.00 12,581,300           5.03 2          Koperasi 100.00 249,969,500           99.99

001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran 2         Koperasi 250,000,000        2          Koperasi 100.00 12,581,300           5.03 2          Koperasi 100.00 249,969,500          99.99

051 Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh koperasi 2          koperasi -                          -           koperasi 0.00 -                         0.00 -           koperasi 0.00 -                            0.00

052
Dukungan Fasilitasi Revitalisasi Pasar Rakyat yang 

dikelola oleh Koperasi
2          koperasi 250,000,000         2          koperasi 100.00 12,581,300           5.03 2          koperasi 100.00 249,969,500           99.99

QDF Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi 806     Koperasi 13,007,808,000   41        Koperasi 5.09 1,444,545,840     11.11 806      Koperasi 100.00 12,894,965,721     99.13

001 Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan 2         laporan 322,050,000        2          laporan 100.00 -                        0.00 2          laporan 100.00 321,987,400          99.98

051 Inventarisasi potensi pangan berdasarkan sektor usaha 1          laporan 200,000,000         1          laporan
100.00

-                         0.00 1          laporan 100.00 199,950,900           99.98

QAF

001

051

001

QDF

052

002
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052 Pengelolaan Database Koperasi Sektor Riil 1          laporan 122,050,000         1          laporan 100.00 -                         0.00 1          laporan 100.00 122,036,500           99.99

002 Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan 175     Koperasi 848,314,000        30       Koperasi 17.14 74,887,800          8.83 175     Koperasi 100.00 832,040,700          98.08

051
Peningkatan nilai tambah dan inovasi produk koperasi 

melalui kemitraan dan jaringan usaha.
150     koperasi 500,000,000         30        koperasi 20.00 -                         0.00 150 koperasi 100.00 489,290,600           97.86

052 Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi 25        koperasi 348,314,000         koperasi 0.00 74,887,800           21.50 25 koperasi 100.00 342,750,100           98.40

003 Perluasan Jaringan Usaha Koperasi 170     Koperasi 2,453,468,000     -          Koperasi 0.00 358,457,200       14.61 170     Koperasi 100.00 2,433,361,620       99.18

051
Pemasaran Produk Koperasi melalui Katalog Digital (E-

Commerce, LKPP dan PADI)
100     koperasi 499,270,000         -           koperasi

0.00
43,289,200           8.67 100      koperasi 100.00 491,852,900           98.51

052 Pengembangan Koperasi Pangan Berorientasi Eksport 25        koperasi 326,600,000         -           koperasi 0.00 -                         0.00 25        koperasi 100.00 324,055,700           99.22

053
Pengembangan komoditas Koperasi Pangan substitusi 

import
20        koperasi 424,350,000         -           koperasi

0.00
-                         0.00 20        koperasi 100.00 424,334,000           100.00

054
Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business 

Matching, Showcase dan Pameran 
25        koperasi 1,203,248,000     -           koperasi

0.00
315,168,000        26.19 25        koperasi 100.00 1,193,119,020       99.16

004 Dukungan Fasilitasi Factory Sharing 11       Koperasi 4,883,976,000     11       Koperasi 100.00 1,011,200,840    20.70 11        Koperasi 100.00 4,808,431,001       98.45

051
Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen 

Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama
11        Koperasi 4,883,976,000     11        Koperasi

100.00
1,011,200,840     20.70 11 Koperasi 100.00 4,808,431,001       98.45

052
Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pasar Koperasi 

Pengelola Rumah Produksi Bersama
12        Koperasi - -           Koperasi

0.00
-                         0.00 Koperasi 0.00 -                            0.00

005 Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern 450     Koperasi 4,500,000,000     -          Koperasi 0.00 -                        0.00 450 Koperasi 100.00 4,499,145,000       99.98

051 Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern 450     Koperasi 4,500,000,000     -           Koperasi 0.00 -                         0.00 450 Koperasi 100.00 4,499,145,000       99.98

052
Koordinasi dan Dukungan Sosialisasi Pengembangan 

Koperasi Modern
1          Laporan -                          -           Laporan

0.00
-                         0.00 0 Laporan 0.00 -                            0.00

Pengawasan Koperasi 3,600  Koperasi 14,456,689,000   1,310  Koperasi 36.39 1,237,299,496     8.56 5,230  Koperasi 145.28 14,167,416,607     98.00

ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM 1          
Rekomendasi 

Kebijakan
500,000,000         -           

Rekomendasi 

Kebijakan

0.00
137,735,700        27.55 1          

Rekomendasi 

Kebijakan
100.00 498,586,222           99.72

001 Penanganan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi 1         
Rekomendasi 

Kebijakan
500,000,000        -          

Rekomendasi 

Kebijakan
0.00 137,735,700       27.55 1          

Rekomendasi 

Kebijakan
100.00 498,586,222          99.72

051 Penanganan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi 1          
Rekomendasi 

Kebijakan
500,000,000         -           

Rekomendasi 

Kebijakan

0.00
137,735,700        27.55 1          

Rekomendasi 

Kebijakan
100.00 498,586,222           99.72

BDF Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi -           Koperasi -                          -           Koperasi 0.00 -                         0.00 -           Koperasi 0.00 -                            0.00

001 Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi -          Koperasi -                         -          Koperasi 0.00 -                        0.00 -          Koperasi 0.00 -                           0.00

051 Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi -           Koperasi -                          -           Koperasi 0.00 -                         0.00 -           Koperasi 0.00 -                            0.00

BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 20        Koperasi 1,080,770,000     -           Koperasi 0.00 74,763,073           6.92 33        Koperasi 165.00 1,045,730,574       96.76

001 Pengawasan Koperasi Bermasalah 20       Koperasi 1,080,770,000     -          Koperasi 0.00 74,763,073          6.92 33       Koperasi 165.00 1,045,730,574       96.76

4458
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051 Penanganan  Koperasi Bermasalah 20        Koperasi 1,080,770,000     -           Koperasi 0.00 74,763,073           6.92 33        Koperasi 165.00 1,045,730,574       96.76

PAA Undang - Undang 1          RUU 8,522,236,000     -           RUU 0.00 -                         0.00 1          RUU 100.00 8,520,485,773       99.98

001 Penyusunan RUU Perkoperasian dan Regulasi Lainnya 1         RUU 8,522,236,000     -          RUU 0.00 -                        0.00 1          RUU 100.00 8,520,485,773       99.98

051 Pembahasan RUU Perkoperasian dan Regulasi lainnya 1          RUU 2,522,536,000     -           RUU 0.00 -                         0.00 1          RUU 100.00 2,520,785,773       99.93

052 Sosialisasi RUU Perkoperasian 1,480  Orng 5,999,700,000     -           Orng 0.00 -                         0.00 3,518  Orng 237.70 5,999,700,000       100.00

QAF Pelayanan Publik kepada Koperasi 1,500  Koperasi 1,791,961,000     1,310  Koperasi 87.33 116,914,614        6.52 1,517  Koperasi 101.13 1,629,286,483       90.92

001
Implementasi Pengawasan Koperasi dengan Sistem 

Pengawasan
1,500 Koperasi 1,791,700,000     1,310  Koperasi 87.33 116,914,614       6.53 1,517  Koperasi 101.13 1,629,025,483       90.92

051 Pengawasan Koperasi 1,500  Koperasi 1,791,700,000     1,310  Koperasi 87.33 116,914,614        6.53 1,517  Koperasi 101.13 1,629,025,483       90.92

002 Implementasi Pelayanan Badan Hukum Koperasi 0 Koperasi 261,000                0 Koperasi 0.00 -                        0.00 -          Koperasi 0.00 261,000                  100.00

051 Pelayanan Badan Hukum Koperasi 0 Koperasi 261,000                 0 Koperasi 0.00 -                         0.00 -           Koperasi 0.00 261,000                   100.00

QDF Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi 2080 Koperasi 2,561,722,000     40 Koperasi 1.92 907,886,109        35.44 3,680  Koperasi 176.92 2,473,327,555       96.55

001
Implementasi Undang-undang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan
2080 Koperasi 2,561,722,000     40 Koperasi

1.92
907,886,109       35.44 3,680  Koperasi

176.92
2,473,327,555       96.55

051
Sosialisasi Undang-undang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan
2000 Koperasi 178,540,000         0 Koperasi

0.00
-                         0.00 3,600  Koperasi

180.00
175,700,000           98.41

052 Peningkatan Efektifitas Pengawasan Koperasi 40 Koperasi 1,046,282,000     0 Koperasi 0.00 397,295,614        37.97 40        Koperasi 100.00 1,003,837,413       95.94

053
Penilaian  Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Close Loop  

dan Open Loop)
40 Koperasi 797,500,000         40 Koperasi

100.00
400,657,780        50.24 40        Koperasi

100.00
756,257,780           94.83

054
Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas 

Koperasi
65 Orang 539,400,000         65 Orang

100.00
109,932,715        20.38 65        Orang

100.00
537,532,362           99.65

Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan 28,200,000,000   4,793,894,171     17.00 27,706,083,234     98.25

BAF Pelayanan Publik Kepada Koperasi 150     Koperasi 5,810,500,000     150      Koperasi 100.00 216,813,252        3.73 150      Koperasi 100.00 5,738,785,939       98.77

001 Akselerasi Pencapaian Koperasi Modern 150     Koperasi 5,810,500,000     150     Koperasi 100.00 216,813,252       3.73 150     Koperasi 100.00 5,738,785,939       98.77

051 Akselerasi Pencapaian Koperasi Modern 150     Koperasi 5,810,500,000     150      Koperasi 100.00 216,813,252        3.73 150      Koperasi 100.00 5,738,785,939       98.77

DCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan 330     Orang 3,290,450,000     479      Orang 145.15 689,693,429        20.96 689      Orang 208.79 3,171,418,928       96.38

001
Pelatihan bagi Pengawas Internal Koperasi dan Dewan 

Pengawas Syariah
330     Orang 3,290,450,000     479     Orang

145.15
689,693,429       20.96 689     Orang 208.79 3,171,418,928       96.38

051 Pelatihan Bagi Pengawas Internal Koperasi 180     Orang 1,172,315,000     196      Orang 108.89 299,323,697        25.53 316      Orang 175.56 1,132,480,799       96.60

052 Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah 150     Orang 2,118,135,000     283      Orang 188.67 390,369,732        18.43 373      Orang 248.67 2,038,938,129       96.26

QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 20        
Kelompok 

Masyarakat
1,284,550,000     -           

Kelompok 

Masyarakat

0.00
75,686,600           5.89 27        

Kelompok 

Masyarakat
135.00 1,218,235,407       94.84

001
Pembentukan/Pengembagan Koperasi Berbasis 

Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis
20       

Kelompok 

Masyarakat
1,284,550,000     -          

Kelompok 

Masyarakat

0.00
75,686,600          5.89 27       

Kelompok 

Masyarakat
135.00 1,218,235,407       94.84

051 Pembentukan Koperasi Bagi Kelompok Strategis 20        
Kelompok 

Masyarakat
1,284,550,000     -           

Kelompok 

Masyarakat

0.00
75,686,600           5.89 27        

Kelompok 

Masyarakat
135.00 1,218,235,407       94.84

5615
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SCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan 4,580  Orang 17,814,500,000   1,004  Orang 21.92 3,811,700,890     21.40 5,087  Orang 111.07 17,577,642,960     98.67

001
Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Tatakelola  

Koperasi Modern
420     Orang 2,961,724,000     250     Orang

59.52
798,183,888       26.95 574     Orang 136.67 2,934,158,841       99.07

051 Koperasi di Sektor Pangan 30        Orang 729,898,000         -           Orang 0.00 282,928,720        38.76 30        Orang 100.00 728,584,384           99.82

052 Koperasi di Sektor Non Pangan 390     Orang 2,231,826,000     250      Orang 64.10 515,255,168        23.09 544      Orang 139.49 2,205,574,457       98.82

002
Pelatihan Akutansi, Keuangan  dan Manajemen Risiko 

Koperasi
180     Koperasi 2,629,871,000     150     Koperasi

83.33
548,790,967       20.87 180     Koperasi 100.00 2,596,296,758       98.72

051 Koperasi di Sektor Pangan 30        Orang 354,716,000         -           Orang 0.00 51,150,000           14.42 30        Orang 100.00 350,100,000           98.70

052 Koperasi di Sektor Non Pangan 150     Orang 2,275,155,000     150      Orang 100.00 497,640,967        21.87 150      Orang 100.00 2,246,196,758       98.73

003 Pelatihan Pengembangan Kemitraan dan Pasar 1,050 Orang 11,107,205,000  -          Orang 0.00 2,035,399,865    18.33 1,159  Orang 110.38 10,953,510,391    98.62

051 Coaching Bisnis Koperasi/Business Matching 150     Orang 1,097,941,000     -           Orang 0.00 180,711,333        16.46 150      Orang 160.00 1,073,491,083       97.77

052
Magang/studi banding Bagi Pengurus dan Pengelola 

Koperasi 
240     Orang 5,075,548,000     -           Orang 0.00 1,045,690,200     20.60 240      Orang 100.00 5,060,214,443       99.70

053 Pelatihan Pengelolaan Organisasi dan Usaha Koperasi 660     Orang 4,933,716,000     -           Orang 0.00 808,998,332        16.40 769      Orang 116.52 4,819,804,865       97.69

004 Pelatihan Digitalisasi Koperasi 2,930 Orang 1,115,700,000     604     Orang 20.61 429,326,170       38.48 3,174  Orang 108.33 1,093,676,970       98.03

051 Pelatihan Digitalisasi Bagi Koperasi 30        Orang 814,700,000         -           Orang 0.00 232,476,170        28.54 30        Orang 100.00 811,476,970           99.60

052 Pelatihan Tematik-Jarak Jauh 2,900  Orang 301,000,000         604      Orang 20.83 196,850,000        65.40 3,144  Orang 108.41 282,200,000           93.75

Kelembagaan dan Tatakelola Koperasi 9,197,639,000     2,918,928,656     31.74 7,180,129,241       78.06

BMA Data dan Informasi Publik 1          Dokumen 262,500,000         1          Dokumen 100.00 22,307,500           8.50 1          Dokumen 100.00 240,159,000           91.49

001 Pengelolaan data Koperasi 1          Dokumen 262,500,000         1          Dokumen 100.00 22,307,500           8.50 1          Dokumen 100.00 240,159,000           91.49

051 Koordinasi Data Koperasi 1          Dokumen 262,500,000         1          Dokumen 100.00 22,307,500           8.50 1          Dokumen 100.00 240,159,000           91.49

PAA Undang-Undang 1          RUU 8,163,200,000     1          RUU 100.00 2,875,777,056     35.23 1          RUU 100.00 6,221,034,071       76.21

001 Penyusunan RUU Perkoperasian dan Regulasi Lainnya 1          RUU 8,163,200,000     1          RUU 100.00 2,875,777,056     35.23 1          RUU 100.00 6,221,034,071       76.21

051 Pembahasan RUU Perkoperasian dan Regulasi lainnya 1          RUU 8,163,200,000     1          RUU 100.00 2,875,777,056     35.23 1          RUU 100.00 6,221,034,071       76.21

QAF Pelayanan Publik kepada  Koperasi 150     Koperasi 771,939,000         19        Koperasi 12.67 20,844,100           2.70 583      Koperasi 533.00 718,936,170           93.13

001  Implementasi Pelayanan Badan Hukum Koperasi 100     Koperasi 460,939,000         -           Koperasi 12.67 8,084,000             1.75 533      Koperasi 533.00 410,553,866           89.07

051 Pelayanan Badan Hukum Koperasi 100     Koperasi 460,939,000         -           Koperasi 12.67 8,084,000             1.75 533      Koperasi 533.00 410,553,866           89.07

002 Implementasi Tata Kelola Koperasi 50        Koperasi 311,000,000         19        Koperasi 38.00 12,760,100           4.10 50        Koperasi 100.00 308,382,304           99.16

051 Implementasi Tata Kelola Koperasi 50        Koperasi 311,000,000         19        Koperasi 38.00 12,760,100           4.10 50        Koperasi 100.00 308,382,304           99.16

6967
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044.01.01 Program Dukungan Manajemen 6,762,206,000     1,575,541,673     23.30 6,733,890,421       99.58

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev 

Bidang Perkoperasian
6,762,206,000     1,575,541,673     23.30 6,733,890,421       99.58

AEA Koordinasi 1          Kegiatan 800,000,000         1          Kegiatan 100.00 226,338,900        28.29 1.00     Kegiatan 100.00 788,881,951           98.61

Koordinasi Ekonomi Makro 1         Kegiatan 400,000,000        1          Kegiatan 100.00 134,006,120        33.50 1.00     Kegiatan 100.00 390,402,454           97.60

051 Layanan Ekonomi Makro 1          Kegiatan 400,000,000         1          Kegiatan 100.00 134,006,120        33.50 1.00     Kegiatan 100.00 390,402,454           97.60

Koordinasi Pelaksanaaan Kegiatan Petugas Penyuluh 

Koperasi Lapangan
1         kegiatan 400,000,000        0          kegiatan

8.33
92,332,780          23.08 1.00    kegiatan 100.00 398,479,497          99.62

051 Pelaksanaan Kegiatan Petugas Penyuluh Koperasi 1          Kegiatan 400,000,000         0.08     Kegiatan 8.33 92,332,780           23.08 1.00     Kegiatan 100.0 398,479,497           99.62

EBA Layanan Manajemen Dukungan Internal 1          Layanan 2,198,000,000     0          Layanan 8.33 234,689,650        10.68 1.00     Layanan 100.00 2,196,122,715       99.91

Layanan Umum dan Keuangan 1         Layanan 1,086,264,000     0          Layanan 8.33 128,173,400       11.80 1.00    Layanan 100.00 1,084,833,560       99.87

051 Pengelolaan Layanan Umum dan Keuangan Bidang 1          Layanan 1,086,264,000     0.08     Layanan 8.33 128,173,400        11.80 1.00     Layanan 100.0 1,084,833,560       99.87

Layanan Perkantoran Bidang Perkoperasiam 1         Layanan 1,111,736,000     0          Layanan 8.33 106,516,250       9.58 1.00    Layanan 100.00 1,111,289,155       99.96

002 Operasional kantor 1          Layanan 1,111,736,000     0.08     Layanan 8.33 106,516,250        9.58 1.00     Layanan 100.0 1,111,289,155       99.96

EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1          Unit 714,206,000         -           Unit 0.00 -                         0.00 1.00     Unit 100.00 714,000,000           99.97

001

Layanan Sarana dan Prasarana Internal Bidang 

Perkoperasian
1         Unit 714,206,000        -          Unit

0.00
-                        0.00 1.00    Unit 100.00 714,000,000          99.97

051 Sarana dan Prasarana Internal Bidang Perkoperasian 1          Unit 714,206,000         -           Unit 0.00 -                         0.00 1.00     Unit 100.00 714,000,000           99.97

052 Pengadanaan Kendaran Dinas Eselon I 1          Unit - -           Unit 0.00 -                         0.00 Unit 0.00 -                            0.00

EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 2          Dokumen 3,050,000,000     0          Dokumen 8.33 1,114,513,123     36.54 2.00     Dokumen 100.00 3,034,885,755       99.50

Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi 

Bidang Perkoperasian
2         Dokumen 3,050,000,000     0.17    Dokumen

8.33
1,114,513,123    36.54 2.00    Dokumen 100.00 3,034,885,755       99.50

051 Koordinasi Dalam Rangka Perencanaan 1          Dokumen 2,207,600,000     0.08     Dokumen 8.33 775,811,803        35.14 1.00     Dokumen 100.0 2,332,428,978       105.65

052 Koordinasi Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi 1          Dokumen 842,400,000         0.08     Dokumen 8.33 338,701,320        40.21 1.00     Dokumen 100.0 702,456,777           83.39

    78,791,730,000    12,393,490,741 15.73       75,844,599,104 96.26

044.01.02 Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi

Pengembangan dan Penguatan Kontribusi Koperasi       1,768,312,000          265,408,000 15.01 1,725,152,000       97.56

BDF Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi 50         Koperasi       1,768,312,000 -  Koperasi 0          265,408,000 15.01 -  Koperasi 0.0         1,725,152,000 97.56

Gerakan Koperasi Yang Diperkuat Oleh Lembaga Gerakan Ko 50        Koperasi      1,768,312,000 -  Koperasi 0.00         265,408,000 15.01 -  Koperasi 0        1,725,152,000 97.56

051 Penguatan Kerja Sama antar Koperasi 50         Koperasi                              -   -            Koperasi 0.00                              -   0.00 -            Koperasi 0                                -   

052 Fasilitasi Operasional Dekopin 1           Kegiatan       1,768,312,000 -            Koperasi 0.00          265,408,000 15.01 1.00      Kegiatan 83.3         1,725,152,000 97.56

      1,768,312,000          265,408,000 15.01 1,725,152,000       97.56

    80,560,042,000    12,658,898,741 15.71 77,569,751,104     96.29

001

 TOTAL

002

4946

001

SUB TOTAL (KEGIATAN DEKOPIN)

EB. 4948

SUB TOTAL (KEGIATAN DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN)

001

994

001





 









MONITORING CAPAIAN KINERJA

TARGET
CAPAIAN 

OUTPUT

PERSENT

ASE

STATUS 

PELAKSANAAN

REALISASI 

ANGGARAN
(%) KETERANGAN

1

1.1.

1.1.1 Pengawasan Koperasi 3600 Koperasi 17.225.000.000 0 0 0 2,78 479.600.000 2,78

1. terlaksananya  RDK Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

2. Pembahasan RUU Perkoperasian dan Regulasi lainnya

3. Pengawasan Koperasi

1.2.

1.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
0 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 1 176.600.000 0,81

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran (masih dalam proses persiapan verifikasi calon lokasi pasar dan persiapan pecah DIPA)

2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan (sedang proses koordinasi awal dengan Kementerian terkait)

3. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan (sedang dalam proses koordinasi dan sinkronisasi calon koperasi pangan modern 2023)

4. Perluasan Jaringan Usaha Koperasi (sedang dalam proses untuk menentukan event internasional yang sesuai dan koperasi peserta)

5. Dukungan Fasilitasi Factory Sharing (Sedang mempersiapkan tim untuk proses verifikasi lapangan untuk calon koperasi RPB 2023)

6. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern (sedang menunggu hasil koordinasi dengan Sesdep dan Biro Mos untuk pelaksanaan kegiatan)

1.2.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5.850.000.000 0 0 0 1,52 87.500.000 1,5

 -Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

 - Updating Data KUK III dan KUK IV

 - Identifikasi KUR Klaster"

1.3.

1.3.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 0 176.600.000 0,81

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran (masih dalam proses persiapan verifikasi calon lokasi pasar dan persiapan pecah DIPA)

2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan (sedang proses koordinasi awal dengan Kementerian terkait)

3. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan (sedang dalam proses koordinasi dan sinkronisasi calon koperasi pangan modern 2023)

4. Perluasan Jaringan Usaha Koperasi (sedang dalam proses untuk menentukan event internasional yang sesuai dan koperasi peserta)

5. Dukungan Fasilitasi Factory Sharing (Sedang mempersiapkan tim untuk proses verifikasi lapangan untuk calon koperasi RPB 2023)

6. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern (sedang menunggu hasil koordinasi dengan Sesdep dan Biro Mos untuk pelaksanaan kegiatan)

1.3.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5.850.000.000 0 0 0 0 87.500.000 1,5

-Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

 - Updating Data KUK III dan KUK IV

 - Identifikasi KUR Klaster

2

2.1.

2.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,08 0,08 8,3 1,1 74.200.000 1,08

- Layanan perencanaan program/kegiatan TA. 2023.	

 -Layanan rutin pelaporan kegiatan.	

- Layanan rutin kepegawaian dan adm kegiatan	

3

3.1.

3.1.1
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
100 Klp Masyaraka 6.500.000.000 0 0 0 0 0 0 Identifikasi Pembentukan Koperasi Bagi Kelompok Strategis

3.1.2
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
4432 Orang 27.200.000.000 0 0 0 0 0 0 Pengembangan Kapsitas SDM dalam bentuk Pelatihan-pelatihan

3.2.

3.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 0 0 0

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran (masih dalam proses persiapan verifikasi calon lokasi pasar dan persiapan pecah DIPA)

2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan (sedang proses koordinasi awal dengan Kementerian terkait)

3. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan (sedang dalam proses koordinasi dan sinkronisasi calon koperasi pangan modern 2023)

4. Perluasan Jaringan Usaha Koperasi (sedang dalam proses untuk menentukan event internasional yang sesuai dan koperasi peserta)

5. Dukungan Fasilitasi Factory Sharing (Sedang mempersiapkan tim untuk proses verifikasi lapangan untuk calon koperasi RPB 2023)

6. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern (sedang menunggu hasil koordinasi dengan Sesdep dan Biro Mos untuk pelaksanaan kegiatan)

4

4.1.

4.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,08 0,08 8,3 1,1 74.200.000 1,08

- Layanan perencanaan program/kegiatan TA. 2023.	

 -Layanan rutin pelaporan kegiatan.	

- Layanan rutin kepegawaian dan adm kegiatan	

4.2.

4.2.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,08 0,08 8,3 1,1 74.200.000 1,08

- Layanan perencanaan program/kegiatan TA. 2023.	

 -Layanan rutin pelaporan kegiatan.	

- Layanan rutin kepegawaian dan adm kegiatan	

4.3.

4.3.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,08 0,08 8,3 1,1 74.200.000 1,08

- Layanan perencanaan program/kegiatan TA. 2023.	

 -Layanan rutin pelaporan kegiatan.	

- Layanan rutin kepegawaian dan adm kegiatan	

NO SASARAN
INDIKATOR 

KINERJA
PROGRAM KEGIATAN TARGET PAGU

JANUARI

Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern

Persentase Koperasi Berkualitas

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Koperasi Modern

Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 

Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif

Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitas dan 

Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi

Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang 

Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi 

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang 



MONITORING CAPAIAN KINERJA

TARGET
CAPAIAN 

OUTPUT

PERSENT

ASE

STATUS 

PELAKSANAAN

REALISASI 

ANGGARAN
(%) KETERANGAN

1

1.1.

1.1.1 Pengawasan Koperasi 3600 Koperasi 17.225.000.000 0 0 0 4,1 707.046.250 4,1

1. Dalam Penanganan  Koperasi Bermasalah Telah dibentuk Tim pendampingan  dan pemantauan Koperasi bermasalah  sesuai dengan SPT Deputi Bidang 

Perkoperasian Nomor 30/SPT/D.1/PK.02.00/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 

2. Penyusunan RUU Perkoperasian dan Regulasi Lainnya Telah dilaksanakan Pembahasan Antar Kementerian (PAK) sebanyak 5 kali (Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 

5, Bab 6, Bab 7, Bab 9, Bab 10)

3. Implementasi Pengawasan Koperasi dengan Sistem Pengawasan masih persiapan pelaksanaan kegiatan

1.2.

1.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
0 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 2,73 482.204.100 2,2

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran masih dalam proses persiapan verifikasi calon lokasi pasar dan persiapan pecah DIPA

2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan sedang proses koordinasi awal dengan Kementerian terkait

3. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan sedang dalam proses koordinasi dan sinkronisasi calon koperasi pangan modern 2023

4. Perluasan Jaringan Usaha Koperasi sedang dalam proses untuk menentukan event internasional yang sesuai dan koperasi peserta

5. Dukungan Fasilitasi Factory Sharing Sedang mempersiapkan tim untuk proses verifikasi lapangan untuk calon koperasi RPB 2023, Rapat pembahasan uji kelayakan 

Koperasi calon pengelola RPB (Sukoharjo dan Batubara)

6. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern sedang menunggu hasil koordinasi dengan Sesdep dan Biro Mos untuk pelaksanaan kegiatan

1.2.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5.850.000.000 0 0 0 1,81 104.338.050 1,78

- Persiapan pelaksanaan kegiatan

- Telah dilaksanakan Pengharmonisasian di The Sahira Hotel Bogor pada Tanggal 24 Februari 2023

- Dari hasil harmon terakhir apa yg perlu di TL /langkah konkret TL agar Rpermen dapat segera di ttd

1.3.

1.3.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 2,73 482.204.100 2,2

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran masih dalam proses persiapan verifikasi calon lokasi pasar dan persiapan pecah DIPA

2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan sedang proses koordinasi awal dengan Kementerian terkait

3. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan sedang dalam proses koordinasi dan sinkronisasi calon koperasi pangan modern 2023

4. Perluasan Jaringan Usaha Koperasi sedang dalam proses untuk menentukan event internasional yang sesuai dan koperasi peserta

5. Dukungan Fasilitasi Factory Sharing Sedang mempersiapkan tim untuk proses verifikasi lapangan untuk calon koperasi RPB 2023, Rapat pembahasan uji kelayakan 

Koperasi calon pengelola RPB (Sukoharjo dan Batubara)

6. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern sedang menunggu hasil koordinasi dengan Sesdep dan Biro Mos untuk pelaksanaan kegiatan

1.3.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5.850.000.000 0 0 0 1,81 104.338.050 1,78 Persiapan pelaksanaan kegiatan

2

2.1.

2.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,16 0,16 16 6,54 442.102.003 6,42 Kegiatan rutin layanan perencanaan dan penganggaran,  Layanan pemantauan dan pelaporan, layanan pengadministrasian kegiatan

3

3.1.

3.1.1
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
100 Klp Masyarakat 6.500.000.000 0 0 0 0 0 0 Identifikasi Pembentukan Koperasi Bagi Kelompok Strategis

3.1.2
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
4432 Orang 27.200.000.000 0 0 0 0 0 0

- Pengembangan Kapsitas SDM dalam bentuk Pelatihan-pelatihan

- Persiapan pelaksanaan kegiatan

3.2.

3.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 2,73 482.204.100 2,2

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran (masih dalam proses persiapan verifikasi calon lokasi pasar dan persiapan pecah DIPA)

2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan (sedang proses koordinasi awal dengan Kementerian terkait)

3. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan (sedang dalam proses koordinasi dan sinkronisasi calon koperasi pangan modern 2023)

4. Perluasan Jaringan Usaha Koperasi (sedang dalam proses untuk menentukan event internasional yang sesuai dan koperasi peserta)

5. Dukungan Fasilitasi Factory Sharing (Sedang mempersiapkan tim untuk proses verifikasi lapangan untuk calon koperasi RPB 2023)

6. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern (sedang menunggu hasil koordinasi dengan Sesdep dan Biro Mos untuk pelaksanaan kegiatan)

4

4.1.

4.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,16 0,16 16 6,54 442.102.003 6,42 Kegiatan rutin layanan perencanaan dan penganggaran,  Layanan pemantauan dan pelaporan, layanan pengadministrasian kegiatan

4.2.

4.2.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,16 0,16 16 6,54 442.102.003 6,42 Kegiatan rutin layanan perencanaan dan penganggaran,  Layanan pemantauan dan pelaporan, layanan pengadministrasian kegiatan

4.3.

4.3.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,16 0,16 16 6,54 442.102.003 6,42 Kegiatan rutin layanan perencanaan dan penganggaran,  Layanan pemantauan dan pelaporan, layanan pengadministrasian kegiatan

Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi

Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang 

Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi 

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang 

Koperasi Modern

Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 

Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif

Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitas dan 

PAGU

FEBRUARI

Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern

Persentase Koperasi Berkualitas

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

NO SASARAN
INDIKATOR 

KINERJA
PROGRAM KEGIATAN TARGET



MONITORING CAPAIAN KINERJA

TARGET
CAPAIAN 

OUTPUT

PERSENT

ASE

STATUS 

PELAKSANAAN

REALISASI 

ANGGARAN
(%) KETERANGAN

1

1.1.

1.1.1 Pengawasan Koperasi 3600 Koperasi 17.225.000.000 11 11 0,64 12,27 2.113.143.702 12,27

1. Melakukan pendampingan RAT terhadap 8 (delapan) Koperasi Bermasalah, melakukan pemantauan secara harian terhadap 8 (delapan) Koperasi Bermasalah 

terkait dengan pembayaran skema perdamaian PKPU yang telah dihomologasi oleh Pengadilan, melakukan mediasi terkait dengan penanganan 8 (delapan) 

Koperasi Bermasalah dan berkoordinasi dengan Pengurus dan Pengawas 8 (delapan) Koperasi Bermasalah.

2. "1. Telah diselesaikan Pembahasan Antar Kementerian (PAK), penandatanganan Berita Acara Penyelesaian PAK akan dikelilingi ke tiap-tiap K/L anggota PAK

2. Telah disampaikan surat Menteri Koperasi dan UKM kepada Menteri Hukum dan HAM, untuk dilakukan penyelarasan Naskah Akademis, hasil penyelerasan 

Naskah Akademis sebagai dokumen pendukung pengajuan Harmonisasi 3. Telah dilakukan pertemuan antara Deputi Bidang Perkoperasian dengan Kepala Pusat 

Perencanaan Hukum Nasional BPHN pada tanggal 21 Maret 2023, membahas persiapan pelaksanaan penyelarasan Naskah Akademis RUU Perkoperasian 4. 

Telah dilakukan pertemuan lanjutan antara Kepala Biro Hukum dan Kerjasama dan Asdep Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi dengan Kepala Pusat 

Perencanaan Hukum Nasional dan Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN pada tanggal 24 Maret 2023, membahas gambaran umum RUU 

Perkoperasian

3 Harmonisasi permenkop dan UKM tentang pelindungan dan pemberdayakan koperasi dlm pelenyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan"

1.2.

1.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
0 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 5,37 947.345.250 4,33

Dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran :

"-Telah mendapatkan persetujuan menteri untuk 2 lokasi penerima pembangunan Revitalisasi Pasar yaitu di Kab Biak Numfor Papua dan Kab Sumba Barat NTT, 

ditindaklanjuti dengan penandatanganan KEPMENKOP Revitalisasi Pasar oleh Deputi Bidang Perkoperasian

- sudah pecah DIPA di tanggal 04 April 

2023  untuk 2 lokasi penerima pembangunan Revitalisasi Pasar di Kab. Biak Numfor Papua dan Kab. Sumba Barat NTT.

Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan :

- 'Screening dan seleksi calon peserta koperasi modern thd 95 calon Koperasi modern

- Verifikasi via telepon potensial peserta : 50 dan Lolos verifikasi : 46

- Penanganan Program 3M dan Solusi Nelayan

- Penanganan Program 3 M dan solusi Nelayan yang sudah mendaftar melalui gform sebanyak 35 koperasi dan koperasi piloting yang belum mengisi gform 

sebanyak 7 koperasi, total 42 koperasi dari target SPBUN sebanyak 50 Koperasi. 

Dukungan Fasilitasi Factory Sharing :

- Telah di sampaikan ke Deputi hasil verifikasi lapangan untuk usulan koperasi pengelola RPB di Kab Batubara dengan komoditas Cabai Merah dan Kab. 

Sukohardjo dengan komoditas Rotan, 

-  telah di susun kriteria pendamping Koperasi manajemen operasional dan strategi pemasaran

- Rapat Koordinasi Studi Kelayakan Rumah Produksi Bersama

- Telah dilaksanakan rapat RDK dengan pembahasan terkait evaluasi dan progress kesiapan koperasi pengelola RPB tahun 2022, membahas kriteria pendamping 

Koperasi untuk manajemen operasional dan strategi pemasaran  dan secara intens melakukan komunikasi dan Koordinasi dengan BDO RPB 2022 dan selanjutnya 

tim RPB tahun 2022 di 3 titik lokasi yaitu Minahasa Selatan, Kutai Kartanegara, dan Kupang akan melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan di minggu kedua 

bulan April 2023

1.2.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5.850.000.000 0 0 0 9,64 554.950.550 9,49

1. Perizinan Berusaha Bagi KSP :

 -Telah dilaksanakan Harmonisasi Permenkop Ijin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

- Identifikasi KUR Cluster untuk anggota koperasi

1.3.

1.3.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 5,37 947.345.250 4,33

Dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran :

-Telah mendapatkan persetujuan menteri untuk 2 lokasi penerima pembangunan Revitalisasi Pasar yaitu di Kab Biak Numfor Papua dan Kab Sumba Barat NTT, 

ditindaklanjuti dengan penandatanganan KEPMENKOP Revitalisasi Pasar oleh Deputi Bidang Perkoperasian

- Telah melakukan pemenuhan dokumen untuk proses pecah Dipa untuk 2 lokasi pembangunan Revitalisasi Pasa Telah melakukan pemenuhan dokumen untuk 

proses pecah Dipa untuk 2 lokasi pembangunan Revitalisasi Pasar

- sudah pecah DIPA di tanggal 04 April 2023  untuk 2 lokasi penerima pembangunan Revitalisasi Pasar di Kab. Biak Numfor Papua dan Kab. Sumba Barat NTT.

Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan :

- 'Screening dan seleksi calon peserta koperasi modern thd 95 calon Koperasi modern

- Verifikasi via telepon potensial peserta : 50 dan Lolos verifikasi : 46

- Penanganan Program 3M dan Solusi Nelayan

- Penanganan Program 3 M dan solusi Nelayan yang sudah mendaftar melalui gform sebanyak 35 koperasi dan koperasi piloting yang belum mengisi gform 

sebanyak 7 koperasi, total 42 koperasi dari target SPBUN sebanyak 50 Koperasi. 

Dukungan Fasilitasi Factory Sharing :

- Telah di sampaikan ke Deputi hasil verifikasi lapangan untuk usulan koperasi pengelola RPB di Kab Batubara dengan komoditas Cabai Merah dan Kab. 

Sukohardjo dengan komoditas Rotan, 

-  telah di susun kriteria pendamping Koperasi manajemen operasional dan strategi pemasaran

- Rapat Koordinasi Studi Kelayakan Rumah Produksi Bersama

- Telah dilaksanakan rapat RDK dengan pembahasan terkait evaluasi dan progress kesiapan koperasi pengelola RPB tahun 2022, membahas kriteria pendamping 

Koperasi untuk manajemen operasional dan strategi pemasaran  dan secara intens melakukan komunikasi dan Koordinasi dengan BDO RPB 2022 dan selanjutnya 

tim RPB tahun 2022 di 3 titik lokasi yaitu Minahasa Selatan, Kutai Kartanegara, dan Kupang akan melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan di minggu kedua 

bulan April 2023

1.3.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5.850.000.000 0 0 0 9,55 554.950.550 9,49

1. Perizinan Berusaha Bagi KSP :

 -Telah dilaksanakan Harmonisasi Permenkop Ijin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

- Identifikasi KUR Cluster untuk anggota koperasi

2

2.1.

2.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,25 0,25 25 23,6 1.595.624.953 23,18

"- Layanan perencanaan program/kegiatan TA. 2023

-Layanan rutin pelaporan kegiatan.

- Layanan rutin kepegawaian dan adm kegiatan

-Koordinasi dan Pemeriksaan dokumen Koperasi yang mengajukan sbg penyalur GKR

3

3.1.

3.1.1
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
100 Klp Masyarakat 6.500.000.000 7 7 7 4,28 278.019.636 4,28

Telah dilaksanakan Pembentukan/Pengembagan Koperasi Berbasis Komoditas pada 7 Kelompok Strategis (Garut 2, Gunung Kidul 2, Lebak 1, Banyuwangi 2)

3.1.2
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
4432 Orang 27.200.000.000 0 0 0 2,44 784.741 0

Dalam Tahap Koordinasi dan Persiapan

Koperasi Modern

Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 

Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif

Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitas dan 

PAGU

MARET

Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern

Persentase Koperasi Berkualitas

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

NO SASARAN
INDIKATOR 

KINERJA
PROGRAM KEGIATAN TARGET



3.2.

3.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 5,37 947.345.250 4,33

Dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran :

-Telah mendapatkan persetujuan menteri untuk 2 lokasi penerima pembangunan Revitalisasi Pasar yaitu di Kab Biak Numfor Papua dan Kab Sumba Barat NTT, 

ditindaklanjuti dengan penandatanganan KEPMENKOP Revitalisasi Pasar oleh Deputi Bidang Perkoperasian

- Telah melakukan pemenuhan dokumen untuk proses pecah Dipa untuk 2 lokasi pembangunan Revitalisasi Pasa Telah melakukan pemenuhan dokumen untuk 

proses pecah Dipa untuk 2 lokasi pembangunan Revitalisasi Pasar

- sudah pecah DIPA di tanggal 04 April 2023  untuk 2 lokasi penerima pembangunan Revitalisasi Pasar di Kab. Biak Numfor Papua dan Kab. Sumba Barat NTT.

Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan :

- 'Screening dan seleksi calon peserta koperasi modern thd 95 calon Koperasi modern

- Verifikasi via telepon potensial peserta : 50 dan Lolos verifikasi : 46

- Penanganan Program 3M dan Solusi Nelayan

- Penanganan Program 3 M dan solusi Nelayan yang sudah mendaftar melalui gform sebanyak 35 koperasi dan koperasi piloting yang belum mengisi gform 

sebanyak 7 koperasi, total 42 koperasi dari target SPBUN sebanyak 50 Koperasi. 

Dukungan Fasilitasi Factory Sharing :

- Telah di sampaikan ke Deputi hasil verifikasi lapangan untuk usulan koperasi pengelola RPB di Kab Batubara dengan komoditas Cabai Merah dan Kab. 

Sukohardjo dengan komoditas Rotan, 

-  telah di susun kriteria pendamping Koperasi manajemen operasional dan strategi pemasaran

- Rapat Koordinasi Studi Kelayakan Rumah Produksi Bersama

- Telah dilaksanakan rapat RDK dengan pembahasan terkait evaluasi dan progress kesiapan koperasi pengelola RPB tahun 2022, membahas kriteria pendamping 

Koperasi untuk manajemen operasional dan strategi pemasaran  dan secara intens melakukan komunikasi dan Koordinasi dengan BDO RPB 2022 dan selanjutnya 

tim RPB tahun 2022 di 3 titik lokasi yaitu Minahasa Selatan, Kutai Kartanegara, dan Kupang akan melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan di minggu kedua 

bulan April 2023

4

4.1.

4.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,25 0,25 25 23,6 1.595.624.953 23,18

"- Layanan perencanaan program/kegiatan TA. 2023

-Layanan rutin pelaporan kegiatan.

- Layanan rutin kepegawaian dan adm kegiatan

-Koordinasi dan Pemeriksaan dokumen Koperasi yang mengajukan sbg penyalur GKR

4.2.

4.2.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,25 0,25 25 23,6 1.595.624.953 23,18

"- Layanan perencanaan program/kegiatan TA. 2023

-Layanan rutin pelaporan kegiatan.

- Layanan rutin kepegawaian dan adm kegiatan

-Koordinasi dan Pemeriksaan dokumen Koperasi yang mengajukan sbg penyalur GKR

4.3.

4.3.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,25 0,25 25 23,6 1.595.624.953 23,18

"- Layanan perencanaan program/kegiatan TA. 2023

-Layanan rutin pelaporan kegiatan.

- Layanan rutin kepegawaian dan adm kegiatan

-Koordinasi dan Pemeriksaan dokumen Koperasi yang mengajukan sbg penyalur GKR

Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi

Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang 

Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi 

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang 



MONITORING CAPAIAN KINERJA

TARGET
CAPAIAN 

OUTPUT

PERSENT

ASE

STATUS 

PELAKSANAAN

REALISASI 

ANGGARAN
(%) KETERANGAN

1

1.1.

1.1.1 Pengawasan Koperasi 3600 Koperasi 17.225.000.000 11 11 0,64 12,79 2.842.814.482 16,5

- Target dan Capaian merupakan komulatif dari bulan sebelumnya

- Penyusunan RUU Perkoperasian dan Regulasi Lainnya : Pembahasan lanjutan Harmonisasi RUU Pekoperasian dengan 

Kementerian/Lembaga ( FGD tematik akan diselenggarakan di minggu kedua bulan Mei, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan 

Universitas sesuai dengan topik pembahasan FGD.)

- Sosialisasi RUU Perkoperasian : Proses lelang direncanakan selesai pada minggu pertama bulan Mei, sehingga penandatanganan kontrak 

dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan  pada minggu kedua bulan mei, dan kegiatan Sosialisasi RUU Perkoperasian dapat segera 

dilaksanakan.

1.2.

1.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
0 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 7,57 1.334.238.050 6,09

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran  : ' informasi update/progress perkembangan pasar rakyat bahwa Posisi saat ini sedang 

mempersiapkan penunjukan pihak ke 3 dalam membuat dokumen perencanaan dan administrasi pasar

1.2.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5.850.000.000 0 0 0 12,28 707.142.304 12,09

- Perizinan Berusaha Bagi KSP :  identifikasi dan inventarisasi koperasi yang berminat akses KUR Klaster untuk anggota koperasi

1.3.

1.3.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 7,57 1.334.238.050 6,09

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran  : ' informasi update/progress perkembangan pasar rakyat bahwa Posisi saat ini sedang 

mempersiapkan penunjukan pihak ke 3 dalam membuat dokumen perencanaan dan administrasi pasar

1.3.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5.850.000.000 0 0 0 12,28 707.142.304 12,09 - Perizinan Berusaha Bagi KSP :  identifikasi dan inventarisasi koperasi yang berminat akses KUR Klaster untuk anggota koperasi

2

2.1.

2.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,33 0,33 33 30 2.028.952.739 29,48

- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor 

3

3.1.

3.1.1
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
100 Klp Masyarakat 6.500.000.000 7 7 7 40,01 513.901.980 7,91

- Sudah dilaksanakan di kegiatan di wilayah, Yogyakarta, Jawa Barat (Garut), Jawa Timur (Banyuwangi), Papua Tengah (Timika), Papua, Sulut 

(Manado), Kaltim (Kutai), Banten.

-  mempersiapkan kegiatan dilokus selanjutnya 

3.1.2
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
4432 Orang 27.200.000.000 0 0 0 4,81 1.356.898.480 4,99

- Pelatihan Pengembangan Kemitraan dan Pasar (Coaching Bisnis Koperasi/Business Matching)  : Masih Menunggu Pencairan Termin I

- Pelatihan Pengembangan Kemitraan dan Pasar (Pelatihan Pengelolaan Organisasi dan Usaha Koperasi) : Masih Menunggu Pencairan 

Termin I

3.2.

3.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 7,57 1.334.238.050 6,09

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran  : ' informasi update/progress perkembangan pasar rakyat bahwa Posisi saat ini sedang 

mempersiapkan penunjukan pihak ke 3 dalam membuat dokumen perencanaan dan administrasi pasar

4

4.1.

4.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,33 0,33 33 30 2.028.952.739 29,48

- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor

4.2.

4.2.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,33 0,33 33 30 2.028.952.739 29,48

- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor

4.3.

4.3.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,33 0,33 33 30 2.028.952.739 29,48

- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor

Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi

Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang 

Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi 

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang 

Koperasi Modern

Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 

Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif

Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitas dan 

PAGU

APRIL

Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern

Persentase Koperasi Berkualitas

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

NO SASARAN
INDIKATOR 

KINERJA
PROGRAM KEGIATAN TARGET



MONITORING CAPAIAN KINERJA

TARGET
CAPAIAN 

OUTPUT

PERSENT

ASE

STATUS 

PELAKSANAAN

REALISASI 

ANGGARAN
(%) KETERANGAN

1

1.1.

1.1.1 Pengawasan Koperasi 3600 Koperasi 17.225.000.000 0 0 0 21,13 4.697.101.482 27,27

1. Persiapan Pemkes dan Rdk Tindaklanjut Hasil Pemkes 19 sd 21 mei 2023

2. Penanganan  Koperasi Bermasalah : RDP dengan DPR, pemantauan pembayaran homologasi Dan pendampingan dalam pelaksanaan RAT

1.2.

1.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
0 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 14,69 2.591.075.850 11,83

1. Untuk Pasar Rakyat di Sumba Barat, 'Desain gambar sudah selesai dari pihak ketiga, sudah bertemu Bupati ada Bupati akan anggarkan terkait support kegiatan 

,melaui dana APBD berupa sarana jalan dengan  panjang  1 km dan lebar 5 meter ke arah pasar, serta adanya lahan parkir . Pihak desa Waingapu siap melakukan 

konekting listrik,  

Terkait Pasar Rakyat di Biak, baru menyusun tim perencanaan gambar desain pihak ketiga., dengan tindak lanjut pertanggal 12 mei 2023 akan dilakukan pendaftaran 

PBJ (Panita pengadaan barang jasa kab. Sumba. Pasar yang tadinya beroperasi 1 minggu 1 kali nantinya saat pasar ini jadi akan beroperasi 1 minggu 3 kali. 

Untuk Biak minggu depan tim akan ke Biak terkait koordinasi  dengan percepatan proses lelang,memastikan support anggaran daerah untuk pasar.

2. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan : Sudah Melaksanakan Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan di Medan, TL :  Bimtek Pengembangan 

Usaha Koperasi Pangan selanjutnya akan dilaksanakan di bulan Juli 2023

3. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : Sudah Melaksanakan  FGD Standarisasi/ Sertifikasi Bagi Koperasi Pangan di Boyolali Jateng

4. Pemasaran Produk Koperasi Melalui Katalog Digital : Sudah melakukan Bimtek Fasilitasi Onboarding Produk koperasi di Boyolali Jateng

5. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran  : Sudah Melaksanakan Bimtek Kurasi Produk Koperasi di Malang, Jatim, 

TL : 'Bimtek kurasi produk koperasi akan dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2023

6. Dukungan Fasilitasi Factory Sharing : Sudah Melakukan Verifikasi oleh tim verifikasi dari Asdep 1 dan Pengawas Koperasi ke RPB di Kab. Batubara Medan, Kab. 

Sukoharjo Jateng, Kab.Jembrana Bali, Kab. Pangkajene Kep. Sulsel, Kab. Sleman Yogyakarta. Surat Hasil verifikasi sudah dibuat oleh tim dan disampaikan ke Pak 

Asdep dan Pak Deputi.  TL : Akan melakukan verifikasi ke Kab. Garut Jabar, Kab. Manggarai Barat NTT, Kab. Tanah Laut Kalsel. Dan rencana akan melalkukan 

Bimtek ke 3 lokasi RPB tahun 2022.

7. 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern :'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern dilaksanakan oleh pihak ketiga, termin 1 sudah dibayarkan 20%  

sebesar Rp 899,829,000, di tanggal 31 Mei sudah SP2D., TL : Termin 2 akan dibayarkan di bulan September sebesar 50% dan termin 3 akan dibayarkan di bulan 

November sebesar 30%

1.2.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5.850.000.000 0 0 0 27,76 1.597.954.304 27,32

1. Perizinan Berusaha Bagi KSP : identifikasi dan inventarisasi koperasi yang berminat akses KUR Klaster untuk anggota koperasi

2. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah : Sedang proses pengadaan barang dan jasa

1.3.

1.3.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 14,69 3 0

1. Untuk Pasar Rakyat di Sumba Barat, 'Desain gambar sudah selesai dari pihak ketiga, sudah bertemu Bupati ada Bupati akan anggarkan terkait support kegiatan 

,melaui dana APBD berupa sarana jalan dengan  panjang  1 km dan lebar 5 meter ke arah pasar, serta adanya lahan parkir . Pihak desa Waingapu siap melakukan 

konekting listrik,  

TL : Terkait Pasar Rakyat di Biak, baru menyusun tim perencanaan gambar desain pihak ketiga., dengan tindak lanjut pertanggal 12 mei 2023 akan dilakukan 

pendaftaran PBJ (Panita pengadaan barang jasa kab. Sumba. Pasar yang tadinya beroperasi 1 minggu 1 kali nantinya saat pasar ini jadi akan beroperasi 1 minggu 3 

kali. 

Untuk Biak minggu depan tim akan ke Biak terkait koordinasi  dengan percepatan proses lelang,memastikan support anggaran daerah untuk pasar.

2. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan : Sudah Melaksanakan Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan di Medan, TL :  Bimtek Pengembangan 

Usaha Koperasi Pangan selanjutnya akan dilaksanakan di bulan Juli 2023

3. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : Sudah Melaksanakan  FGD Standarisasi/ Sertifikasi Bagi Koperasi Pangan di Boyolali Jateng

4. Pemasaran Produk Koperasi Melalui Katalog Digital : Sudah melakukan Bimtek Fasilitasi Onboarding Produk koperasi di Boyolali Jateng

5. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran  : Sudah Melaksanakan Bimtek Kurasi Produk Koperasi di Malang, Jatim, 

TL : 'Bimtek kurasi produk koperasi akan dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2023

6. Dukungan Fasilitasi Factory Sharing : Sudah Melakukan Verifikasi oleh tim verifikasi dari Asdep 1 dan Pengawas Koperasi ke RPB di Kab. Batubara Medan, Kab. 

Sukoharjo Jateng, Kab.Jembrana Bali, Kab. Pangkajene Kep. Sulsel, Kab. Sleman Yogyakarta. Surat Hasil verifikasi sudah dibuat oleh tim dan disampaikan ke Pak 

Asdep dan Pak Deputi.  TL : Akan melakukan verifikasi ke Kab. Garut Jabar, Kab. Manggarai Barat NTT, Kab. Tanah Laut Kalsel. Dan rencana akan melalkukan 

Bimtek ke 3 lokasi RPB tahun 2022.

7. 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern :'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern dilaksanakan oleh pihak ketiga, termin 1 sudah dibayarkan 20%  

sebesar Rp 899,829,000, di tanggal 31 Mei sudah SP2D., TL : Termin 2 akan dibayarkan di bulan September sebesar 50% dan termin 3 akan dibayarkan di bulan 

November sebesar 30%

1.3.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5.850.000.000 0 0 0 27,76 2 0

1. Perizinan Berusaha Bagi KSP : identifikasi dan inventarisasi koperasi yang berminat akses KUR Klaster untuk anggota koperasi

2. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah : Sedang proses pengadaan barang dan jasa

2

2.1.

2.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,42 0,42 41,5 36,31 2.455.269.868 35,67

- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor "

3

3.1.

3.1.1
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
100 Klp Masyarakat 6.500.000.000 0 0 0 58,54 751.983.807 11,57

'Telah dilaksanakan kegiatan di Kalbar, Nganjuk, dan Surabaya

TL : mempersiapkan kegiatan di wilayah berikutnya

Koperasi Modern

Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 

Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif

Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitas dan 

PAGU

MEI

Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern

Persentase Koperasi Berkualitas

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

NO SASARAN
INDIKATOR 

KINERJA
PROGRAM KEGIATAN TARGET



3.1.2
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
4432 Orang 27.200.000.000 0 0 0 6,02 1.073.129.900 3,95

1. Pelatihan Akutansi, Keuangan  dan Manajemen Risiko Koperasi: 'Proses Pencairan Termin I, TL :  mempersiapkan pelaksanaan pelatihan di bulan Juni 2023 

2. Pelatihan Pengembangan Kemitraan dan Pasar : 'menunggu pembayaran termin 1 pada awal Juni 2023, TL : mempersiapkan pelaksanaan pelatihan untuk minggu 

ke-2 Juni di Makassar dan minggu ke-3 di  Sumatera Utara

3. Pelatihan Pengelolaan Organisasi dan Usaha Koperasi : menunggu pembayaran termin 1 pada awal Juni 2023

, TL mempersiapkan pelaksanaan pelatihan di bulan Juni 2023

3.2.

3.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 14,69 3 0

1. Untuk Pasar Rakyat di Sumba Barat, 'Desain gambar sudah selesai dari pihak ketiga, sudah bertemu Bupati ada Bupati akan anggarkan terkait support kegiatan 

,melaui dana APBD berupa sarana jalan dengan  panjang  1 km dan lebar 5 meter ke arah pasar, serta adanya lahan parkir . Pihak desa Waingapu siap melakukan 

konekting listrik,  

TL : Terkait Pasar Rakyat di Biak, baru menyusun tim perencanaan gambar desain pihak ketiga., dengan tindak lanjut pertanggal 12 mei 2023 akan dilakukan 

pendaftaran PBJ (Panita pengadaan barang jasa kab. Sumba. Pasar yang tadinya beroperasi 1 minggu 1 kali nantinya saat pasar ini jadi akan beroperasi 1 minggu 3 

kali. 

Untuk Biak minggu depan tim akan ke Biak terkait koordinasi  dengan percepatan proses lelang,memastikan support anggaran daerah untuk pasar.

2. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan : Sudah Melaksanakan Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan di Medan, TL :  Bimtek Pengembangan 

Usaha Koperasi Pangan selanjutnya akan dilaksanakan di bulan Juli 2023

3. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : Sudah Melaksanakan  FGD Standarisasi/ Sertifikasi Bagi Koperasi Pangan di Boyolali Jateng

4. Pemasaran Produk Koperasi Melalui Katalog Digital : Sudah melakukan Bimtek Fasilitasi Onboarding Produk koperasi di Boyolali Jateng

5. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran  : Sudah Melaksanakan Bimtek Kurasi Produk Koperasi di Malang, Jatim, 

TL : 'Bimtek kurasi produk koperasi akan dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2023

6. Dukungan Fasilitasi Factory Sharing : Sudah Melakukan Verifikasi oleh tim verifikasi dari Asdep 1 dan Pengawas Koperasi ke RPB di Kab. Batubara Medan, Kab. 

Sukoharjo Jateng, Kab.Jembrana Bali, Kab. Pangkajene Kep. Sulsel, Kab. Sleman Yogyakarta. Surat Hasil verifikasi sudah dibuat oleh tim dan disampaikan ke Pak 

Asdep dan Pak Deputi.  TL : Akan melakukan verifikasi ke Kab. Garut Jabar, Kab. Manggarai Barat NTT, Kab. Tanah Laut Kalsel. Dan rencana akan melalkukan 

Bimtek ke 3 lokasi RPB tahun 2022.

7. 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern :'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern dilaksanakan oleh pihak ketiga, termin 1 sudah dibayarkan 20%  

sebesar Rp 899,829,000, di tanggal 31 Mei sudah SP2D., TL : Termin 2 akan dibayarkan di bulan September sebesar 50% dan termin 3 akan dibayarkan di bulan 

November sebesar 30%

4

4.1.

4.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,42 0,42 41,5 36,31 2.455.269.868 35,67

- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor

4.2.

4.2.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,42 0,42 41,5 36,31 2 0

- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor

4.3.

4.3.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,42 0,42 41,5 36,31 2.455.269.868 35,67

- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor

Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi

Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang 

Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi 

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang 



MONITORING CAPAIAN KINERJA

TARGET
CAPAIAN 

OUTPUT

PERSENT

ASE

STATUS 

PELAKSANAA

REALISASI 

ANGGARAN
(%) KETERANGAN

1

1.1.

1.1.1 Pengawasan Koperasi 3600 Koperasi 17.225.000.000 0 0 0 37,72 5.193.654.022 30,15

1. Penanganan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi

- 'Penanganan Penajuan DUPAK Fungsional Pengawas Koperasi

2. Pengawasan Koperasi Bermasalah

Penangan Koperasi Bermasalah :

- Indosurya : Membenahi pembayaran data by name by addres, onsite ke kantor indosurya, Rencanan RAT Agustus 2023

- KSP Sejahtera Bersama : Proses administrasi uji kelayakan 12 Juli 2023, Rencana Pembacaan Putusan Sidang Iwan Setiawan

- Intidana : Proses Mediasi antara Budiman Gandhi dan darius tidak tercapai, Membuat surta terkait pemenuhan persyaratan perpanjangan NIK 

dan pencatatan kepengurusan

- Pracico : Pembuatan keterangan kepada Bareskrim terkait kasus yang menimpa ketua Pracico yakni Tedy Agustiansjah 

3. Penyusunan RUU Perkoperasian dan Regulasi Lainnya

- Pembahasan Pleno akhir harmonisasi

4. Implementasi Pengawasan Koperasi dengan Sistem Pengawasan

- Pemeriksaan Kesehatan pada Koperasi Konsumen BUMI

5. Penilaian  Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Close Loop  dan Open Loop)

- Koordinasi Penilaian Usaha Simpan Pinjam (Close Loop dan Open Loop)
1.2.

1.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
0 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 23,35 3.417.070.234 15,61

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran 

- Posisi Sumba Barat : telah sudah ditetapkan pemenang lelang konstruksi hasil dr tim pengadaan barang dan jasa... Inssallah senin minggu dpn 

sudah di.lakukan eksekusi pembangunan di lokasi. Untuk Biak posisi progress saat ini sedang dimulai lelang konstruksinya.

- akan melakukan kunjungan ke Biak di minggu ke 2 Juli untuk melihat kesiapan dan progress lelang konstruksi 

2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan

- kegiatan yang belum dilakukan adalah RDK Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Potensi Pangan Berdasarkan Sektor Usaha

- rencana RDK Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Potensi Pangan Berdasarkan Sektor Usaha akan dilaksanakan pada bulan Agustus

3. 'Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan

- perdin dan 'Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan belum dilaksanakan 

- Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan akan dilaksanakan pada bulan Agustus

4. 'Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi

- Kontraktual fasilitasi sertifikasi koperasi belum dijalankan , rencana bulan Oktober, dan perdin masih belum semua dijalankan

5. 'Perluasan Jaringan Usaha Koperasi

- semua kegiatan yang belum dilaksanakan akan dicicil di bulan juli - desember

6. 'Dukungan Fasilitasi Factory Sharing

- sebelumnya fokus melakukan verifikasi koperasi calon pengelola RPB di 11 titik lokasi RPB

- untuk Bimtek dan perdin RPB baru akan dilaksnakan mulai bulan Juli 2023

7. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern

- kegiatan sinergi baru mulai  di bulan juni karena barupenyelesaian pembayaran termin 1 di akhir bulan Mei 2023

- kegiatan sinergi akan dilakukan sampai bulan November 2023, dan pembayaran dilakukan sebanyak 3 termin, termin 1 dibayarkan 20% di bulan 

Mei, termin 2 dibayarkan 50 % di bulan September,  termin 3 dibayarkan 30 % di bulan November

1.2.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5.850.000.000 175 175 28 35,44 2.040.034.384 34,87

1. Pelayanan Publik Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam : Sudah tercapai capaian output

2. Pengembangan  pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk penguatan modal koperasi pangan : identifikasi koperasi yang berpotensi 

dilakukan pendampingan

3. Pengembangan Akses dan Skema Pembiayaan Koperasi Pangan, berbasis penjaminan :identifikasi koperasi yang berpotensi dilakukan 

pendampingan

4. 'Penyusunan Model kerjasama antar koperasi untuk perkuatan usaha koperasi berbasis fasilitasi teknis dan pemenuhan likuiditas : Rapat awal 

terkait APEX koperasi

5. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah : identifikasi koperasi yang berpotensi dilakukan pendampingan

6. Sosialisasi Akses Pemodalan bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 4 angkatan 

1.3.

1.3.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 23,35 3.417.070.234 15,61

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran 

- Posisi Sumba Barat : telah sudah ditetapkan pemenang lelang konstruksi hasil dr tim pengadaan barang dan jasa... Inssallah senin minggu dpn 

sudah di.lakukan eksekusi pembangunan di lokasi. Untuk Biak posisi progress saat ini sedang dimulai lelang konstruksinya.

- akan melakukan kunjungan ke Biak di minggu ke 2 Juli untuk melihat kesiapan dan progress lelang konstruksi 

2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan

- kegiatan yang belum dilakukan adalah RDK Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Potensi Pangan Berdasarkan Sektor Usaha

- rencana RDK Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Potensi Pangan Berdasarkan Sektor Usaha akan dilaksanakan pada bulan Agustus

3. 'Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan

- perdin dan 'Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan belum dilaksanakan 

- Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan akan dilaksanakan pada bulan Agustus

4. 'Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi

- Kontraktual fasilitasi sertifikasi koperasi belum dijalankan , rencana bulan Oktober, dan perdin masih belum semua dijalankan

5. 'Perluasan Jaringan Usaha Koperasi

- semua kegiatan yang belum dilaksanakan akan dicicil di bulan juli - desember

6. 'Dukungan Fasilitasi Factory Sharing

- sebelumnya fokus melakukan verifikasi koperasi calon pengelola RPB di 11 titik lokasi RPB

- untuk Bimtek dan perdin RPB baru akan dilaksnakan mulai bulan Juli 2023

7. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern

- kegiatan sinergi baru mulai  di bulan juni karena barupenyelesaian pembayaran termin 1 di akhir bulan Mei 2023

- kegiatan sinergi akan dilakukan sampai bulan November 2023, dan pembayaran dilakukan sebanyak 3 termin, termin 1 dibayarkan 20% di bulan 

Mei, termin 2 dibayarkan 50 % di bulan September,  termin 3 dibayarkan 30 % di bulan November

1.3.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5.850.000.000 175 175 28 35,44 2.040.034.384 34,87

1. Pelayanan Publik Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam : Sudah tercapai capaian output

2. Pengembangan  pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk penguatan modal koperasi pangan : identifikasi koperasi yang berpotensi 

dilakukan pendampingan

3. Pengembangan Akses dan Skema Pembiayaan Koperasi Pangan, berbasis penjaminan :identifikasi koperasi yang berpotensi dilakukan 

pendampingan

4. 'Penyusunan Model kerjasama antar koperasi untuk perkuatan usaha koperasi berbasis fasilitasi teknis dan pemenuhan likuiditas : Rapat awal 

terkait APEX koperasi

5. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah : identifikasi koperasi yang berpotensi dilakukan pendampingan

6. Sosialisasi Akses Pemodalan bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 4 angkatan 

2

2.1.

Koperasi Modern

Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 

PAGU

JUNI

Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern

Persentase Koperasi Berkualitas

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

NO
SASARA

N

INDIKATOR 

KINERJA
PROGRAM KEGIATAN TARGET



2.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,5 0,5 50 40,55 2.742.242.591 39,84

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor 

3

3.1.

3.1.1
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
100 Klp Masyarakat 6.500.000.000 7 7 7 70,32 903.323.807 13,9

1. Target semula 100 menjadi 20 Kelompok Masyarakat 

2. Telah dilaksanakan kegiatan di Lhokseumawe

3.  Dilakukan pembahasan secara intensif dengan PMO dan Asdep 1

4. Dilakukan pembahasan secara intensif dengan Inspektorat dan BPKP.

3.1.2
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
4432 Orang 27.200.000.000 0 0 0 13,28 2.365.025.809 8,69

1. Dilakukan pembahasan secara intensif dengan PMO dan Asdep 1

 2. Dilakukan pembahasan secara intensif dengan Inspektorat dan BPKP. 

3.2.

3.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 23,35 3.417.070.234 15,61

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran 

- Posisi Sumba Barat : telah sudah ditetapkan pemenang lelang konstruksi hasil dr tim pengadaan barang dan jasa... Inssallah senin minggu dpn 

sudah di.lakukan eksekusi pembangunan di lokasi. Untuk Biak posisi progress saat ini sedang dimulai lelang konstruksinya.

- akan melakukan kunjungan ke Biak di minggu ke 2 Juli untuk melihat kesiapan dan progress lelang konstruksi 

2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan

- kegiatan yang belum dilakukan adalah RDK Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Potensi Pangan Berdasarkan Sektor Usaha

- rencana RDK Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Potensi Pangan Berdasarkan Sektor Usaha akan dilaksanakan pada bulan Agustus

3. 'Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan

- perdin dan 'Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan belum dilaksanakan 

- Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan akan dilaksanakan pada bulan Agustus

4. 'Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi

- Kontraktual fasilitasi sertifikasi koperasi belum dijalankan , rencana bulan Oktober, dan perdin masih belum semua dijalankan

5. 'Perluasan Jaringan Usaha Koperasi

- semua kegiatan yang belum dilaksanakan akan dicicil di bulan juli - desember

6. 'Dukungan Fasilitasi Factory Sharing

- sebelumnya fokus melakukan verifikasi koperasi calon pengelola RPB di 11 titik lokasi RPB

- untuk Bimtek dan perdin RPB baru akan dilaksnakan mulai bulan Juli 2023

7. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern

- kegiatan sinergi baru mulai  di bulan juni karena barupenyelesaian pembayaran termin 1 di akhir bulan Mei 2023

- kegiatan sinergi akan dilakukan sampai bulan November 2023, dan pembayaran dilakukan sebanyak 3 termin, termin 1 dibayarkan 20% di bulan 

Mei, termin 2 dibayarkan 50 % di bulan September,  termin 3 dibayarkan 30 % di bulan November
4

4.1.

4.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,5 0,5 50 40,55 2.742.242.591 39,84

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor 

4.2.

4.2.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,5 0,5 50 40,55 2.742.242.591 39,84

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor 

4.3.

4.3.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,5 0,5 50 40,55 2.742.242.591 39,84

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor 

Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi

Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang 

Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi 

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang 

Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif

Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitas dan 



MONITORING CAPAIAN KINERJA

TARGET
CAPAIAN 

OUTPUT

PERSENT

ASE

STATUS 

PELAKSANAAN

REALISASI 

ANGGARAN
(%) KETERANGAN

1

1.1.

1.1.1 Pengawasan Koperasi 3600 Koperasi 17.225.000.000 0 0 0 34,59 5.490.573.172 31,88

1. Penanganan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi : pelatihan JFPK

2.  Penanganan  Koperasi Bermasalah : - Melakukan verifikasi dokumen uji kelayakan bakal calon pengurus dan pengawas KSP Sejahtera 

Bersama, - mengawal penanganan koperasi bermasalah

3. Pembahasan RUU Perkoperasian dan Regulasi lainnya : Pembahasan konsepsi RUU Perkoperasian terhadap UU cipta Kerja dan UU 

pengembangan dan penguatan sektor keuangan

4. Pengawasan Koperasi  : Bimtek Pemkes di Bandung

1.2.

1.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
0 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 30,86 4.515.778.184 20,63

1. Dukungan Fasilitasi Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : Sumba tidak ada kendala, pembangunan sudah sekitar 15 %, Biak 

masih proses lelang kontruksi

2. Peningkatan nilai tambah dan inovasi produk koperasi melalui kemitraan dan jaringan usaha : akan dilaksanakan bimtek pengembangan usaha 

koperasi pangan tgl 10-12 Agustus di Solo

3. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama : Masih progress on proses pembuatan surat 

rekomendasi koperasi calon pengelola RPB draft dari pak Deputi ke Pak Bupati, RDK Penyusunan Pedoman Pengelolaan RPB tgl 03-05 Agustus 

2023

Bimtek RPB di lokasi Kab. Sukoharjo (minggu kedua Agustus) dan Kab. Manggarai Barat NTT (07-09 Agustus 2023)

1.2.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5.850.000.000 175 175 28 41,66 2.398.370.967 41

1. Pelayanan Publik Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam : Sosialisasi Permenkop UKM no 8 Tahun 2023 tentang 

Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

2. Pengembangan  pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk penguatan modal koperasi pangan : Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pangan

3. Penyusunan Model kerjasama antar koperasi untuk perkuatan usaha koperasi berbasis fasilitasi teknis dan pemenuhan likuiditas : Rapat Awal 

terkait dengan model APEX Koperasi

4. Sosialisasi Akses Pemodalan bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 9 (sembilan) angkatan

1.3.

1.3.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 30,86 4.515.778.184 20,63

1. Dukungan Fasilitasi Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : Sumba tidak ada kendala, pembangunan sudah sekitar 15 %, Biak 

masih proses lelang kontruksi

2. Peningkatan nilai tambah dan inovasi produk koperasi melalui kemitraan dan jaringan usaha : akan dilaksanakan bimtek pengembangan usaha 

koperasi pangan tgl 10-12 Agustus di Solo

3. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama : Masih progress on proses pembuatan surat 

rekomendasi koperasi calon pengelola RPB draft dari pak Deputi ke Pak Bupati, RDK Penyusunan Pedoman Pengelolaan RPB tgl 03-05 Agustus 

2023

Bimtek RPB di lokasi Kab. Sukoharjo (minggu kedua Agustus) dan Kab. Manggarai Barat NTT (07-09 Agustus 2023)

1.3.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5.850.000.000 175 175 28 41,66 2.398.370.967 41

1. Pelayanan Publik Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam : Sosialisasi Permenkop UKM no 8 Tahun 2023 tentang 

Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

2. Pengembangan  pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk penguatan modal koperasi pangan : Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pangan

3. Penyusunan Model kerjasama antar koperasi untuk perkuatan usaha koperasi berbasis fasilitasi teknis dan pemenuhan likuiditas : Rapat Awal 

terkait dengan model APEX Koperasi

4. Sosialisasi Akses Pemodalan bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 9 (sembilan) angkatan

2

2.1.

2.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,58 0,58 58,3 46,64 3.154.056.003 45,82

"- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor "

3

3.1.

3.1.1
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
100 Klp Masyarakat 6.500.000.000 0 0 0 75,97 975.878.807 15,01

"Tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan pembahasan secara intensif dengan PMO dan Asdep 1

2. Dilakukan pembahasan secara intensif dengan Inspektorat dan BPKP."

3.1.2
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
4432 Orang 27.200.000.000 0 0 0 28,12 5.009.706.182 18,42

1. 'Pelatihan Pengelolaan Organisasi dan Usaha Koperasi : Telah dilaksanakan kegiatan di Garut, Surabaya, Bali, Padang dan Ternate

2. Pelatihan Digitalisasi Bagi Koperasi : Telah dilaksanakan kegiatan di Malang

3.2.

3.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21.894.453.000 0 0 0 30,86 4.515.778.184 20,63

1. Dukungan Fasilitasi Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : Sumba tidak ada kendala, pembangunan sudah sekitar 15 %, Biak 

masih proses lelang kontruksi

2. Peningkatan nilai tambah dan inovasi produk koperasi melalui kemitraan dan jaringan usaha : akan dilaksanakan bimtek pengembangan usaha 

koperasi pangan tgl 10-12 Agustus di Solo

3. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama : Masih progress on proses pembuatan surat 

rekomendasi koperasi calon pengelola RPB draft dari pak Deputi ke Pak Bupati, RDK Penyusunan Pedoman Pengelolaan RPB tgl 03-05 Agustus 

2023

Bimtek RPB di lokasi Kab. Sukoharjo (minggu kedua Agustus) dan Kab. Manggarai Barat NTT (07-09 Agustus 2023)

Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi

Koperasi Modern

Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 

Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif

Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitas dan 

PAGU

JULI

Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern

Persentase Koperasi Berkualitas

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

NO SASARAN
INDIKATOR 

KINERJA
PROGRAM KEGIATAN TARGET



4

4.1.

4.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,58 0,58 58,3 46,64 3.154.056.003 45,82

"- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor "

4.2.

4.2.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,58 0,58 58,3 46,64 3.154.056.003 45,82

"- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor "

4.3.

4.3.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 0,58 0,58 58,3 46,64 3.154.056.003 45,82

"- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor "

Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang 

Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi 

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang 



MONITORING CAPAIAN KINERJA

TARGET CAPAIAN OUTPUT PERSENTASE
STATUS 

PELAKSANAAN

REALISASI 

ANGGARAN
(%) KETERANGAN

1

1.1.

1.1.1 Pengawasan Koperasi 3600 Koperasi 17,225,000,000 47 47 2.73 38.82 6,162,542,310 35.78

1. Penanganan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi : Pengelolaan rutin JFPK berupa kenaikan angka kredit dan rekomendasi jumlah formasi JFPK Daerah

2. Penanganan  Koperasi Bermasalah : Penanganan 20 Koperasi yang bermasalah

3. Pembahasan RUU Perkoperasian dan Regulasi lainnya : Penyusunan RUU Perkoperasian yang selanjutnya dilanjutakn oleh Asdep Kelembagaan dan Tata Kelola

4. Pengawasan Koperasi : Berupa pemeriksaan kesehatan koperasi secara onsite maupun memanfaatkan sistem pengawasan koperasi

1.2.

1.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
0 Koperasi 21,894,453,000 331 331 92.46 37.77 5,527,556,947 25.25

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran : untuk Sumba Barat pembangunan kontruksi sudah 30%,untuk lokasi Biak baru 5 % karena baru mulai pembangunan hari selasa ini (05 

September 2023)

2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan : sudah jalan semua kegiatan , sedang proses SP2D

3. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan : Penyusunan 'Fasilitasi Sertifikasi Koperasi baru akan dilaksanakan di bulan Oktobe

4. Dukungan Fasilitasi Factory Sharing : Rencana pelaksanaan bimtek RPB akan dilaksanakan di 5 lokasi di bulan September (Kab. Sleman Yogyakarta, Kab. Batubara, Kota Kupang, NTT, Kab. 

Tanah Laut dan Kab. Garut

5. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : Sudah jalan 23 kegiatan

1.2.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5,850,000,000 175 175 28 70.03 4,031,522,384 68.91

1. Perizinan Berusaha Bagi KSP : Sosialisasi Permenkop UKM no 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

2. Fasilitasi Akses  permodalan dan Penjaminan bagi koperasi : Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pangan, Sudah dilaksanakan sebanyak 50 Koperasi

3. Pengembangan lembaga APEX Koperasi : Rapat Awal terkait dengan model APEX Koperasi

4. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah : Sudah dilaksanakan sebanyak 50 Koperasi

5. Sosialisasi Akses Pemodalan bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 15 (lima belas) angkatan

1.3.

1.3.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21,894,453,000 333 333 93.02 37.77 5,527,556,947 25.25

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran : untuk Sumba Barat pembangunan kontruksi sudah 30%,untuk lokasi Biak baru 5 % karena baru mulai pembangunan hari selasa ini (05 

September 2023)

2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan : sudah jalan semua kegiatan , sedang proses SP2D

3. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan : Penyusunan 'Fasilitasi Sertifikasi Koperasi baru akan dilaksanakan di bulan Oktobe

4. Dukungan Fasilitasi Factory Sharing : Rencana pelaksanaan bimtek RPB akan dilaksanakan di 5 lokasi di bulan September (Kab. Sleman Yogyakarta, Kab. Batubara, Kota Kupang, NTT, Kab. 

Tanah Laut dan Kab. Garut

5. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : Sudah jalan 23 kegiatan

1.3.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5,850,000,000 175 175 28 70.03 4,031,522,384 68.91

1. Perizinan Berusaha Bagi KSP : Sosialisasi Permenkop UKM no 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

2. Fasilitasi Akses  permodalan dan Penjaminan bagi koperasi : Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pangan, Sudah dilaksanakan sebanyak 50 Koperasi

3. Pengembangan lembaga APEX Koperasi : Rapat Awal terkait dengan model APEX Koperasi

4. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah : Sudah dilaksanakan sebanyak 50 Koperasi

5. Sosialisasi Akses Pemodalan bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 15 (lima belas) angkatan

2

2.1.

2.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6,883,340,000 0.67 0.67 67 51.38 3,474,100,688 50.47

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor 

3

3.1.

3.1.1
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
100

Klp 

Masyarakat
6,500,000,000 25 25 25 77.16 991,188,807 15.25 Tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah telah dilaksanakan kegiatan di NTB.

3.1.2
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
4432 Orang 27,200,000,000 1593 1593 35.94 37.41 6,664,467,488 24.5

1. Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Tatakelola  Koperasi Modern : Tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah telah dilaksanakan kegiatan di Kabupaten Bekasi.

2. Pelatihan Akutansi, Keuangan  dan Manajemen Risiko Koperasi : Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

3. Pelatihan Pengembangan Kemitraan dan Pasar : Tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah telah dilaksanakan kegiatan di KUD Minosaroyo. Untuk Koperasi Syariah dan Koperasi Pondok 

Pesantren masih dalam proses persiapan pelaksanaan.

4. Pelatihan Digitalisasi Koperasi : Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

3.2.

3.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21,894,453,000 333 333 93.02 37.77 5,527,556,947 25.25

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran : untuk Sumba Barat pembangunan kontruksi sudah 30%,untuk lokasi Biak baru 5 % karena baru mulai pembangunan hari selasa ini (05 

September 2023)

2. Pengembangan Data dan Informasi Potensi Pangan : sudah jalan semua kegiatan , sedang proses SP2D

3. Pengembangan Model bisnis Koperasi Pangan : Penyusunan 'Fasilitasi Sertifikasi Koperasi baru akan dilaksanakan di bulan Oktobe

4. Dukungan Fasilitasi Factory Sharing : Rencana pelaksanaan bimtek RPB akan dilaksanakan di 5 lokasi di bulan September (Kab. Sleman Yogyakarta, Kab. Batubara, Kota Kupang, NTT, Kab. 

Tanah Laut dan Kab. Garut

5. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : Sudah jalan 23 kegiatan

4

4.1.

4.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6,883,340,000 0.67 0.67 67 51.38 3,474,100,688 50.47

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor 

4.2.

4.2.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6,883,340,000 0.67 0.67 67 51.38 3,474,100,688 50.47

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor 

4.3.

4.3.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6,883,340,000 0.67 0.67 67 51.38 3,474,100,688 50.47

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor 

NO SASARAN
INDIKATOR 

KINERJA
PROGRAM KEGIATAN TARGET PAGU

AGUSTUS

Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern

Persentase Koperasi Berkualitas

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Koperasi Modern

Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan Fungsi 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 

Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif

Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitas dan 

Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi

Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang 

Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi 

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang 



MONITORING CAPAIAN KINERJA

TARGET
CAPAIAN 

OUTPUT
PERSENTASE STATUS PELAKSANAAN REALISASI ANGGARAN (%) KETERANGAN

1

1.1.

1.1.1 Pengawasan Koperasi 3600 Koperasi 17,225,000,000 240 240 13.95 66 10,478,112,916 60.83

Implementasi Pengawasan Koperasi dengan Sistem Pengawasan : 200 dilakukan melalui onsite, 7 secara outside melalui GKR

1.2.

1.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
0 Koperasi 21,894,453,000 369 369 103.07 67.29 9,847,649,374 44.98

1. Dukungan Fasilitasi Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : akan dilakukan monitoring setelah progress mencapai 90% dalam memastikan konstruksi 

sesuai dengan DED, mempersiapkan progress konstruksi sebelum berakhinya kontrak;

2. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, Pelaksanaan kontraktual fasilitasi sertifikasi produk koperasi untuk 

Tahun 2023 ditiadakan;

3. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran  : kegiatan Bisnis Matching baru dilaksanakn pada akhir November atau awal 

Desember, Kegiatan bisnis matching belum dilakukan;

4. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama : 2 Bimtek akan di selenggarakan pada minggu ke 3 dan ke 4 Bulan 

November, Pedoman akan diselesaikan pada awal Desember,  2 Bimtek belum dilaksanakan di Kabupaten Garut dan Jembrana , Pedoman tata kelola RPB dalam 

progress pelaksanaan;

5. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : Penagihan pada termin ke III kegiatan di tanggal 14 November 2023, Kegiatan termin III masih on progress .

1.2.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5,850,000,000 175 175 28 67.75 4,916,890,549 84.05

1. Pelayanan Publik Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam : Sosialisasi Permenkop UKM no 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam 

Oleh Koperasi;

2. Pengembangan  pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk penguatan modal koperasi pangan : Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pangan;

3. Pengembangan Akses dan Skema Pembiayaan Koperasi Pangan, berbasis penjaminan : Sudah dilaksanakan sebanyak 140 Koperasi;

4. Penyusunan Model kerjasama antar koperasi untuk perkuatan usaha koperasi berbasis fasilitasi teknis dan pemenuhan likuiditas : Rapat Awal terkait dengan model 

APEX Koperasi;

5. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah : Sudah dilaksanakan sebanyak 50 Koperasi;

6. Sosialisasi Akses Pemodalan bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 30 (tiga puluh) angkatan.

1.3.

1.3.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21,894,453,000 369 369 103.07 67.29 9,847,649,374 44.98

1. Dukungan Fasilitasi Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : akan dilakukan monitoring setelah progress mencapai 90% dalam memastikan konstruksi 

sesuai dengan DED, mempersiapkan progress konstruksi sebelum berakhinya kontrak;

2. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, Pelaksanaan kontraktual fasilitasi sertifikasi produk koperasi untuk 

Tahun 2023 ditiadakan;

3. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran  : kegiatan Bisnis Matching baru dilaksanakn pada akhir November atau awal 

Desember, Kegiatan bisnis matching belum dilakukan;

4. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama : 2 Bimtek akan di selenggarakan pada minggu ke 3 dan ke 4 Bulan 

November, Pedoman akan diselesaikan pada awal Desember,  2 Bimtek belum dilaksanakan di Kabupaten Garut dan Jembrana , Pedoman tata kelola RPB dalam 

progress pelaksanaan;

5. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : Penagihan pada termin ke III kegiatan di tanggal 14 November 2023, Kegiatan termin III masih on progress .

1.3.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5,850,000,000 175 567 90.72 67.75 4,916,890,549 84.05

1. Pelayanan Publik Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam : Sosialisasi Permenkop UKM no 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam 

Oleh Koperasi;

2. Pengembangan  pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk penguatan modal koperasi pangan : Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pangan;

3. Pengembangan Akses dan Skema Pembiayaan Koperasi Pangan, berbasis penjaminan : Sudah dilaksanakan sebanyak 140 Koperasi;

4. Penyusunan Model kerjasama antar koperasi untuk perkuatan usaha koperasi berbasis fasilitasi teknis dan pemenuhan likuiditas : Rapat Awal terkait dengan model 

APEX Koperasi;

5. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah : Sudah dilaksanakan sebanyak 50 Koperasi;

6. Sosialisasi Akses Pemodalan bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 30 (tiga puluh) angkatan.

2

2.1.

2.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6,883,340,000 0.83 0.83 83 60.14 4,066,777,394 59.08

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor

3

3.1.

3.1.1
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
100 Klp Masyaraka 6,500,000,000 25 25 25 88.95 1,142,548,807 17.58

 Sisa anggaran masuk dalam Automatic Adjustment. 

3.1.2
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
4432 Orang 27,200,000,000 1593 1593 35.94 59.32 10,568,039,530 38.85

1. Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Tatakelola  Koperasi Modern (Sektor Non pangan) : Akan dilaksanakan kegiatan di Jogjakarta, Bandung dan Mataram

2. Pelatihan Akutansi, Keuangan  dan Manajemen Risiko Koperasi (sektor pangan) : Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan di Bandung

3. Pelatihan Digitalisasi Bagi Koperasi (Pelatihan Tematik-Jarak Jauh) : Masih dilaksanakan untuk sesi pendampingan inisiasi Koperasi Multi Pihak

3.2.

3.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21,894,453,000 369 369 103.07 67.29 9,847,649,374 44.98

1. Dukungan Fasilitasi Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : akan dilakukan monitoring setelah progress mencapai 90% dalam memastikan konstruksi 

sesuai dengan DED, mempersiapkan progress konstruksi sebelum berakhinya kontrak;

2. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, Pelaksanaan kontraktual fasilitasi sertifikasi produk koperasi untuk 

Tahun 2023 ditiadakan;

3. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran  : kegiatan Bisnis Matching baru dilaksanakn pada akhir November atau awal 

Desember, Kegiatan bisnis matching belum dilakukan;

4. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama : 2 Bimtek akan di selenggarakan pada minggu ke 3 dan ke 4 Bulan 

November, Pedoman akan diselesaikan pada awal Desember,  2 Bimtek belum dilaksanakan di Kabupaten Garut dan Jembrana , Pedoman tata kelola RPB dalam 

progress pelaksanaan;

5. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : Penagihan pada termin ke III kegiatan di tanggal 14 November 2023, Kegiatan termin III masih on progress .

4

4.1.

4.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6,883,340,000 0.83 0.83 83 60.14 4,066,777,394 59.08

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor

4.2.

4.2.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6,883,340,000 0.83 0.83 83 60.14 4,066,777,394 59.08

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor

4.3.

4.3.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6,883,340,000 0.83 0.83 83 60.14 4,066,777,394 59.08

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor

NO SASARAN
INDIKATOR 

KINERJA
PROGRAM KEGIATAN TARGET PAGU

OKTOBER

Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern

Persentase Koperasi Berkualitas

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Koperasi Modern

Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 

Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif

Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitas dan 

Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi

Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang 

Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi 

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang 



MONITORING CAPAIAN KINERJA

TARGET CAPAIAN OUTPUT PERSENTASE STATUS PELAKSANAAN
REALISASI 

ANGGARAN
(%) KETERANGAN

1

1.1.

1.1.1 Pengawasan Koperasi 3600 Koperasi 17,225,000,000 81 81 4.71 61.11 9,701,949,566 56.32

1. Penanganan  Koperasi Bermasalah : Melania credit unipn dan KSP Pundi arta sentosa

2. Sosialisasi RUU Perkoperasian yang diselenggarakan melalui media online (webinar dan youtube)

3, Sosialisasi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan : Sosialisasi dg tema Koperasi Pasca UU P2SK 

4. Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi : "Kegiatan rutin pengelolaan JFPK dan uji kompetensi JFPK

-Uji Kompetensi 8 JFPK dr Dinas lulus"

1.2.

1.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
0 Koperasi 21,894,453,000 344 344 96.09 59.49 8,706,709,204 39.77

1. Dukungan Fasilitasi Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : 'untuk Sumba Barat pembangunan kontruksi sudah 59%,untuk lokasi Biak 25 % karena baru mulai pembangunan di tanggal 05 September 2023

2. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : "Penyusunan 'Fasilitasi Sertifikasi Koperasi baru akan dilaksanakan di bulan Oktober 

3. Pemasaran Produk Koperasi Melalui Katalog Digital :Bimbingan Teknis Pendampingan Onboarding Produk Koperasi di Sumut

4. Pengembangan Koperasi Pangan Berorientasi Eksport: Bimbingan Teknis Akses Pasar Ekspor Produk Koperasi di Aceh, 

5. Pengembangan komoditas Koperasi Pangan substitusi import: sisa RDK Evaluasi Hasil Pengembangan Komoditas Koperasi Pangan Substitusi Impor, rencana akan dilaksanakan di bulan Oktober

6. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran : pelaksanaan Showcasing sudah selesai di bulan Agustus, pembayaran di akhir bulan September , saat ini sedang on proses SP2D. Dan pelaksanaan Business Maching akan 

dilaksanakan di bulan November 2023

7. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama: Bimbingan Teknis Peningkatan Usaha dan Akses Pasar di NTT, Bimbingan Teknis Tata Kelola dan Manajemen RPB di Kalsel

8. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : kurang 1 termin lagi di bulan November sebesar Rp 1.350.598.500 sebesar 30 %

1.2.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5,850,000,000 175 175 28 57.7 4,187,032,430 71.57

1. Pelayanan Publik Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam : Sosialisasi Permenkop UKM no 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

2. Pengembangan  pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk penguatan modal koperasi pangan: Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pangan

3. Pengembangan Akses dan Skema Pembiayaan Koperasi Pangan, berbasis penjaminan :  penyusunan rancangan draft kepmen tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir oleh LPDB-KUMKM untuk penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat 

4. Penyusunan Model kerjasama antar koperasi untuk perkuatan usaha koperasi berbasis fasilitasi teknis dan pemenuhan likuiditas: Rapat Awal terkait dengan model APEX Koperasi

5. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah:Sudah dilaksanakan sebanyak 50 Koperasi

6. Sosialisasi Akses Pemodalan bagi Koperasi: Sudah dilaksanakan 15 (lima belas) angkatan

1.3.

1.3.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21,894,453,000 344 344 96.09 59.49 8,706,709,204 39.77

1. Dukungan Fasilitasi Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : 'untuk Sumba Barat pembangunan kontruksi sudah 59%,untuk lokasi Biak 25 % karena baru mulai pembangunan di tanggal 05 September 2023

2. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : "Penyusunan 'Fasilitasi Sertifikasi Koperasi baru akan dilaksanakan di bulan Oktober 

3. Pemasaran Produk Koperasi Melalui Katalog Digital :Bimbingan Teknis Pendampingan Onboarding Produk Koperasi di Sumut

4. Pengembangan Koperasi Pangan Berorientasi Eksport: Bimbingan Teknis Akses Pasar Ekspor Produk Koperasi di Aceh, 

5. Pengembangan komoditas Koperasi Pangan substitusi import: sisa RDK Evaluasi Hasil Pengembangan Komoditas Koperasi Pangan Substitusi Impor, rencana akan dilaksanakan di bulan Oktober

6. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran : pelaksanaan Showcasing sudah selesai di bulan Agustus, pembayaran di akhir bulan September , saat ini sedang on proses SP2D. Dan pelaksanaan Business Maching akan 

dilaksanakan di bulan November 2023

7. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama: Bimbingan Teknis Peningkatan Usaha dan Akses Pasar di NTT, Bimbingan Teknis Tata Kelola dan Manajemen RPB di Kalsel

8. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : kurang 1 termin lagi di bulan November sebesar Rp 1.350.598.500 sebesar 30 %

1.3.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5,850,000,000 175 175 28 57.7 4,187,032,424 71.57

1. Pelayanan Publik Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam : Sosialisasi Permenkop UKM no 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

2. Pengembangan  pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk penguatan modal koperasi pangan: Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pangan

3. Pengembangan Akses dan Skema Pembiayaan Koperasi Pangan, berbasis penjaminan :  penyusunan rancangan draft kepmen tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir oleh LPDB-KUMKM untuk penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat 

4. Penyusunan Model kerjasama antar koperasi untuk perkuatan usaha koperasi berbasis fasilitasi teknis dan pemenuhan likuiditas: Rapat Awal terkait dengan model APEX Koperasi

5. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah:Sudah dilaksanakan sebanyak 50 Koperasi

6. Sosialisasi Akses Pemodalan bagi Koperasi: Sudah dilaksanakan 15 (lima belas) angkatan

2

2.1.

2.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6,883,340,000 0.75 0.75 75 56 3,787,124,354 55.02

"- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor "

3

3.1.

3.1.1
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
100 Klp Masyaraka 6,500,000,000 25 25 25 88.09 1,131,588,807 17.41

 Sisa anggaran masuk dalam Automatic Adjustment. 

3.1.2
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
4432 Orang 27,200,000,000 1593 1593 35.94 41.05 7,312,319,536 26.88

Sisa anggaran masuk dalam Automatic Adjustment.

3.2.

3.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21,894,453,000 344 344 96.09 59.49 8,706,709,195 39.77

1. Dukungan Fasilitasi Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi : 'untuk Sumba Barat pembangunan kontruksi sudah 59%,untuk lokasi Biak 25 % karena baru mulai pembangunan di tanggal 05 September 2023

2. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : "Penyusunan 'Fasilitasi Sertifikasi Koperasi baru akan dilaksanakan di bulan Oktober 

3. Pemasaran Produk Koperasi Melalui Katalog Digital :Bimbingan Teknis Pendampingan Onboarding Produk Koperasi di Sumut

4. Pengembangan Koperasi Pangan Berorientasi Eksport: Bimbingan Teknis Akses Pasar Ekspor Produk Koperasi di Aceh, 

5. Pengembangan komoditas Koperasi Pangan substitusi import: sisa RDK Evaluasi Hasil Pengembangan Komoditas Koperasi Pangan Substitusi Impor, rencana akan dilaksanakan di bulan Oktober

6. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran : pelaksanaan Showcasing sudah selesai di bulan Agustus, pembayaran di akhir bulan September , saat ini sedang on proses SP2D. Dan pelaksanaan Business Maching akan 

dilaksanakan di bulan November 2023

7. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama: Bimbingan Teknis Peningkatan Usaha dan Akses Pasar di NTT, Bimbingan Teknis Tata Kelola dan Manajemen RPB di Kalsel

8. Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : kurang 1 termin lagi di bulan November sebesar Rp 1.350.598.500 sebesar 30 %

4

4.1.

4.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6,883,340,000 0.75 0.75 75 56 3,787,124,354 55.02

"- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor "

4.2.

4.2.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6,883,340,000 0.75 0.75 75 56 3,787,124,354 55.02

"- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor "

4.3.

4.3.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6,883,340,000 0.75 0.75 75 56 3,787,124,354 55.02

"- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor "

NO SASARAN
INDIKATOR 

KINERJA
PROGRAM KEGIATAN TARGET PAGU

SEPTEMBER

Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern

Persentase Koperasi Berkualitas

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Koperasi Modern

Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 

Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif

Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitas dan 

Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi

Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang 

Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi 

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang 



MONITORING CAPAIAN KINERJA

TARGET
CAPAIAN 

OUTPUT
PERSENTASE STATUS PELAKSANAAN REALISASI ANGGARAN (%) KETERANGAN

1

1.1.

1.1.1 Pengawasan Koperasi 3600 Koperasi 17,225,000,000 3930 3930 228.49 81.45 12,930,117,111 75.07 Pemkes sdh tercapai 1517, lalu penilaian close loop open loop sdh 40

1.2.

1.2.1 Pengembangan dan pembaruan perkoperasian 0 Koperasi 21,894,453,000 369 369 103.07 79.86 11,687,808,081 53.38

1. 'Peningkatan nilai tambah dan inovasi produk koperasi melalui kemitraan dan jaringan usaha : Kegiatan berupa Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan lokasi di Medan dan Solo dan 

RDK

2. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : kegiatan berupa FGD Standarisasi/Serfifikasi Bagi Koperasi Pangan di Solo , RDK dan 'Sisa Perdin , akan dilaksanakan di bulan Desember lokasi 

Deli Serdang, Medan (launching Minyak Makan Merah tgl 27 Desember 2023)

3. Pengembangan Koperasi Pangan Berorientasi Eksport : semua kegiatan Sudah semua dilaksanakan per 13 Des 99,22%, bimtek di Aceh, dan Perdin 

4. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran : 'semua kegiatan Sudah semua dilaksanakan per 13 Des 98,78% (ada Kegiatan Showcase IB Summit 

di Bali, Pameran di Solo, dan Business Matching tgl 01 Desember 2023 di Jakarta)

5. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama : kegiatan berupa RDK dan Bimtek di 11 lokasi RPB, 'hanya bimtek RPB komoditas Kulit di 

kab. Garut yang belum dilaksanakan, rencana pelaksanaan di minggu ke 3 Desember 

6. 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : Kegiatan berupa sinergi 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern 

1.2.2 Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian 625 Koperasi 5,850,000,000 175 175 28 89.59 6,501,444,775 111.14

1. 'Pengembangan  pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk penguatan modal koperasi pangan :  Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pangan

2. Pengembangan Akses dan Skema Pembiayaan Koperasi Pangan, berbasis penjaminan : Sudah dilaksanakan sebanyak 140 Koperasi

3. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah : Sudah dilaksanakan sebanyak 50 Koperasi

4. Sosialisasi Akses Pemodalan bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 30 (tiga puluh) angkatan

1.3.

1.3.1 Pengembangan dan pembaruan perkoperasian 358 Koperasi 21,894,453,000 369 369 103.07 79.86 11,687,808,081 53.38

1. 'Peningkatan nilai tambah dan inovasi produk koperasi melalui kemitraan dan jaringan usaha : Kegiatan berupa Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan lokasi di Medan dan Solo dan 

RDK

2. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : kegiatan berupa FGD Standarisasi/Serfifikasi Bagi Koperasi Pangan di Solo , RDK dan 'Sisa Perdin , akan dilaksanakan di bulan Desember lokasi 

Deli Serdang, Medan (launching Minyak Makan Merah tgl 27 Desember 2023)

3. Pengembangan Koperasi Pangan Berorientasi Eksport : semua kegiatan Sudah semua dilaksanakan per 13 Des 99,22%, bimtek di Aceh, dan Perdin 

4. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran : 'semua kegiatan Sudah semua dilaksanakan per 13 Des 98,78% (ada Kegiatan Showcase IB Summit 

di Bali, Pameran di Solo, dan Business Matching tgl 01 Desember 2023 di Jakarta)

5. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama : kegiatan berupa RDK dan Bimtek di 11 lokasi RPB, 'hanya bimtek RPB komoditas Kulit di 

kab. Garut yang belum dilaksanakan, rencana pelaksanaan di minggu ke 3 Desember 

6. 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : Kegiatan berupa sinergi 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern 

1.3.2 Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian 625 Koperasi 5,850,000,000 567 567 90.72 89.59 6,501,444,775 111.14

1. 'Pengembangan  pembiayaan, modal penyertaan, dan obligasi untuk penguatan modal koperasi pangan :  Sosialisasi KUR untuk Koperasi Pangan

2. Pengembangan Akses dan Skema Pembiayaan Koperasi Pangan, berbasis penjaminan : Sudah dilaksanakan sebanyak 140 Koperasi

3. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah : Sudah dilaksanakan sebanyak 50 Koperasi

4. Sosialisasi Akses Pemodalan bagi Koperasi : Sudah dilaksanakan 30 (tiga puluh) angkatan

2

2.1.

2.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6,883,340,000 0.92 0.92 92 76.28 5,158,348,748 74.94

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor 

3

3.1.

3.1.1
Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan 

Fungsional
100 Klp Masyarakat 6,500,000,000 27 27 27 89.95 1,142,548,807 17.58

 Sisa anggaran masuk dalam Automatic Adjustment. 

3.1.2
Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan 

Fungsional
4432 Orang 27,200,000,000 4651 4651 104.94 77.27 16,247,667,569 59.73

1. Pelatihan Bagi Pengawas Internal Koperasi: Akan dilakukan Webinar Peningkatan Kualitas Pengawas Internal Dalam Meningkatkan Trust Anggota Kepada Koperasi pada 14 Desember 2023

2. Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah : Akan dilakukan Webinar Dewan Pengawas Koperasi "Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pola Keuangan Syariah" pada tanggal 18-

19 Desember 2023

3. Pelatihan Tematik-Jarak Jauh : Akan dilakukan Webinar Digitalisasi Koperasi "Menuju Koperasi Modern"

3.2.

3.2.1 Pengembangan dan pembaruan perkoperasian 358 Koperasi 21,894,453,000 369 369 103.07 79.86 11,687,808,081 53.38

1. 'Peningkatan nilai tambah dan inovasi produk koperasi melalui kemitraan dan jaringan usaha : Kegiatan berupa Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Pangan lokasi di Medan dan Solo dan 

RDK

2. Sertifikasi dan Standarisasi Produk Koperasi : kegiatan berupa FGD Standarisasi/Serfifikasi Bagi Koperasi Pangan di Solo , RDK dan 'Sisa Perdin , akan dilaksanakan di bulan Desember lokasi 

Deli Serdang, Medan (launching Minyak Makan Merah tgl 27 Desember 2023)

3. Pengembangan Koperasi Pangan Berorientasi Eksport : semua kegiatan Sudah semua dilaksanakan per 13 Des 99,22%, bimtek di Aceh, dan Perdin 

4. Promosi Produk Koperasi Pangan melalui Business Matching, Showcase dan Pameran : 'semua kegiatan Sudah semua dilaksanakan per 13 Des 98,78% (ada Kegiatan Showcase IB Summit 

di Bali, Pameran di Solo, dan Business Matching tgl 01 Desember 2023 di Jakarta)

5. Peningkatan Kualitas Tatakelola dan Manajemen Koperasi Pengelola Rumah Produksi Bersama : kegiatan berupa RDK dan Bimtek di 11 lokasi RPB, 'hanya bimtek RPB komoditas Kulit di 

kab. Garut yang belum dilaksanakan, rencana pelaksanaan di minggu ke 3 Desember 

6. 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern : Kegiatan berupa sinergi 'Sosialisasi Pengembangan Koperasi Modern 

NO SASARAN
INDIKATOR 

KINERJA
PROGRAM KEGIATAN TARGET PAGU

NOVEMBER

Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern

Persentase Koperasi Berkualitas

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Koperasi Modern

Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas dan 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 

Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif

Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitas dan 

Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi



4

4.1.

4.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6,883,340,000 0.92 0.92 92 76.28 5,158,348,748 74.94

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor 

4.2.

4.2.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6,883,340,000 0.92 0.92 92 76.28 5,158,348,748 74.94

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor 

4.3.

4.3.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6,883,340,000 0.92 0.92 92 76.28 5,158,348,748 74.94

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor 

Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang 

Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang 

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang Perkoperasian



MONITORING CAPAIAN KINERJA

TARGET
CAPAIAN 

OUTPUT

PERSENT

ASE

STATUS 

PELAKSANAA
REALISASI ANGGARAN (%) KETERANGAN

1

1.1.

1.1.1 Pengawasan Koperasi 3600 Koperasi 17.225.000.000 3930 3930 109,17 98 14.167.416.607 82,25 Kegiatan telah terlaksana

1.2.

1.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
0 Koperasi 21.894.453.000 808 808 0 99,15 13.144.935.221 60,04 Terget sudah tercapai sebanyak total 808 Koperasi

1.2.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5.850.000.000 725 725 116 99,92 6.912.144.380 118,16 Target mengalami perubahan menjadi 725 Koperasi

1.3.

1.3.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21.894.453.000 808 808 225,7 99,15 13.144.935.221 60,04 Target Total mengalami perubahan menjadi 808 Koperasi

1.3.2
Pembiayaan dan Penjaminan 

Perkoperasian
625 Koperasi 5.850.000.000 725 725 116 99,92 6.912.144.380 118,16 Target mengalami perubahan menjadi 725 Koperasi

2

2.1.

2.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 1 1 100 99,58 6.733.890.421 97,83

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor 

3

3.1.

3.1.1
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
100 Klp Masyarakat 6.500.000.000 20 27 27 94,84 1.218.235.407 18,74

Target mengalami perubahan menjadi 20 Kelompok masyarakat

 Sisa anggaran masuk dalam Automatic Adjustment. 

3.1.2
Pengembangan SDM Perkoperasian dan 

Jabatan Fungsional
4432 Orang 27.200.000.000 4910 5776 130,32 97,52 20.749.061.888 76,28

Kegiatan telah selesai dialksanakan

Tegret mengalami perubahan menjadi 4910

3.2.

3.2.1
Pengembangan dan pembaruan 

perkoperasian
358 Koperasi 21.894.453.000 808 808 225,7 99,15 13.144.935.221 60,04 Target Total mengalami perubahan menjadi 808 Koperasi

4

4.1.

4.1.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 1 1 100 99,58 6.733.890.421 97,83

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor 

4.2.

4.2.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 1 1 100 99,58 6.733.890.421 97,83

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor 

4.3.

4.3.1
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Monev Bidang Perkoperasian
1 Layanan 6.883.340.000 1 1 100 99,58 6.733.890.421 97,83

'- Layanan rutin perencanaan dan penganggaran (revisi anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran kegiatan tahun 2024)

- Layanan rutin pemantauan dan pelaporan kegiatan

- Layanan rutin pengadministrasian keuangan

- Layanan rutin kepegawaian

- Layanan rutin sarana dan prasarana kantor 

Tingkat Penerapan Implementasi Model Bisnis Koperasi

Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian yang 

Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perkoperasian 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi 

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Deputi Bidang 

Koperasi Modern

Terwujudnya Kebijakan Perkoperasian yang Berkualitas sesuai Tugas 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 

Terwujudnya Pemberdayaan Koperasi yang Efektif

Persentase SDM Koperasi yang Meningkat Kapasitas dan 

PAGU

DESEMBER

Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern

Persentase Koperasi Berkualitas

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

NO
SASARA

N

INDIKATOR 

KINERJA
PROGRAM KEGIATAN TARGET
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